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Wa r gaRagukan Pembarrgunan

Wantilan Nus ilmilr nsesuai Anggaran
Negara (Bali Post) -

Permasalahan pembangunan Wantilan Desa pakraman
Nusamare, Desa Yehembang Kangin, Mendoyo ternyata_hingga
Fini masih bergulir. Selain penggarapan yang sempat mo16r
hingga hampir setahun, wantilan yang dibingun di dekat pura
Dalem Nusamara itu diduga bermasalah. Di samping penger-
jaan diborongkan ke rekanan di Gianyar hingga molbr sam-
pai awal tahun 2019, pembangunan diduga juga tidak sesuai
dengan spek. Padahal bantuan dari pusat sudah turun sejak
tahun 2018 lalu dan dikerjakan mulai Agustus 2018.

Meskipun ki-ni sudah rampung Putu Sukabrata kepada wartawan,
dikerjakan, banyak warga yang Selasa (1U6) mengungkapkan, ter-
meragukan bangunan itu sesuai kait dugaan permasalahan ini, pa-
dengan ni-Iai bantuan, yakni Rp 400 nitia dan pihak yang terkait sempat
juta. Beberapa bagian bangunan dimintai keterangan. Sesuai nilai
seperti tiang dan atap bangunan yang diterima, uang pembangunan
menggunakanbaja ringan. wantilan Nusamara sebesarRp 400

Sekretaris Tim Komunitas Pem- juta dan jumlah itu berdasarkan
bangunan Wantilan Nusamara I pengajuanproposal.

Diakuinya, pengerjaannya di-
borongkan kepada rekanan asal
Gianyar dengan dana diserahkan
secara bertahap sebanyak tiga kali.
Namun total yang diberikan hanya
Rp 380 juta. Sisanya dibeberkannya
masing-masing Rp 16 juta untuk
biaya upakara dan Rp 4 juta untul
biaya administrasi pelaporan per-
tanggungjawaban (SP,J).

Terkait anggaran bantuan ini
menurutnya jug2 lglah d i s66pail2n
secara terbuka oleh Bendesa Pakra-
man Nusamara dihadapan masyara-
kat Nusamara. Jumlah bantuan dan
rincian biaya ini menurutnya perlu
disampaikan ke masyarakat teruta-
ma krama yang menerima manfaat
Wantilan itu, agar jelas. Sukabrata
menegaskan bahwa komunitas tidak

menggunakan anggaran itu. Melain-
kan diserahkan ke pihak relanan,
sehingga menjadi tanggung jawab'
pihak rekanan.

Diberitakan sebelumnya, pem- -

bangunan wantilan di ujung per-'
batasan hutan ini sempat diper-'
tanyakan warga Nusamara. Sebab,'
meskipun anggaran telah turun
sejak tahun 2018 lalu. pengerjaan
belum ada hasil. Pada Januari 2019
lalu, pembangunan baru sebatas fon-
dasi dantiang untuk penyangga kap
baja. Sejak awal, proses pengerjaan
mulai dari penggalian lubang hingga
pemasangan batu hanya dua orang. i

Padahal, di desa pakraman lain yang '

bantuannya tr.rrun bersamaan sudah
hampir rampung. Bahkan bangunan
juga lebih besar. (kmb26)
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Pusat
Rp 4 Mitia( untuk
Revitalisasi pasir
Baturiti

I Tabanan (Bali post) _

I Pasar Baturiti tutt"" i"; akan kembari direvitalisasi, setelah pemerinrah pu_

iil"Ii*T9""1il"ff i"?1*:i:;:ilSin*li?iriu'pasarBaturtii-",,a*""r.
setelab ambruk ati-uui-g"-pu Lombok , s,f o"rlT,fflt;$8ia: penansanan

_ Kabid Perdagangan Dinz

;;il,$:'.lxr:}iri;tx1',Hi*-jtlgitr#ij:ffi-lj}li#Htxffi f il*r_#;;li r: il' (y'?xi i JJ'J'I !a r 
e Jiu"va n f '[' ;' D;:

fl"#,i?1?lfit; Bffi::lffi $f;&,j.j*ttlt**'fi#;xT; ffi'tril*Ttu?"JHff;

iJXlff t-#lf T"frl-;ff i*t*"tl*t?U'"".'",'i'0"';1t'#*'Imtftn"l;l'
feo,gair pasar terbesar di Ba be,j_ara'ses,iai[;;"tifil r,i;fB.l"tftlllH',tt"lli
r,u.rr rersebut. ,.pemerintah g:"1fff?:lp"{T,g^FJi.:_q* _u.u. .al-riiu*pi"ar t"uai.

lainnya yaitu pasar Candi_kun_

1lg. qa" Pasa_r Kerambitan,
oraJukan meialui DAX.

. untuk diletahui, pemerir_
tah Iusat mela.lui Kementen_

-an 
rerdagangan (Kemenda g)

terus .mendorong revitaLsasi
pasar- tradJsional. Revitalisasr
pasar benujuan menaril minat
sonsum.en. pasar tradisional
narus drpertahankan s.ebab
or ctaramnya t€rdapat sesuatuyang khas, yakni interaksr

;:ili'"f; " bxt: # ixlT?. j3J
lndag luga terus melakukan
49"d3t?.".o pasar yang perlu
orperDalkr.

n:xl HT,",'"lili "rT:Trl ff-*:il:r1"ilfff;3i-'i*'ffi f.?ii"iilX ffi *,ffi;
menggerontorkan d".,u ."b"",'n 

tu-dal'am pasarvans reFei_e1q, yr;?.gtit?aiiin'ii"itrri"u.i,

*,i;r*mlt*,:ru$"lH tx{ri,:til'1 *n*'i: * luitkg.*,"#ffi
ffit#i#;i;*;r:#"#,-B_H'I'TA '[ffiT:H,T roxti.i;fu [s,j,**;*5_fi ;i;#; " 

setera h ada $ru:il*Y_'i j;g i.*:l .r."+',i"c-, p# rii fr, t",r 
"i 

r
Feputusan pusat memberl- ," nl;""""-"^ii:"^"::::"1:":- revrlarsasl trga pasar, yaitu

hx*',1il1"*,#,f.r':fl h{'-H:Hipffiri =i# ffitdHliil"*{ffi

. ."Revitalisasi ini juga ber-
ru;uan untu-k menghiJangkan
kesan kumuh dan bau darr
pasar tradisional. paling tida},
ocngan menciptakan suasana
pasar tradisional yang bersihqan sehat _masyarakat tidak
aKan beralh ke pasar modem...
ujar Primayani. tLrtiig)
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Pfafon Gedung DPRD fr,fengefupas,

Setwan Rehab Sebelum'
Pelantikan Dewan Baru

Bangli @ali post)-
. . 

Kon$lsi gedung DpRD Ban-
gu, qakrn memprihatinkan.
raKtranya mengalami bocor
saat hujan, plafon di lantai dua
gedung itu kini sudah banyak
yartg mengelupas. Hingga saat
tnr pelym ada upaya perbaikan

trifi3t#'lfJJ.Hi"offi
qa,ktu..de+at gdung tersebut
at<an dlpakai menggelar acaraperantrkan anggota dewan
yang baru.

_ Berdasarkan pantauan
Rabu. (19/6) kgr"arin, plafon
oer0nna{ briplek ai hntai aua
F1oung dewan mengelupas di
beberapa titik. lfu ndiii teisebut
eukup membahayakan karena
Serusa&annya berada persis di
39ru,teppat auduk yang sering
drpakai pimpinan dewan saat
.menggelar rapat kerja. Tak
han-yq mengelupas, kondisi
tu.Po$. pa-ngunan juga mulai
pFt dr beberapa titik. Seperti
l+ya yang terlihat ai teriUot
detrat-ruang sekretariat.
. iJetretaris DPRD Bangli

A.A. Panji Awatarayana saat

dikonfirmasi tak menampik halrtu. Menurutnya, keru,sakanqrseDabkan usia bangunan
{antgr. y?nq sudah tua. 

-Meski
oemrkran, ia mengaku akan
segera m-emperbaiki keru-
sakan gedung dewan dalam
waktu-dekat. ,,Kita 

akan laku-
kan rehab. Fokus pada ranEka
atas termasuk plafonny-a,"
lerangnya.

Untuk kegiatan perehaban
tersebut, Agung panji men-
flahkan menylapkan anggaran
Itp /b.Juta. t{€ncananya perbai-
kan akan dikedakan pada Juli
mendatang, sebelum acara pel-
antikan 

^a^ng_gota 
DPRD Ba ngli

penode 2019-2024.

, Selain..merehab |edung
cewan,. prhaknya juga akan
melaKu-kan 

-peng-ecatan ulang
pada rumah jabatan Ketui
DPRD Bangli.'-'pengajuan ang_
'garan sebenarnya dilakukan
secara rutin. Hanya turunnva
anggaran baru sekarang jelang
acara pelantikan DpRD yan[
baru. Jadi kesannya reha6
sebagar persiapdn pelantikan,.'
tandasnya. (kmb40)

Edisi :
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Pembangunan
iGedung PMI
MulaiJuli

Tabanan (Bali Post) -
Froyek pembangunan gedung PMI Tabanan akan

kembali dilanjutkan. Sebelumnya, proyek ini semp-at
mengalami gagal lelang. Pembang-un-an gedung de-
ngariattggaran np 2,9 miliar dari BEKBadung terse-
fit ait.ig"tkan mulai dikerjakan Juli mendatang.

Kabid Bangunan Gedung per lantainya lebih kurang 1

DinasPekerjaanUmum,Pena- are atau 100 meter persegi,"

taan Ruang dan Penataan Ka- ucapnya.
wasanPermukiman(PUPRP- Sebelumnya,KetuaPMITa-
KP) Tabanan Kadek Faridatini banan yangjuqa wakil Bupati I
Suweca, Rabu (2616) kemarin, KomangGedeSarijayamengat-
mengakui adanya keterlam- akan,kondisigedungPMlyang
batai realisasi p-engerjaan ge- ditempatibersamadenganpra-
dune PMI karena sebelumnya niuka dan PPTI sudah sangat
menlahmi gagal tender. "Kini memprihatinkan. Banyakatap

-u.ir ptot"I l6lang dan dalam yangbocor dan\ondisigedung-

-u.u ,L.tgguhsesJdah pengu- juga sudah tidak representatif
ttrn*u.1" f6tungnya. untuk digunakan. Untuk itu,

Dikatakan Faridatini, jika perlu peremajaan gedung'
tidak ada kendala atau gagal mengingat intensitas kegiatan
tender, kontrak pengerjaan PMI dan Unit Transfusi Darah
direncanakan pada pertengah- di Tabanan semakin padat.

anJulimendating."Pengerjaan Diharapkan denganadan-
fisiknya sekitar empat bulan ya gedung r-epresentatif, pe-

kalender," ucapnya. 
- 

layanan PMI ke masyarakat
Sebelumnya, gedung PMI semakinbaik.Apalagpermint-

berada di sebelali selatan Ta- aan terhadap darah semakin
manMakamPancakaTirtaTa- banyak sehingga kinerja PMI
banan,yangbergabungdengan perlu didukung sarana dan
Kwarcib Fiamlka Tabanan prasarana yang mernadai'
dan PPTI. Kini, gedung PMI Pihaknya berharap proses
danUnitTransfusiDarahakan lelang dapat berjalan lancar
dibangun di areal RS Nyitdah, sehingga pembangunan dap.at
Kecaiatan Kediri. Dengan diselesaikan tepat waktu. "Be-
dua lantai, gedung PMI yang gitu gedung selesai, perykab
baru ini dibangun dengan luas memenuhi peralatannya"' ka-
413 meter persegi. "Dua lantai, tanya. (kmb28)

Edisi :
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Pemkab akan Siapkan J

Dana untuk Pilkada Bangli
Bangli (Bali Post) -

Pemerintah Kabupaten
Bangli akan menyiapkan
dana untuk pelaksanaan
Pemilihan Kepala Daerah
(Pilkada) 2020 mendatang.
Besaran dana yang disiap-
kan disesuaikan dengan ke-
mampuan daerah. Hal itu
dikatakan Sekretaris Daerah
Kabupaten Bangli Ida Bagus
Giri Putra, Jumat (7/6).

Giri Putra mengatakan,
Pilkada merupakan program
strategis nasional y'ang ha-
rus didanai dan wajib dilak-
sanaan. Berkenaan dengan
kebutuhan dana yang telah
diajukan KPU, Bawaslu dan
Polres Bangli, maka untuk
kelancaran pelaksanaan
Pilkada tentunya Pemkab
Bangli wajib menyiapkannya.
"Akan tetapi,.kita senantiasa
menyesuaikan dengan ke-
mampuan daerah. Prinsipnya
wajib disiapkan," terangnya.

Dalam penyiapan ang-
garan Pilkada, lanjut Giri
Putrya, pihaknya nantinya
membahas terlebih dahulu
di TAPD. Selanjutnya, akan
dikoordinasikan lebih lan-
jut dengan KPU, Bawaslu,
dan Polres. Anggaran Pilka-
da akan disiapkan dalam
APBD 2020. "Prinsipnya
dipenuhi. Kembali nantinya
disesuaikan atas pembahasan
bersama dengan pihak leg-
islatif. Kalau harapan kami
bisa dipenuhi untuk kelan-
caran pelaksanaan Pilkada di
Bangli," katanya.

Seperti yang diberitakan
sebelumnya, jelang Pilkada
2020, KPU, Bawaslu, dan
Polres Bangli telah mengu-
sulkan kebutuhan dana ke
Pemkab Bangli. Besaran ke-

butuhan dana yang diusulkan
KPUyakniRp 21,4 miliar, Ba-
waslu Rp 6,9 miliar, dan Polres
Bangli Rp 12,6 miliar lebih.

Komisioner KPU Bangli,
Ni Putu Anom Januwintari,
yang dihubungi Kamis (6/6)
lalu, mengungkapkan angga-
ran Rp 21,4 miliar yang diu-
sulkannya tersebut dirancang
untuk membiayai sejumlah
kegiatan. Mulai dari sosialisa-
si, pengadaan logistik, hingga
disiapkan untuk membiayai
pemungutan suara ulang.
"Yang banyak untuk sosial-
isasi Rp 1,7 miliar," ungkapn-
ya. Adapun yang menjadi per-
timbangan pihaknya mema-
sang anggaran sosialisasi
hingga Rp 1,7 miliar karena
pihaknya akan melakukan
sosialisasi hingga ke tingkat
paling bawah. Selain untuk
sosialisasi, kegiatan yang
membutuhkan biaya banyak
yakni pengadaan logistik.
Anom mengatakan, pada
Pilkada nanti semua logistik
seperti kotak suara, bilik
suara dan lainnya harus pen-
gadaan baru. Logistik kotak
dan bilik suara berbahan
kardus yang pengadaannya
dilakukan pusat dan telah
terpakai saat Pemilu lalu tak
bisa digunakan lagi dan akan
dilelang.

Anom mengatakan, ke-
butuhan dana yang telah
diajukannya tersebut, nanti-
nya dibahas lebih lanjut oleh
Pemkab bersama DPRD serta
KPU. Pihaknya sangat ber-
harap, pemerintah kabupaten
bisa merealisasikan kebutu-
han dana yang telah diajukan.
Sehingga semua kegiatan
yang telah dirancang bisa
berjalan lancar. (kmb40)
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Badung Anggarkanl
Rp 7 VE Grltuk PKB

Mangupura (Bali Post) -' Kabupaten Badung akantarnpil maksimal di ajang PKB kali ini. Anggaran
PKB tahun ini mencapai Rp 7 miliar. Kepala Dinas Kebudayaan (Disbud)
Kabupaten Badung, Ida Bagus Bhasma, menjelaskan, duta kesenian gong
kebyar, baik 

"1a1-arralt, 
dewasa, maupun wanita telah diberikan pengarahan

khusus. Pasalnya, gong kebyar ini tidak dilombakan lagi di daerah sebelum
tdmpil ke PKB. | , \

"Khusus untuk lomba kgta birokrat asal Desa Ta- kegiatan ini tidak sedikit,
gong kebyar, kami ambil dari man, Abiansema-l ini. yakni mencapai Rp 7 miliar.
juara-jupra tingkat kabupat- :Dia berharap, papa. seni- Ditambahkannya, rekon-
en sebelumnya. Karena tidak man Gumi Keris bisariampil struksi Sekaa Gambuh Tum-
ada lomba lagi (di tingkat ka- uiaksimal, sehin$gA rbisa bak Bayuh, Mengwi, kembali
bupaten - red) kita pakai itu. memberikan tontonan dan dipentaskanpadaPKBke-41.
Terutamauntukgongkebyar .hiburan bagi rakyat Bali. Pertunjukan serupa sempat
wanita dan anak-anaknya," Terlebih, dana pendukung ditampilkan pada PKB ke-36

di Kalangan Angsoka, Ta-
man Budaya Bali. Selain itu,
tradisi Mekotek dati Munggu
akan dibawakan dalam.ben-
tuk drama kolosal. Selain
tradisi Mekotek, pihaknya
juga akan melibatkan sekitar
4.862 seniman untuk meng-
hibur rakyat Bali. 'Kalau
dulu, Mekotek ditampilkan
dalam pawai, sekarang kami
bawakan dalam pragmen
tari kolosal Makotek yang
merupakan tradisi ciri khas
Kabupaten Badung dari Desa
Munggu,' ujar I.B. Bhasma.
(kmb27)
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Dana Pensiun Dewun r
Enam Kali Gaji Pokok

|{angupura (Bali post) -Wakil rakyar di DPRD
Kabupaten Badung ternyata
mendapatkan dana rcpresenta-
si alias pensiun. Hanya. sesuai
kebijakan yang menfacu pada
PP No. tsTahun Zdtl, dana
pensiun yang mereka dapatkan
hanya enam Lali eaii pokok.

_ Inf-ormasi yaig-dihimpun
dari Sekretaiiat-lpRl na-
dgng, Selasa (18/6) kemarin,
jabatan IGtua DPRD uang rep-
resentasinya dihitune sebesar
Rp 2.100.000. Dengan begitu,
gang purnabaktinya 6 x.Rp
2.100.000 yakni sebesar Rp
12.600.000. Wakil Ketua DPRD
mempenrleh uang representasi
Rp 1.860.000, sehirigga dana

purnabalti untuk dua iabatan
Wakil Ketua DPRD rirasing-
masing mendapatkan sebesar
Rp 11.160.000. Sedangkan
untuk anggota dewan besaran
uang_ representasi anggota
DPRD dihituns Rp 1.b7b.000.
rradr. para anggota DPRD
lladung yang jumlahnya 87
orang masing-masing akan
mendapatkan dana p-ensiun
sebesar Rp 9.450.000. 

-

-_ Sekrctaris DPRD Badungl
Nyoman Predangga mengung-
kapkan, secara keseluruhan
besaran dana representasi yang
dialokasikan 4O-anesota OFRD
Badung mencapai Rp a6a 1ta."Anggpta DPRD Badung peri-
de 2OL4-X)19 akan habis masa

jabatannya 4 Agustus 2019
akan mendapat dana pensiun.
Namun, mereka semua su-
ga! tidak akan menerima gaji
bulan Agustus karena sudah,
berakhir," katanya.
_ Menurutnya, bagi anggota
l)ewan periode 2OI9-2O24.
pemeri!_tah setempat juga
memberikan dua buah lencaia
emas seberat 5 gram dan 10
gram kepada anggote dewan
baru. Dua lencana emas 22
karat dengan masing-masing
sebesar 5 dan 10 sram ini
-t9-n 

gah disiapka n.'iA,rtinya,
bila masa jabatan Ueranii +
Agustus maka di butan itu iusa
dana purnabakti sudah caii."
paparnya. (kmb2?)

Edisi :

Hal :
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PugaanKorupsi DanaDesa
Dauh Puri Kelbd MeG;;;;(

":".iffH!!:lli:jl; o* Ll*#;ij**:'ls_-"" r,*o, Kaur perencanaar;pasar terus meneemban^gkan M;;;ri;:#.1:yil^H*T" p"o.kasus dugaan koruos; fir-J^ ::;L::i^"9,o oan_ll_PMD, Ins- B"njrhrr"*p-*' .,')n, iii J"!.?
uesa Dauh p.,,r x"inj *'u o"L1"i",,lii,T-"J-YR' F' ."-ff11+51:? jir'Jtl

gflnm* p*u"ffi-ft= 
tr*f ifl $ti$#,-1 p_il*j5+dfi*;,,15

qlh pgnCerucut. Hany
pih_ak keiaks;;; ffi'J ;ill lt;,Hlf*oami pe'iksa tadi;; ;;Hillfri;iT,.fflffT#
fl:ilf*i'i'J,l'ii..,"*- . ^o1'ur,.ru.,, o"", 0,," *o ;*f"tt#;t.'"TtX.'* ti:
, Dikonn"-asi serasan(18/6) 

i,ffi1'$Xfj?k tfif,"ffilllf, ."1*--*gsoa.rperuangrer;:T;l'*"-,iffi'1iX":"' ada -vang 
nJn-gembal-*kan r*-o:j.^+tT' ilil;"U;

m enjeraskan, J;;;o;,1,:":; B#ffH" *l-d: *Fi,: iff YJ"?:ff ff TTff itg: slffin'"T?i?r*i$ iffiE[{"l*:,.:. x:
l**118". "r" *. Y.q "? rc*"
F ssu .u" t it t- n"iyiffi i"r*
:u?1. T"tt! mengumpulkar;ffi:,ffii?,?"T"Ti.HilT
tahu. berapa o""ni-i.rto, t"o
sang-ka) l{,ami tetap berupayu
sematsrmal mungkin mengumpulkan bukti sebanyak
lalyf^k-nya yang jelas dar
fip 1.085.000.000., ula _""tul
Kades mengembalikan Rp g,t
;uta.,ada. Bendahara Rp fJi
11j.di" Kaur perencanain 

R1
ruZ ;uta," jeJasnya. (kmb37)
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Pengadaan SAR DianggarkanRp 50 Jutal
Tabanan (Bali Post) -

Sebagai langkah menga-
tasi rabies. selain menye-
diakan Vaksin Anti-Rabies
(VAR), Dinas Kesehatan
(Diskes) Tabanan juga me-
nyediakan Serum Anti-Ra-
bies (SAR). Pada tahun 2018,
ketersediaan SAR sempat
kosong karena stok di dis-
tributor kosong. Tahun ini
Diskes kembali melakukan
pengadaan SAR sebanvak
1uj1! yial dengan anggaran
Itp ou luta.

Kepala Bidang Penanga-
nan Penyakit Menular (P2M)
Dinas Kesehatan Tabanan
dr. Ketut Nariana, Selasa
(2516) kemarin mengatakan,
pengadaan SAR tahun jni
sedang memasuki proses
lelang. Penyediaan SAR
maupun VAR merupakan
salah satu langkah dalam
mengatasi ra\ies di Bali,
dimana sratusnya hingga
saat ini mdsih KLB.

Nariana menjelaskan,
SAR biasanya diberikan pada
\asus gigitan risiko tinggi
dan anjing yang menggigit
positif rabies. Adapun risiko
tinggi adalah gigitan dekat
dengan kepala, besar, dalam
dan banyak. SAR memiliki
fungsi menetralkan virus
pada luka sekaligus mem-
berikan perlindungan selama
tujuh hingga 10 hari sebelum
antibodi yang terbentuk dari
vaksin muncul. "Jadi, un-
tuk gigitan risiko tinggi ini,
selain diberikan SAR juga
disertai dengan pemberiin
VAR," ujar Nariana.

Sementara untuk VAR
diberikan setelah tergigit he-
wan yang diduga membawa
virus rabies. VAR berfungsi
merangsang antibodi pen-
etral virus rabies. Untuk
mendapatkan antibodi yang
maksimal, pemberian VAR
diberikan sebanyak tiga kali,
yaitu pada hari pertama

atau saat tergigit sebanyak
dua vial. Kemudian hari
ke-7 sebanyak satu vial dan
terakhir pada hari ke-21
sebanyak satu vial.
__ Pengadaan SAR, lanjut
Nariana, lebih sulit diband-
ingkan VAR. Sebab produk
SAR terbatas dan hanva
diproduksi di Prancis. Hir-
ganya pun mahal dan masa
kedaluwarsanya lebih sing-
kat dari VAR. Dalam pen-
gadaan SAR, Diskes tidak
langsung membeli dari Pran-
cis tetapi setiap wilayah di
Indonesia ada .perwakilan
distributornva.

Mengenai kasus gigitan
rabies pada manusia,-ber-
dasarkan data hingga April
2019 terjadi 1.096 kasus
gigitan, atau rata-rata sem-
bilan gigitan per hari. Dari
jumlah ini, hanya 61G yang
mendapatkan VAR. Tidak
semuanya korban gigitan
anjing diberikan VAR,-kata

Nariana, karena melihat
riwayat gigitan. .Biasanya
untuk korban eieitan ti-
dak diberikan VAR karena
anjing yang menggigit su-
dah mendapatkan vaksin
atau sesuai obsewasi, anjing
yang 'lenggigit masih hidup
setelah menggigit. Sebab,
jika rabies biasanva setelah
menggigit anjing akan mati
kurang lebih tujuh hari ke-
mudian.

Meski ketersediaan SAR
dan VAR penting, hal yang
paling utama dalam menan-
gani kasus rabies adalah
pglsendalian pada anjing.
Maksudnya, masyarakat tidak
meliar.kan anjingnya serta
rutin memvaksin anjingnya.
"selama ini kasus raLies ter-
jadi pada anjingyang liar atau
ctiliarkan dan tidak divaksin.
Sehingga untuk menuju Bali
bebas rabies, kontribusi ma-
syarakat juga sangat penting,"
ujar Nariana, (kmb24)

Edisi :

Hal :

2obu , Jb iunt ]c6
4'r



Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwal<ilan Provinsi Baf i

)'.:t#rri,i.- -r-. - ,:1. id, .gi:+; Baln trast

Kasus Penyalahgunaan Dana UEPVr

Ketua LPD Sel ,iltDitahan
Bangli (Bali Post) - '

_ Ketua f,_egbaga Pe_rkreditan Desa (LPD) Selat berinisial NN yang sejak seta-
hun_terathj,r_4r",oJfdi tersangka kasus penyalahgunhan dana-usa-ha ekonomi
produktif (_uEP) baFal segera disidalg. Hal ili menyusul telah dilimpahkannya
tqry34g_kq beserta barang bukti oleh penyidik kepada jaksa penuitut umum
(JPU), Selasa (2516) kemarin.

Berdasarkan pantauan di
Kantor Kejari Bangli, dalam
pslimpahan tahap II kemarin,
tersangka yang merupakan
istri dari Perbekel Selat lang-
sung ditahan pihak Kejari Ban-
gli setelah menjalani pemerik-
saan beberapa jam. Tersangka
yang menggunakan rompi
oranye diboyong ke Rutan Ban-
gli menggunakan mobil tah-
anan kejeksaan. Tampak hadir
suami tersangka menunggui
proses pelimpahan di kantor
Kejari sejak pagi hari.

Kasi Pidsus Kejari Ban-
gli Ngurah Gede Bagus.Jati
kusuma mengatakan, sebe-
lum ditahan, pihaknya telah
melakukan pemeriksaan ter-
hadap kondisi kesehatan ter-
sangka. Sesuai hasil pemerik-
saan dokter, kondisi kesehatan
tersangka dinyatakan sehat.
Namun perlu pengawasan
khusus, lantaran tersangka
memiliki riwayat penyakit
tertentu. Karena riwayat pe-.
nyakitnya itu te6angka, kata
Ngurah Bagus,' sempat men-

gajukan penangguhan penah-
anan kepada Kejari. Tadi yang
bersangkutan menyerahkan
rekam medisnya. Ada sakit di
dadanya. Tapi saya ktrrang pa-
ham sakitnya apa, dan sudah
saya tunjukkan ke dokter yang
memeriksa. Dokter sudah beri-
kan saran perlu penanganan
khusus,' terangrrya.

Lanjut dikatakannya, kini
dengan lBlsh dili mpahkannya
tersangka dan barang bukti
ke JPU, maka dalam waktu

..dekat tersangka baLal segera
disidangkan di Pengadilan
Tipikor. Kemungkinan ter-
sangka akan mulai menjalani
sidang pada minggu depan.

Sementara itu, disinggung
mengenai tersangka lainnya
berinisial MR, Bendesa Adat
Selat yang dalam LPD Selat
bertindak selaku Ketua Penga-
was LPD, Ngurah Bagus men-
gatakan pelimpahannya ekan
dilakukan menyusul secepat-
nya. "Kami limpahkan satu
dulu, untuk mencarifakta yang
sebenarnya di persidangan,"

ujarnya. Jaksa asal Buleleng
ini menegaskan bahwa MR
hingga saat ini masih bersta-
tus sebagai tersangka. Dalam
penanganan kasus penyalah-
gunaan dana UEP di LPD Selat
ini pihaknya selama ini bekerja
secara hati-hati. Tidak pernah
ada kesengajaan pihaknya
mengulur-ulw waktu.

Dijelaskannya, kasus peny-
alahgunaan dana UEP LPD
Selat ini terjadi pada tahun
2013 lalu. Namun Kejari Ban-
gli baru mulai melakukan
pgnyelidikan tahun 2017 dan
selanjutnya ditingkatkan ke
tahap penyidikan tahun 2018.
Selama proses penyidikan
Kejari telah melakukan pemer-
iksaan terhadap lebih dari dua
puluh orang saksi sebelum
kemudian menetapkan Ketua
LPD dan Bendesa Selat seb-
agai tensangka.

Keduanya ditetapkan ter-
sangka karena diduga telah
menyalahgunakan dana UEP
dari pwat yang nilainja men-
capai Rp 300 juta dipotong

administrasi Rp 600 ribu.
Dana UEP yang sesuai pro-
posal seharusnya diterirna 20
orang, justru disalahgunakan
untuk membayar penarikan
uang nasabah baik tabungan
maupun deposito. "Jadi di
danalah terjadi penyalahgu-
naan keuangan negara, yang
seharusnya diterima 20 orang
itu, tapi malah diberikan ke
nasabah-nasabah LPD Selat,"
terangnya.

f.,lgurah Bagus men-
gatakan, dengan adanya ku-
curan dana UEP, LPD Selat
menjadi diuntungkan. Sebab,
saat itu kondisi keuangan LPD
Sela! sedang karut-marut,
pascaditinggal Ketua LPD
sebelumnya yang menjadi
terpidana. "Dana di LPD Se-
lat peninggalan Ketua LPD
sebelumnya tidak ada kas
sama sekali. Untuk menyia-
sati agar masyarakat pemilik
dana baik nasabah tabungan
atau deposito tidak ribut,
tersangka ini mengajukan per-
mohonan dana UEP. Setelah
itu, uangnya digunakan un-
tuk diberikan ke nasabah,"
katanya. Berdasarkan hasil
audit BPKP, kerugian yang
ditimbulkan akibat kasus ini
mencapai di atas Rp 150 juta.
(kmb40)
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Imbas Badung Tak CapaiTwget PHR
Bangli (Bali Post) -

fidak terpenuhinya target
pendapatan Pajak Hotel dan
Restoran (PHR) Kabupaten
Badung berimbas pada tak
tercapainya target pendapa-
tan Pemkab Bangli tahun
2018. Hal itu terungkap dalam
rapat paripurna dengan agenda
jawaban eksekutif atas peman-
dangan umum fraksi-fraksi
DPRD Bangli terhadap per-
tanggungiawaban pelaksanaan
APBD 2018 yang digelar DPRD
Bangli. Selasa (2516) kemarin.

Dalam rapet yang dipimpin
Ketua DFRD Bangli Ngakan
Kutha Parwata, Bupati Bangli
I Made Gianyar melalui Kepala
Badan Keuangart, Pendapatan
dan Aset Daerah GKPAD)
Gede Sur,'awan menjelaskan,
penyebab tidak terpenuhinya
target pendapatan tahun 2018.
Dikatakan Suryawan, untuk
pendapatan asli daerah (PAD)
telah mampu melampaui target
dengan realisasi sebesar 10 1,51
persen. Daqi target sebesar Rp
120.86Q.q00,.0Q0 terealisasi
sebesar Rp 122.686.25 4.19 4,50.

Sementara pada sisi
pendapatan transfer pusat,
kata Suryawan, hanya ter-
penuhi 94,41 persen. Itu dise-
babkan dana transfer DAK
hanya terealisasi sebesar
89,76 persen dari anggaran Rp
123.630.664.000 direalisasikan
Rp 110.965.262.834. DAK ta-
hun 2018 di^salurkah berdasar-
kan nilai kontrak yang ada.
"Sedangkan untuk bagi hasil
pajak/brrkal pajak realisasinya
berdasarkan besaran pendapa-
tan yang diterima negara pada

tahun 2018," terangnya
Lanjut dikaiaiannya,

pendapatan yang bersumber
dari transfer bantuan keuangan
bersifat khusus (BKK) pemer-
intah Kabupaten Badung, real-
isasinya di bawah target. Ia me-
nyebut dari Rp 80.000.000.000
yang ditargetkan, yang tereal-
isasi hanya Rp 47.500.000.000.
"Ini disebabkan pendapathn
PHR Kabupaten Badung tidnk
memenuhi target," katanya.

Selain menjawab soal tar-
get pendapatan yang tak ter-
penuhi di tahun 2018, Sury-
awan dalam rapat kemarin
juga menyaTpaikan jawaban
atas sorDtan dewan tentang pa-
jak. Dikatakannya, mengenai
permasalahan pajak, PemLab
Bangli melalui BKPAD akan
melakukan sejumlah langkah
persuasif. Terhadap wajib pa-

jak yang kurang menyetor-
kan pajak dari ketentuan yang
berlalu, telah diterbitkan su-
rat ketetapan pajak daerah
kurang bayar (SKPD-KB). Un-
tuk melakulan pemeriksaan
pajak, akan dilakukan kerja
sama dengan pihak ketiga.
Pendataan terhadap pemiJik
usaha yang belum terdata
juga akan dilakukan sehingga
dapat meningkatkan potensi
pendapatan asli daerah. Ke
depan Pemkab akan mengang-
garkan pembelian meteran un-
tuk memaksimalkan pendapa-
tan dari pajak air tanah.

Dalam rapat kemarin, dis-
ampaikan juga terkait langkah-
langkah yang telah dilakukan
Pemkab Bangli untuk menin-
daklanjuti temuan-temuan
yang telah fituangkan dalam
LHP BPK RI. (knb40)

PEMANDANGAN UMUM - Gede Suryawan ""TrH#!Qacghqn jawaban ekeekutif atas pemandangan urrT,unt
fraksLfrahsi DPRD Bongli terhad.ap penanggungi awaban
pelahsanaan 

'4PBD 20 I 8 yaltg digelar DPRD BanSli, Selaeo
(2il6) hemarin.
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Jokowi Tituau Pasar

Gianyar (Bali Post) -

Presiden RI Jokowi Wido-
do meninjau revitalisasi
Pasar Seni Sukawati, Jumat
(1416\ kemarin. Presiden
ke-7 RI itu beserta rom-
bongan tiba di lokasi pukul
08.30 Wita. Di tengah hu-
jan gerimis, Presiden yang
mengenakan kemeja putih
disambut Bupati Gianyar I
Made Mahayastra.

Selanjutnya didampingi
Gubernur Bali Wayan
Koster, Presiden asal Solo
itu melakukan pengecekan
ke areal Pasar Seni Sukawati
yang saat ini sudah rata
dengan tanah. "Ini yang
penting, pedagang Pasar Seni
Sukawati sudah direlokasi
d*n saya kira bulan-bulan
inilah tander sudah ram-
pung, tinggal dikerjakan,"
ucap Presiden Jokowi.

Dikatakannya, pemban-
gunan Pasar Seni Sukawati
menggunakan dana dari
APBN sebesar Rp 89 miliar
ditambah dari APBD Rp 3,9
miliar. Jokowi pun berharap
dengan anggaran tersebut ke
depan Pasar Seni Sukawati
dapat lebih bersih dan ter.
tata. "Kita harapkan ini
menjadi pasar yang bersih
tertata. sehingga pengunjung
bisa nyaman ke Pasar Seni

Sukawati, apalagi ini pasar
rakyat yang sudah berumur
puluhan tahun," katanya.

Presiden Jokowi men-
gatakan ke depan Pasar
Seni Sukawati, pasar yang
tertata dan modern. Apalagi
pasar ini sudah rampung,
akan ada bosement. sehingga
memudahkan pengunjung
untuk parkir.

Bila pasar ini sudah ram-
pung, Presiden Jokowi men-
gajak seluruh wisatawan yang
berLibur ke Bali untuk membeli
produk kesenian di Pasar Seni
Sukawati. "Kalau ke Bali be-
lum ke Pasar Sukawati itu
belum ke Bali, nanti semua
harus belanja ke sini," katanya.

Ditambahkan, selama
lima tahun memimpin, ia
sudah membangun 5.000
lebih pasar besar dan 8.900
lebih pasar desa. Lima tahun
ke depan, Presiden Jokowi
memastikan akan tetap fokus
membangun pasar pada se-
jumlah daerah yang belum
tersentuh di Indonesia. "Ke
depan sama, karena saya
kira pasar sebagai sebuah
tempat bertemunya penjual
dan pembeli, produk-produk
petani. nelayan. perajin.
Pasar seluruh Indonesia
memang harus hidup," tan-
dasnya. (kmb35)
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Kg.t Eltekusi Dua TerPidana

Korupsi Dana Kematran/

Nesa/a (Bali Post) -
Kejaksaan Negeri (Ke-

jari) Jembrana mengek-
sekusi dua terpidana kasus
korupsi santunan kematian,
Jumit (1416) kemarin. Dua
terpidana I Gede Astawa
dan I Dewa Ketut Artawan
yang ditahan di Rutan Kelas
IIB Negara sejak pelimPa-
han tahaP dua itu, kemarin
didatangi tim Kejari Jem-
brana untuk eksekusi ba-
dan sekaligus kesangguPan
pengembalian uang Peng-
ganti serta denda.- Kasipidsus Kejari Jem-
brana Ivan Praditya Putra
ditemui di Kejari Jembrana
kemarin mengatakan, ek-
sekusi dua terpidana kasus
korupsi Santunan Dana
Kematian itu setelah Kejari
menerima putusan pengadi-
Ian tindak pidana koruPsi
Denoasar. Jaksa melakukan
eks&usi lantaran dua ter-
pidana ini tidak melakukan-upaya hukum Iain. Begitu
juga jaksa juga menYata-
kan menerima Putusan'
Sehingga putu'san Yang
memvonis keduanYa emPat
tahun pidana penjara itu
sudah berkekuatan hukum
tetap.

'Dibeberkan lvan, kedua
terpidana yang saat itu
menjabat sebagai KePala
.DusunlKlian Banjar di Desa
Tukadaya dinYatakan me'
lanssar Pasal 2 jo Pasal 18
UU Nomor 31 Tahun 1999
tentang pemberantasan tin'
dak pidJna koruPsi. Mereka

masing-masing diganjar
hukuman penjara emPat
tahun pidana penjara dan
denda masing-masing RP
200 juta.

Yang berbeda nlenurut'
nva adalah vonig' terkait
.ling pengganti. Untuk ter-
dakwa I Gede Astawa, diPi-
dana membayar uang peng-
ganti sebesar Rp 32.700.000.
Bila tidak dibayar akan
diganti dengan Penjara tiga
bulan,'tandas Ivan.

Sementara untuk terdak-
wa I Dewa Ketut Artawan,
mantan Klian Banjar Sari-
kuning T\rlungagung Tukada-
ya, dipitlana membaYar uang
pengganti RP 70.400.000.
Bila tidak membayar uang
pengganti, terpidana harus
menjalani pidana Penjara
sdlama enam bu]an.

. Saat eksekusi kemarin,
jriga disampaikan kePada
dua terpidana bahwa untuk
denda dan uang pengganti
diberikan waktu samPai
satu bulan setelah Putusan
inkrah. Namun dari Pem-
beritahuan saat eksekusr
kemarin, kedua terPidana
kepada jaksa.mengaku. be'
lum memastikan apakah
akan membaYar atau memr-
Iih hukuman penjara ses-
uai putusan. 'Kami nasih
menunggu kePastian Pem-
bayaran kedua terPidana
ini. Kalau memang uang
pengganti dibaYar akan
diserahkan ke kas negara,"
terangnya.

Dengan putusan inhracht

dua terpidana ini, maka ka-
sus korupsi santunan kema-
tian ini telah menjerat ttga
orang. Sebelumnya, satu
terpidana lainnYa Yaknt
oknum PNS di Dinas Sosial
Indah SurYaningsih j-uga

telah divonis empat tahun
pidana penjara. Selain Pi-
dana penjara, -terprdana
iuga harus membayar uang
"pe"ngganti sebesar RP, 171
iuta. Ketiganya terPrdana
ini saling berkaitan untuk
mencairkan santunan'ke-
matian dengan objek fiktif'

Modusnya dengan mem-
buat pengajuan seolah-olah
ada warga Yang menin-ggal
dunia. Setelah nanti dana
santunan tersebut cair'
maka hasilnYa akan dibagi
sesuai peran maslng-mas'
ine. Unluk PembagiannYa,
apabila Indah Yang mem-

'buat dokumen fiktif, maka
meDdapatkan bagian R.P 1
iuta dan kadus menerrma
masing-masing BP 500 ribu'
Namun bila dua kadus terse-
but yang membuat dokumen
fiktif. maka Pembagrannya'

Indah Rp 800 ribu dan ka-
dus Rp 700 ribu.

Program santunan.Ke-
matian Yang merupaxan
Drosram Pemkab Jembrana
meiganggarkan RP 1,5 juta
untuk setiaP wa_rga menlng'
gal. Dengan adanya kerla
iama ini, maka dana san-
tunan ini bisa lolos hingga
ratusan berkas. Belakangan
selain tiga terPidana ini,
masih ada beberaPa ter-
sanska lain Yang didalami
oleh penvidik Unit TiPikor
Polrei Jembrana. (kmb26)
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WADUK Muara Nusa Dua mer.upakan waduk

muara yang pertama kali dibangun. di lndonesia
yakni pada 1996 silam. Tujuan awalnya menyediakan
air baku. Tetapi kini fungsinya berkembang dengan
adanya proyek rehabilitasi, peningkatan, dan pena-
taan kawasan wisata di waduk.tersebut. Ke depan,
di Waduk Muara Nusa Dua akan ditata sebagai ka-
wasan wisata.

Presiden RI Joko Widodo
saat kunjungan kerjanya di
Waduk Muara Nusa Dua di
Jalan By-pass Ngurah Rai,
Jumat (1416) kemarin men-
gungkapkan, waduk muara
tersebut luasnya 35 hektar.
Waduk ini menjadi sumber air
baku untuk Denpasar, Benoa,
Nusa Dua danbandara.

Jokowi menyatakan, proyek
rehabilitasi, peni n gkatan, dan
penataan kawasan vrisata
WadukMuara kini sudah ber'
jalan 80 persen. Proyek ini
ditargetkan ranpung Desem-
ber mendatang. Sejauh ini
dari sisi pengerjaan dinilainya
sudah rapi.

"Nanti di kanan-kiri akan
ada kayak reSto, kafe, gitu.
Ya dong, kalau bisa fungsin'a
tidakhany.a airbaku. Bisa un-
tuk wisata, bisa untuk resto Ya
bagus," imbuhnya didampingi
Gubernur Bali Wayan Koster.
Dalam kunjungal kerja terse
but, Ibu Negara Iriana Joko
Widodo juga turut haclir.

Sementara itu, Meuteii
PUPR Basuki Hadimuljono
mengatakan, sejak dibangun
1996 hingga tahun lalu, Waduk
Muara Nusa Dua belum pernah
dirchabilitasi Waduk ini memi-
liki kapasitas 700 ribu meter
kubik, namun terus bet"*"C

sehingga hanya mampu mensu-
plai 300liter per detik. 'Dengan
sekarang dikeruk, diperbaiki,
ini akan meningkatkan men-
jadi 500 liter per detik untuk
Denpasar, Benoa, Nusa Dua
dan sekitar bandara," ujarnya.

Menurut Basuki, anggaran
yang digelontorkan untuk re-
habilitasi mencapai Rp 205
miliar. Pascarehabilitasi baru
d ilakukan penataan untuk bisa
menjadi kawasan wisata. Ide
ini muncul saat dlinya datang
ke waduk muaia tersebut dua
tahun lalu, ada banyak ma-
syarakat yang memancing di
sini. Namun kondisi waduk
penuh dengan eceng gondok
dan kumuh oleh sampah. Saat
ini air waduk sudah dikelola
PDAM. Jika nanti sudahonen-
jadi kawasan wisata, bisa dike-
lola oleh Pempnrv BaIi.

Basuki yang juga Ketua
Umum PB PODSI itu bahkan
berencana menggelar lomba
dayung di Waduk Muara Nr.rsa
Dua. Kendati demilrian dl2 6sn-
egaskan, fungsi utama waduli
tetap untuk mensuplai kebutu'
han air baku. "Kebutuhan air
baku di BaIi terus meningkat.
Saat ini sudah ada empat bend-
unga+ dan akan dibangun dua
bendungan lagi untuk air bakti"
jelasnya.,(kmb32)
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OJI( Cabut I
UsahaPT BPR
Legian Denpas Lrt

Kepala OJK Renonal VIII
Bali Nusa Tenggaia Elyanus
Pongsoda mengatakan, pen-
cabutan izin usaha PT BPR
l,egian dilakukan setelah pe-
megang saham dan pengurus
BPR lidak dapat melakukan
penyehatan terhadap BPR
dalam jangka waktu penga-
wasan khusus. Jangka waktu
pengawasan khusus tersebut
sesuai dengan ketentuan Yaitu
maksimal dua bulan dari 28
Maret sampai 28 Mei 2019.

Penetapan status Bank
Dalam Pengawasan Khu-

menialankan iungsi Penjam-
inan dan melakukan Proses
iikuidasi sesuai Undang-

"na"tts 
No. 24 Tahun 2004

ienta""g Lembaga Penjamin
SimPanan sebagatmana
ainUutt dengan Undang-
unauttg No. TTahun-2009'

Otoritas Jasa Keuan-
ean -engimbau kePada na-

Iabah PT BPR Legian agar
t"i"p t""""g karena dana
.^.iuttt^idi Perbankan
t"r"i*;r BPR dijamin LPS

."r""i ketentuan Ya+g.beT:
ii[". ;s"purti nasabah di
perbankan baik bank-umum
;;;;;; BPR..nasabah di
ilPn' l"eiu" dijamin LPS'
6i;h k;;""a itu, nasabah
nasabah bank'bank Yang
L-"t*ut"lutt dananYa akan
diiamin oleh LPS sePan-
jang memenuhi^ketentuan
b"n"ju*ittun LPS.'' beber
EIvaq.,s Pongee{ta'

sus (BDPK) disebabkan
permasalahan pengelolaan
manajemen yang tidak men-
gacu pada prinsip kehati-
hatian dan tata kelola yang
baik. Selain itu adanya in-
tervensi negatif Pemegang
Saham Pengendali (PSP)
dalam kegiatan operasional
bank yang mengakibatkan
kinerja keuangan BPR tidak
dapat memenuhi standar
yang ditetapkan sesuai ke-
tentuan yang berlaku Yaitu
rasio Kewajiban PenYediaan
Modal Minimum (KPMM)

lavak dibaYar. Rekonsiliasi
d-an verifikdsi dimaksud akan
Jiselesaikan LPS Paling lama
gO ttuti kerja sejak- tanggal
pencabutan-izin usaha' Pem-

;;;;;"" dana nasabah akan
aifut "fu" secara bertahap
selama kurun waktu itu'---iu ."tte"takan, dalam

""ttnt" 
li[uidasi PT BPR

L;;;;, LPs mengambil
alil dan menjalankan se-

eala hak dan wewenang
i"*"gu"g saham' termasuk
il;k E;;;"wenans RuPs
fi"t. t,PS sebagai RUPS
PT BPR Legian akan men-

nu-tit tindaka n-tindakan
iuil". *".uuba rkan badan
ir;kil bank, membentuk
ri. ilt"iausi, menetaPkan
.i"t". U""t sebagai Bank
Dalam Likuidasi dan me-

"""uf.tiruun 
seluruh Direksi

dan Dewan Komisans'**i*t"" 
Eegrinta nasabah

paling sedikit sebesar dela-
pan persen.

Namun upaya penye-
hatan yang dilakukan BPR
sampai dengan batas waktu
yang ditentukan tersebut
tidak dapat memperbaiki
kondisi BPR untuk keluar
dari status BDPK, yang
harus memiliki rasio KPMM
paling sedikit sebesar dela-
pan persen.

Dengan pencabutan izin
usaha PT BPR Legian, se-
lanjutnya Lembaga Penja-
min Simpanan (LPS) akan

Ketentuan Penjaminan
LPS menetaPkan dana na-

;;b"[ yang dijam.in. Yaitu
suku bunga sesuai dengan

i : l;.i; lfr?.""ili3TJ 1;:
iii*'"iu""", nomin-al tidak
i"lii, a""i RP 2 miliar' dan
;;;t syarai.ketig-a adalah
bukan Penyebab tsPR ber-
il-"*iitt. i'Judi nasabah
iIJu[-p"tt" khaw.atir bila
a""""v" di Perbankan kare-
na diiamin LPS sePanlang

'r1-!""ni kriteria LPS'"
imbuhnYa.

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha Bpf( Rf Perwakilan provinsi Bafi

penyimPan ""t' k- 
_Tf 1)19*

*tainitana
il"n"it"."n PembaYaran
dI"fi a^"" t 

"sabah 
Yar-rg 4€Eya+c4eI

ilfittillf dtoi Pr gPn

ftniu", -"ai" cetaVkoran dan

ir"GilLTPs. "Bagi nasabah
r"-i"i.- dana, tetaP.bisa
;-"hdk"" P.mbaYara n cicilan

ml+m?'u;lj$Afi
a;;;" menghubunsi Pgtusas
;;;? ;;" iim Likuidasi"'bank atau 'I'rmbank atau rrlu !raqrua"^'
iiiG"y" ry'lv1*"*gl*1"

(kmb42)

il"i"i."t'alr- PT BPR Le-

l?"- t"i"p tenang dan tidak
;eil;cin; atau terProvokasi

""fJ ."t*"f." hal'hal Yang

danat menghambat. Proses

ffiTlflffiiH,'"fil?ffi

Edisi

Hal

: satirr , la Duil 20te
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Tabanan (Bali Post) -
Hingga akhir triwulan II tahun 2019, sejumlah proyek ffsik di Kabupaten Ta-

banan belum juga dilaksanakan. Padahal, beberapa di antaranya merupakan
proyek skala besar yang harus segera diselesaikan, seperti GOR Debes yangakan
digunakan sebagai arena Porprov Bali pada September mendatang.

, Kepala Bidang Bangunan proses tender, selain GOR eksekutif. Dia berharap agar
9"_d""e !,inqs PUPRPKP Debes ada pula perluasan ge- semua program fisik- yang
Tabanan Kadek Faridatini dung kejaksaan yang segera telah direncanakan dapat
Suweca. seizin Kepala Dinas selesai tender, pembangunan berjalan sesuai jadwal ilan
PUPRPKP, Jumat (28/6) ke- gedung PMI dan Unit Trans- tidak ada yang molor. "Saya
marin. mengakui sejumlah fusi Darah, begitu juga rehab heran sampai kini belum ada
proyek belum bisa direafisa- gedung Polres Tabanan, fin- proyek yangjalan," katanya.
sikan. Menurutnya. ada sel ishing lanjutan RSUD Nyit- Pihaknya berharap OPD
jumlah kendala yang dihada- dah, dan rehab gedung Dinas terkait dapat memprosesnya
pi khususnya dari sisi tender. PUPRPKP. "Selain itu, juga sesegera mungkin, khusus-
Hal itupun dianggap wajar, lanjutanpenataantapalbatas nya di proses tender. Dengan
karena proyek fisik memang serta penataan kawasan TTF demikian, program fisik dapat
,harus diawali dengan masa Sanda, Pupuan," jelasnya. berjalan sesuai perencanaan.
membuat perencanaan dan Di sisi lain, perihal proyek- Kalau terkait aturan, henda-
lainnya. Selain itu, ada ken- proyek yang belum direalisa- knya dapat segera dicarikan
dala beberapa regulasi yang sikan itu terus mendapat solusi, seperti koordinasi
harus segera diberlakukan. sorotan kalangan legislatif. denganppsatsecepatnyadan
"Tetapi sekarang rata-rata Seperti yang disampaikan dibuatkan aturan teknis di
sudah masuk proses tender. Ketua Komisi II DPRD Ta- daerah sehingga tender ti-
Astungkara awal triwulan banan A.A. Dharma Putra, daktertundadanproyekjadi
III sudah mulai pelaksanaan yang melihat banyak pro- moloq "Setiap persoalan yang
fisiknya," terangnya. gram fisik yang telah diren- ada. segera dicarikan solusi,"

Kata Faridatini, proyek di canakan belum dapat ber- sarannya.
Bidang Bangunan Gedung jalan. Bahkan banyak pula Terkait hal itu, pihaknya
setidaknya 80 persen sudah program yang baru proses akan melakukan koordinasi
masuk di Badan Pelayanan tender, bahkan ada yang denganpihakterkait, seperti
Pengadaan Barang dan Jasa sama sekali belum ditender- PUPRPKP agar persoalan
(BPBJ) untuk ditenderkan. kan. Ia khawatir akan ada proyek fisi.k dapat segera
Daritotal 42paketpekerjaan, banyak proyek akan molor dituntaskan.
yang sudah masuk proses dan tidak selesai sampai Sebelumnya,KetuaDPRD
tender sebanyak 32 paket. akhir tahun anggaran. Tabanan I Ketut Suryadi
"Target saya akhir bulan Juni Dharma Putra yang akrab juga sempat mempertan-
sudah 100 persen masuk ke dipanggil Gung Baron ini yakan molornya proyek fisik.
proses tender,r' ucapnya. mengaku sudah berulang Dia berharap instansi terkait

Sejumlah proyek besar kali mengingatkan hal itu segera merealisasikan pem-
yang sudah mulai masuk dalam rapat kerja dengan bangunan. (kmb28)
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I DPRD Gianyar
Penyamp aianDua Ranperda

*"?YI"tJll *:lf ;t"S*: R?i T:;ty,pe1{nafn rans penurunan di beberapa sektorMahavastra ."ouu -o"ikui sal;J;dff T"l'T#ff;t"#fi i:lffi;l"Tjj:f nHtrh?;Rancangan Peratt*an b*"urt Hlb;h"dffi;;k 
"setesarRp pen.r"unan penerimaan d.ana(Ranperd{I{abupatenGianyar ss -iti*-l"bih, t91e{isasi Rp transfer baik dari pemerintah

l"^TXlfl l"ttanggungjawa- b6miriar.lebih(l0b,l9persenj. p*ut -u.rpun pemerintah
Dan,relaBsanaan Anggaran Pendqplrtan_ini-berasal dari provinsi," imb"tt Mahayastra.
Pe.n$PatandanBelanjaDae- DanaBOSAPBNdanProgram - 

Dikatakan pula, realisasi
rahKabupatenGianyarTahun Hibah Air Minum Perkotaan Belanja Daerah juga lebih
Anggaran 2018 pada Rapat yang bersumber dari APBN rendah Rp 114 miliar lebih
Paripurna Dewan Perwakilan Tahun 2018. dari yang dianggarkan. Ini
Rakyat Daerah Kabupaten Lebihlarrjutdikatakan, Be- terjadikarenaadanyaefesiensi
Giani'artliRuangsidangDPRD lanjaDaenrhTahun20lsdircn' pengeluaran belanja. Di anta-

11]_dt"t; Gi"any"r,"Senin canakanRpt,g00triliunlebih, ranya dari Belanja Operasi'

iiOfOlfii.ri". Siaune y2n; i"t."fl.u.i t"b"t"t Rp 1,715 Modal' serta Transfer' Nilai

dibukawakilf.tr"Opn$ft""- itiU*^i.Uttt1iig,99-pd""j' oi surplus/defisit ditambahkan

buoatenGianyurlfrluA.togig t"*t 1atn"t"ioitit"iU"f""i-u 
pembiavaan neto menghasil-

ffiTiffidi"i'ii,1"q*9'i#;i ;;;;4"'ffififfi l?t3;a't":**'fitl*t

iu,ffig,$l;1ii'gq'*'31ffimm**fg' [fri'*'r*ffi' ff[+i
r H;IH"gs1frTy-tx'i,-^ ht't ;Hsff*[#tt'f; U$ffiit**t+,tlt""il',l' -., 

or t ane gun gl al a - 
;:'#; 

""ii"* 
Y*"t" H."f,, hllrll. : i 

",,' 
L1il'nva- tidak

b#'v;:^'Blntt"Y,1l'^jfr;;n .anat u" FB r*'-:.f:'-i"rin ."rr"Siitl"J"x*g::;U'X

ffi,ffi$*ffit,ffi-*ff*dkl*H
#'*1: **lHfitHff"Til: ffi;d0,8? i^?H *i* i:;fi q"iq I :"^'3*sf; $t'd" i ;;; "r-arxla_',,--,--ir^-^.o rl"*ti" atisqs]nn Tli'ooi,, 

u,* -- Pgh$tlllill'i#Lrt"i"e"
ll$f,#uii, ic;'ff"1?H ffiF{iq:ffi;i: n-^.oh rahu" iorer;;:*X*"mff:X:
oDerasronau *v-l:- 

"f,,iii'i Pembiavlan y1::Ti"t-e;;i menvamf 1l:i:-i;;^fuodul'-- Do.rhArrut "^:;;; Anggaran zut^?^lliil'ii"""- tenta*g r-"1i'ETi""r. nu"-

i-S-*l*al*l"i't'.:*:pliEii'uu",Pi"ifi il"ffi il',;;e,3*'!:#1*::

ffi*ffimffi g;+-$g':ffi ruatlniff*"lilffif;x

ffiffiffiffiIEAE t"!4e9flele-
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terhadaii APBii 2fii8
91 Hotel BAlum D,ipungut Pajak

Singaraja (Bali Post)
Pungutan pajak dan retribusi daerah menjadi catatan dalam Laporan Hasil

Pemeriksaan (LHP) Qadan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pelaksanaan
APBD Buleleng tahun 2018. Sesuai LHP, pemerintah daerah perlu menggenjot
sumber pemasukan daerah dari sektor pajak dan reJribusi.

Setelah dikaji, pemerintah
rnengalanii'htimbatan ketika
lqemungut lajak terutama
Pajak Hotel dan Restoran
€HR). HaI ini didukung den-
gan ditemulannya 91 hotel
dan restoran di Bali Utara
belum dipungut PHR.

Hal itu terungkap dalam
rapat internal pimpinan dan
anggota DPRD Buleleng ber-
sama tim pakar menyikapi
LHP BPK APBD Buleleng
tahun 2018 di ruang gabungan
komisi, Senin (10/6) kemarin.

Rapat dipimpin Ketua
DPRD Bulelehe Gede Su-
priatna dan dihadiri komisi
Iengkap dengan anggotanya.
Sedangkan dari tim pakar
dikoordinatori oleh Nyoman
Sukarma.

Supariatna mengatakan,
penerimaan PHR dan retri-
.busi di daerahnya mendomi-
nasi catatan dalam LHP BPK.

Catatan itu salah satsnya
''soa I membengkaknyb piutang
pajak yang belum masuk,
menjadi Pendapatan Asli
Daerah (PAD). Selain itu,
juga soal pengrrtan PHRyang
belun optimal.

Dari LHP BPK terungkap
piutang pajak daerah mening-
kat dari Rp 71.068.387 .425,73 '

menjadi Rp 75.992.872.760,77 
"naik Rp 4.924.485.335,O4

atau 6.93 persen. Terting-
gi piutang Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) senilai Rp
71.369.360.639.64. Piutangpa-
jak hotel Rp 2.196.286.663.14,
piutang pajak restoran Rp
1.495.847.039.93 dan piu-
tang pajak air tanah Rp
805.064.160.

BPK juga menemukan
pendapatan sektor pajah be-
lum optirnal. Ini terjadi karena
dari 641 wajib pajak ('*{P) yang
ditetapkan berdasarkan Surat

iemberitahuan Pajak Daerah
(SPTPD) dan Tanda Daftar
.Usaha Pariwisata (TDUP)
ada 29 hotel sufl2[ 6s6iliki
izin operasi, namun belum
ditetapkan dalam NPWPD.
.Sementara dari .424 wajib
pajak restoran, 13 restoran su-
dah neiniliki izin operasi na-
mun tidak memiliki NPWPD.
Akibatnya, pemerintah daerah
belum memungut PHR sesuai
Perda No. 8 Tahun 2011.

"Penerimaan pajak ini
masih menjadi catatan oleh
BPK dalam LHP yang su-
dah kita bahas. Kita tidak
menyalahkan pemerintah,
karena ada usaha yang tidak
memiliki IMB dan ada yang
mendapat izin operasional
tapi tidak memiliki NPWD.
Sehingga hal ini clijadikan
cal.atan penting harus dicari-
kan jal"n keluar oleh pemer-
intah." tandas dia.

Hal senada diungkapkan
Ketua Komisi I DPRD Bule-
le4g, Putu Mangku Mer-
tayasa. Politisi abal Desa
Banjar, Kecamatan Banjar
ini mengatakan, 91 hotel
yang tidak bisa dipunguti
pajak tersebut, menimbul-
kan kerugian pemerintah.
Apalagi, pajak tersebut bukan
dibayar pemilik hotel atau
restoran, tetapi pajak titipan
dari wisatawan yang mengi-
nap atau yang menggunakan
fasilitas restoran yang ada.
'?ertanyaan kita selama ini
ke nana uang itu? Tidak
salah kalau hal ini menjadi
catatan LHP BPK karena ada
hotel sudah beroperasi dan
mendapat izin namun tidak
memiliki NPWD. Masalah
ini perlu dicarikan solusi
bersama," katanya.

Untuk mendapatkan pen-
jelasan dan solusi, rencanan-
ya masalah ini akan dibahas
lebih iletail saat pembahasan
LHP BPK terhadap APBD
2018 bersama eksekutif da-
Iam minggu ini. Nantinya,
dewan mendorong pemerin-

tah dalam memperbaiki tata
kelola pungutan PHR dan
optimalisasi periZinan hotel
dan restoran di Bali Utara.

Di tempat terpisah, Kepala
Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Perizinan Satu
Pintu (PMPPSP) Putu Ar-
tawan mengatakan, dalam
penerbitan izin operasional
hotel dan restoran, pihaknya
hanya berwenang memproses

,apabila ada permohonan.
Sebelum izin diterbitkan,
pihaknya mela,kukan kajian
dan kalau berkas dinyhtakan
lengkap, maka sesuai ke-
rtrenangan yang ada izin akan
diterbitkan. Terkait hotel
atau restoran yang belum
memiliki NPWPD, Artawan
mengaku hal itu ditetapkan
6leh BadanKeuangan Daerah
(BKD). 'T{ami siiatnya pasif,

. ji-ka ada permohonan masuk
setelah dilaji oleh tim dan
berkas lengkap, izin akan
diterbitkan. Langkah beri-
kutnya untuk menetapkan
NP\IIPD agar bisa tlipungut
pajak itu diatur BKD," tegas-
nla. (krnb38)

Edisi : S€lara , tr 1uni

Hal t8-
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P_sanglah Berharap Biaya skriliG
Ditanggung BPJS Kesehatan J

RSU

Denpasar (Bali post) -
RSUP Sanglah memiliki

alat diagrrosis kan_ker payudara
dengan teknologi terbaru yaitu
pa.t nless nTam mography. ItLat
rru hanya ada tiga di Indonesia
yaitu Jakarta, Surabava dan
Denpasa{. Namun 

"uyirrgrryaalat ini belum banya[ aiir"*
faatkan masyarakat untuk
mengetahui secara dini ter-
jadinya kelainan karena BpJS
Kesehatan belum menanggung
biaya skrining. Demikiin ail
ungkapkan Kepala Instalasi
Radiologi RSUP Sanglah dr.
I N!ud" Dwija Putra Ayusta,
Sp.Rad., belum lama ini.-

A,lat p.ain,less ntam nrog-
raphy ini digunakan untik
me-ndeteksi adanya kelainan
pada payudara dengan lebih
akurat. "Mammogrphy ini ada
untuk skrining payudara yang
masih sehat. ada iuea untuf,
diagnostik untuk mengetahui
gro ding sakitnya seb"rapa.
Menentukan penyakitnya
nngan atau ganas dah mem_
bantu tin_dakan biopsi agar
pengambilan sampel jarinfan
lebrh tepat pada sasaran.,'
jelasnya.

. Al,_at ini menggunakan do-
srs x-roy yang rendah, 20_80
persen lebih rendah dan nronz-
yrogygphy yang biasa. Tingkat
ketelitian alat ini bisa men-
c-apai 80-90 persen dengan 3
diYnensi. Namun dikonfiimasi
dengan alat USG, sehingga
hasilnya benar-benar a[-u-

Erll P6gmay

PATNLESS MAMocRApHy - I Maite pryija pulr? Atysla, Kepala Instarasi RadiotogiRsuP sangrah, bersarna stqf ^"iiiintln ont plinteis 
^ziogropny.rat. "Kita bisa mensiris-iris

kedalaman dan mensetahui
kelainannya lebih dalim. bisa
menangkap gambar berapa
s/ice," imbuhnva.

I\_Iqmun padien diharapkan
melakukan pemeri_ksaan 

-pada

saat tidak sedang haid. kar-
ena pada saat pemeriksaan.
akan terasa nyeri. Namun
dengan alat baru ini diakui
tingkat nyerinya lebih rendah
dibandingkan dengan alat
m-am mography yang lain.
Alat seharga Rp b miliar ini
telah dibeli sejak tahun 2017,
namun mulai dioperasikan
pada April 2018. Hjneea kini
pemanfaatan alat tiisebut
masih minim.

Pihaknya hanya menangani
10 pasien setiap bulan.- Ini

dikatakan rnasih kecil karena
skrining atqu diagnosis sehar-
usnya lebih banyik dilakukan
masyarakat untuk mencegah
terjadinya kanker payudira.
Biaya untuk skrining dengan
alat tru mencapai Rp 700.000.
P-ihaknya berharap. layanan
:k:'llil_g dapat ditanssuns
BPJS Kesehatan men[ingai
pentlngnya peranan skrining
clalam proses penyembuhan
penyaKrt.

Dengan lebih cepat didi-
agnosis -terjadinya kelainan,
maka akan semakin mudah
proses penyembuhan dan
tingkat kesembuhan akan
semakin tinggi. Bahkan, dika-
tqka1, s.krining lebih banyak
disadari -oleh warga negara
asing. Seda ngka n m-asyarikat

Bali sendiri masih enggan
memeriksakan dirinva le-bih
dini karena ketakutan dengan
hasil yang didapat.

Temuan jenis kanker ter-
bgn-ygk di RSUP Sanglah
adalah kanker payudara, me-
nempati posisi pertama. Ia
menganjurkan, pasien yang
mepiliki keluaiga dengan
nsrko tlnggi dan 6s6iliki ri-
wayat kanker agar lebih dini
memeriksakan dini. Risiko
ters.ebut bisa dari luar dan ge-
netik. Bisiko dari luar meliputi
gaya hidup mengonsumsi /ast
Iood, kerap terpapar radiasi
seperti radiasi alat di rumah
sakit dan radiasi alat ebkj
tronik. Namun radiasi alat
elek-tro_ni\ dikatakan sangat
kecil. (kmb42)

Edisi
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: Sallsa , &g iuni a.o\g

.5

,''

't

,/ 1



Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwal<ilan Provinsi Bali
\,. *l\t l,rr/ .r'

!i1..-,I,i;".,F;n,., !

/' \"-+xF -- ii
' \,t,.:* Yr

- r:"i:'- -
Bail n lPns{

,,1i:l '':.:,

aii #*,-';;;,'

IWoyan Sumdrd.ika
tin4ak pidan korupsi.

Bahkan, dari catatan pemerhati \gnlpsi seperti ICW, pimpinan
atau kepala daerah ya.lq_nTr_a+ WIP justru t;;y"l; b"-hk";
belasan yang_tgrciaul Xpk. Bahkan ada tlm6"ga ai L"-"nterian
"m.enyogok" BPK demi *"-{"ih precrilrat Wtf.'U5ung_d;fr;
baik,penyuap maupun auditor dari BpK .""-airi .i,r.i*"-;;i;tpesakrtan karena ditangkap KpK. peraih opini 

-WTp 
itu tihak

meTberi jaminan lembaga terbebas dari koruisiluga dib;;k 
"praktisihukum ! Wayan Sumardika, S.H., Ci;.

,,,l1ul rtitemui l{inggu (S1.0) kgmqnn, i4 mengatakan jika audit
orraKukan secara benar, jujur dan k g$!"t, proses pert-anggung_
J,1Y.!3l"lqc?ry 1lesq{ :,1ga aapat a;iat"tin secara transparan
dan akuntabel. Tak salah jika semrul lembaga pemerintair ber-
lomba-lomba.qupaya F9$gp"t perrg"k,r"; oplrri-Wfp dari BFK.
)11ltl,*ilrtas Jauh lebft penting karena realitas di lapangan,p"T+ W'lY trdak menjamin terbebas dari pidana korupii. -
, _.{nl yallg genng rnenapgani pidana korupsi itu menambahkan,
D_€uK provursr. ka.bupaten/kota peraih WTp tidak menjamin ditahun anggaran itu tidak aka:r, terjadi pidana korupsi.-Karena,
Penurutnya, audit BPK yang dilakr;kan di tahun anggaran terse.
but dapatdinilai sebagaiau&t yang tidak t"rl".. .M"e"nsapa raul
sebut trdak tuntas, karena BPK tidak dapat memberikan janinan
ataulepastian hukum bahwa tidak terjadi augaan pida;k"d;i
d..tuh,:o anggaran i!y. Baik di provinsi tali,pate'nttota atau'ai
wilafah yang dapat WTP," tand-as Sumardika'. 

-

Dia melihat terhadap beberapa daerah provinsi dan kabu_
patgn/kgtq.rqlg meraih WTp, sering pula terjaai di kemuaian
nan t€rJ_adl_ prdana korupsi. -Bah}an penyidik, baik jaksa, pe];si
mapun KPII untuk melengkapi hasil tangkapan atau temuan-
nya, juga meng-ajukan permohonan ke BFK irntut metatutan
l:$t_\:*+rn keuangan nqgara. Misalnya, di s"t"h 

";;;;y"kpengadaan barang dan jasa di suatu daerah. Jika penegak liukun
menemukan adanya dugaan tindak -piqqry korupsi, penyrdik
pasti meminta audit keuangan negara [e BpK. "Id f;kda:#y"k
*aerahyang meraih p-rerlikit WIF, tetapi akhirnya terjadi pidina
Konrpsr cu dahmnya," tandasnya.

Sumardika menambahkan, yqng disayangkan, ketika BpK
melakuka n 

.a 4r!_ n e meriks a an ke-ua ngan d"aeraL, tertaa-a ne
petugas .audit BPK meng_gunakan pegangan hasil audit ikvtik;f
tran rawuprov.a_tau rnspektorat masing-masing provinsi atau ka-
Dupaterykota. Ulka krta lihat sejarah, adanya inspektorat wilayah
yang yengalrdit keuangan pemprov dan kabupaten, itu lebih
balyak untuk kebutuhan int-ernal," ulas Sumardika. ' ----

I4akanyS,.sarannya, para kepala daerah seperti gubernur, bu_
pau oan watr kota, temasuk pengguna anggara& kuasa peneguna
anggaran, _semestinya sedapat pungkin memiliki pengetifruan

WTP Tidak Menj amir{
Bebas dari Pidana Korupsi

. MERAIHpredikatopiniWa-
jar Tanpa Pengecualian (WTp)
merupakan kebanggaan lem-
baga_ pemerintah, baik di ting-
kat kabupaten/kota. provins"i,
pemerintah pusat seperti lem-
Daga kementenan maupun di
luar kementerian dalam men-
gelolateuangan. Lembaga yang
mer-aih WTP me mpuny ii i mage
kualitas pengelolaln le..angan
nega_ra di lembaga tersebut
sudah sesuai standar akun-
tansi pemerintah. Akan tetapi,
fakta.$ lapangan mereka yang
meraih opini WTP dari B;da;
Pe'leri.ksa Keuangan (BpIQ RI,
tidak menjamin ierbebas dari

Edisi

supaya terhindar darijeratan pidana lorupsi. (asai

.\

Hal ,lL



Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BpK Rl

trost

Perwakilan provinsi Bafi

Hffi fI:
Wf'r IJal fr

Tekan Biayalistrik,
ILPJU Pakai Lampu LEDy
tt+t^:::.:qauPosQ- u-ntuk rahun 201e, lan-.. ranggungan nemb.y311n :"t.S"prrtu, pihaknya akanrrstrrk untuk lamp
eransan j;ilH,ff )l B9l; melanjutkan-mengganti den-

*:,1l,"i#:ird''Tffi X'p"#ii:f ??Lt":?"?T1."'y,llIjuleleng' Dalam ."ty_lLl1," r"-p" r,aiiebanyak il&.rloosa;a,,rata-ra$ pemerintah y"d r"-d""h'dibeli sebelum_membayar rekenins
untuk 

.e? 
rd'';i;if; i{i:I5 ffiq;:ffifi-l,l'H:"$;ffalctr ruas jalan kabutjlli; i."it"filimr menghematpr-ovinsi. dan jalan 

"Tjo,"ql anggaran untuk meluansisebesar Rp 1,4 miliar. ylr"k t"df,"r?f.lning listlik tian3^:1:\"" ?nggjrran rraya bulan. Tahun ini kami kemba_Irstnk tersebut, Dinas feker_ i p"r""g'i^_pu LED karenajaan Umum Fenataan Ruang *".if, uju.lok 20.000 buah,..
IPjPR) Buleleng_m__ulai gen_ ujurny". 

* """
carmelengkapiLPJU{:1*" " S"pu"tu juga menjelaskan,r(wh dan mengganti I

l?Lo: "rgrri ffiil;''ffi; i""#ffTfii' III i:,:'ll\rlg ht e m ittinq diode\.

., .'ij;;4;;;;'"0#JX"il.,,* i,, ili li'JS J ilii, 
" 
*; Yo,y,ltrctak saja karena banvr

i'_,y;'41il:ffi!TlJ: illtf"li:ff*: *r,* *
fird"'.".H1ffi J"i.{iit-*1$"fri{*"xpl?,*f,t"?"iT,*

,'K.d"fi o6.'iiupn s.,r" lXff;"itX-ffi,-i,,Sfl:,n:-
i?le K"r.ll,|.rparta Wrlaya, a\an dipasang kWh. ,,Uiai.a
l\4rnggu (2316) kemaril qel- i"i .ot"ii"?"irir ,rt"i"friigatakan, dari 84.zo0,tirik t'iffi;;c;;isamenshematLPJU, 14.800 titik sudah me_ ptq!_.Vu.Zn rekening listri-kmakai lampu LED. penggan- LpjU"S"I"ma ini dari be-tian tersebut dilakuka n iiiak b"-; p'".I;;;"n ristrik LpJUbeberapa tahun terakh,.. pro- R;"fi;f,fi sekirar Rp 1.1gram ini dilakukan dengan mii"" titit ibjit ,iir;irri;
lplgalok-a9ika n a nggaian .a" [wii-yu. i<"r"u sudah ada
|PBD Buleleng- 99a;1slel kwh;;;;kapemakaianris-
srsanya sebanyak zg.aoo titit< t"k"li" r"uu, .i"""r a""e""
ni:ih menggunakan lampu p;;"k;*";;amsatu bulan,,,boros energi. jitur"yu. i-t_nasl
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Seragam Dewan /
Dianggarkan Rp 700 Juta Lebih
Denpasar (Bali Post) -
_ M.g"jghlgpelanti\an anggota DPRD Kota Denpasar hasil
Pe*ilu 20l9,_jajaran Sekretiiiat DpRD Kota O""pus"" -"1"idisibukkan.dengan pengadqjrn seragam bagi a.rggota ya"t
akan dilantik. Dikonfirmasi Kamis (f glO) femarin,*SekrelariE
D.P. R-D Kota lenpasarPulu Gede Dharma Wiyasa mengatakan,
nihaknya sudah melakukan berbagai persiapan untul petan-
tikan anggota dewan baru. Bahkin tini pengadaan baran!
berupa_ pakaian dewan sudah dalam p"osei te-nder di Bagi-ai
P_engadaan Barang dan Jasa. "Namun hasilnya belum sel6sai.
Kita tunggu proses leldngnya dulu," ujarnya.

Dilihat dari alokasi waktunya, kaia Dlarma Wiyasa, se-
b.enarnya cukup pendek. Oleh Larena itu, pihaknya--e*..-
tikan pakaian l{ng aksn diprioritaskan untuk sel-esai, yakni
yang dipakai pelantikan. "Kalau selesai secara keseluruhan
kemuqgkinan tidak bisa. Mungkin yang akan diselesaikan
terlebih dahulu adalah pakaian yang digunakan untuk pel-
antikannya saja," katanya.

Dtarma Wiyasa mengatakan, masing-masing dewan akan
mendaqqtkan beberapa jenis pakaian. Diantarariya pSL, pSH,
PSR, PDL, serta seragam kedaerahan."lKalau nnt.rk seragam
keda.erah^annya di sini akan dipilih baju endek," jelasnyal
. Dj,konfirmasi _terpisah, Kepala Bagian pengad.aan Iiarang
danJasa Setda Kota DenpasarA.A. Gede Risniwan mengakul
pengadaan seragam,dewan ini sudah masuk proses te"nder.
Pagu,yang {icanangkan untuk program pengadaan seragam
uu seDesar fi,p /b9 Juta.

Se-perti diketahui, setelah Pemilu 2019 pada Agustus 2019
mendatang para wakil rakyat hasil Pemilu 2014 a=kan mema-
su,ki masa purnabakti. Setelah itu akan masuk para wakil
rakyat hasil P_eTilu 2019, dan akan dilanti_k akhir Agustus
pendatalq. Oleh \arena itu, sejumlah persiapan sud-atr di-
lakukan jajaran Sekretariat DPIID Kota benpasar. (kmb12)
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Penataan Tapal Batas

Tabanan (Bali Post) -
Penataan lanjutan ar-'

eal tapal batas Kabupaten
Tabanan di Desa Selabih
Kecamatan Selemadeg Barat
akan dilaksanakan tahun
ini. Proyek berupa pendirian
bangunan sejenis lumbung
di bagian barat tepatnya di
sebelah timur Tukad Yeh
Leh ini dianggarkan Rp 305
Juta.

Kabid Bangunan Gedung
Dinas Pekerjaan Umum, Pe-
nataan Ruang, Perumahan
dan Kawasan Permukiman

:aD..' t'<i
,{,, lr !$.:5

,at', \.t-' ,.,I!:-i!l-sl, ,tl ".ir..
i'.1i, t,,ffiir;jr,i

\-r.'.:'.!i'., *'
\ir'i-5rr"'-1'. i:.=j.,:..

Dianggarkan Rp 305 Juta,
iSelabih

(BU_PLPKP) Tabanan Ni parkirnya," terang Farida.
Made Faridatini Suweca, , Dengan penatian areal
Kam!. (13/6) kemarin men- tapal batai tersebut, d.i-
gatakan, perb.aikan dan harapkan pengendara yang
penataan tapal-batas itu alan masuk ke wilayah
gatakan, perbaikan dan harapkan pengendara yang
penataan tapal batas itu alan masuk ke wilavah
merupakan usulan warga IlabupatehTabananterl;bih
desa adat. Perbaikan sudah dahulu istirahat di areal
diqulai pa$a tatrun 2018. tersebut sebelum melanjut-

Selain diperbaiki, di lo- kan perjalanan. Jika tidak
kasi- tersebut- juga diren- ada halangan selama proses
canakanakandibuatkanrest lelang, kafa Farida, pLnger-
area. "Untuk saat ini pena- jaan-sudah blsa dlmrilai
taan lanjutan akan ada pe- riinggu pertama Agustus.
kerjaan-seperti pembuatan Ditargeti<an proyek"te"se-
toilet, ada penyenderan, dan bui tuntas akirir besember.
melanjutkan paving untuk (kmb28)
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Mantan Perbekel Dauh Puri Kelod Diperiksa Kejari Denp asar /
Denpasar (Bali Post) -

Mantan Perbekel Desa Dauh
Pwi Kelod. Denpasar Barat, I
Gusti Made WN, Kamis (2216)
kemarin diperiksa tim Pidsus
Kejari Denpasar. Pemeriksaan
4ilakukan terkait penyidikan
{ugaan pengelolaan keuangan
desa atas Silpa (Sisa Lebih
Penggunaan Anggaran) tahun
2017. Selain Gwti Made WN.
juga ada lima eaksi lainnya
dimintai keterangan. Mereka
terdiri dari stafdan mantan staf
kantor desa di sana.

Kasi Intel Kejari Denpasar
Agung Ary Kesuma membe-
narkan pihaknya memeriksa
mantan perbekel dan aparat
desa lainnya terkait dugaan
penggunaan dana silpa. "Sebe-
narnya ada tujuh orangyang di-
panggrl. Namun hari ini (Kamis
- red) yang datang enam orang,"

tandas GungAryKesuma.
Pantauan Boli Posf kemarin,

enam orang saksi itu diperiksa
jaksa yang berbeda. Bahkan
Kasipidsus Nengah Astawa
juga ikut memeriksa saksiyang
hadir.

Kasipidsus Astawa yartg
dikonfrmasi atas perkembat
gan penyitaan barang bukti dan
perkembangan hasil penyidikan
mengatakan soal barang bukti
masih dipilah. "Sejatinya semtra
soal SPJ itu berkaitan dengan
apa yang kami sidik. Namun
jika nanti ada dokumen hasil si-
taan tidak berkaitan, kami akan
kembalikan,' jelas Astawa.

Disinggung soal penetapan
tersangka, Astawa mengata-
kan hingga saat ini belum ada
tersangka. Meski demikiaru dia
mengakui status perkaranya
sudah dinaikkan menjadi pe-

nyidikan. "Nanti sebelum men-
etapkan status tersangka, kami
akan lakukan ekspoi terlebih
dahulu," tandas Astawa-

Sebelurnnya, belasan petu-
gas dari penyidik Pidana
Khusus (Pidsus) Kejari Den-
pasar melakukan penggeledah-
'an Kantor Perbekel Desa Dauh
Puri Kelod di Jalan Serma
Repot No. 15, Denpasar Barat.
Hasilnya, ratusan berkaddoku-
men disita dari kantor di dekat
Pasar Sanglah tersebut. Peng-
geledahan dipimpin langsung
Kasipidsus Kejari Denpasar
Nengah Astawa yang dilaku-
kan mulai pukul 08.45 Wita.
Lima boks dokumen tampak
diangkut dengan mengguna-
kan keranjang plastik. Do-
kumen itu disita dari tiea
ruangan yang ada di kantor
perbekel tersebut.

Pj. Perbekel Desa Dauh Puri
Kelod Luh Sukarmi mengapre-
siasi langkah penyidik kejak-
saan.'Masalah penggeledahan
ini saya terima dengan terbt'ka.
Biar masalah ini cepat selesai,"
ucap Sukarmi saat itu.

Dia mengatakan, dengan
peristiwa ini diharapkan ad-
ministrasi pengelolaan keuan-
gan Desa Dauh Puri Kelod.
Denpasar Barat lebih bagus ke
depannya. Yang menjadi perso-
alan hingga dibidil{ kejaks661
di kantor desa itu dibenarkan
diduga terkait dana Silpa tahun
2017. Lantas dokumen apa
saja yang disita? Sukarmi
yang lama bertugas di keca-
matan ini mengatakan yang
disita adalah SPJ dan SPPP
(Surat Perintah Permohonan
Pembayaran) dari tahun 2013
sampai 2016. (kmb37)
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Renovasi Gedung Puskesmas Selat

DianggarkanRp 5,4 M J
Amlapura (Bali Post) -

Pemkab Karansasem rnela-
lui Dinas Kesehitan sesera
melakukan perbaikan gedung
Puskesmas Selat. Anggaran
perlaikan mencapai Rp b,-1
mular.

Kepala Dinas Kesehatan
Karangasem I Gusti Putra
Pertama, Kamis (2716) kernarin
mengungkapkan, perbaikan
Puskesmas Selat dilakukan
karena kondisinya memang
mengalami sejumlah kerusakan
sehingga sudah layak untuk
direnovasi. Renovasi utamanya
dilakukan pada gedung di sebe-
lah barat. Sedangkan di sebelah
timur, akan dilakukan pemban-
gunan gedung baru. Anggaran
yang dipakai untuk renovasr
dan pembangunan gedung baru
bersumber dari Dana Alokasi
Khusus (DAK) bantuan pemcr-
intah pusat.

"Sampai saat ini masih dalam
proses pelelangan. Kami harap-
kan, sebelum 30 Juni ini. sudah
ada pemenang sekaligus tanda
tangan kontrak sehingga proses
pembangunan bisa segera di-
lakukan," ujarnya.

Pertama menargetkan proses
pembangunan sudah rampung
November atau Desember seh-
ingga awal tahun 2020, gedung
sudah bisa dioperasikan. Saat
ini, gedung puskesmas lama
masih digunakan untuk mana-
jemen dan administrasi. Na-
mun, berkaitan dengan proses
pelayanan, pihaknya untuk
sdinentara meminjam gedung
UPTD di Balai Benih Ikan (BBI)
Se'lat.

l'lsebelum pindah, kita su-
d{h lebih dulu berkoordinasi
dqngan Dinas Pertanian untuk
peminjaman gedung itu. Dari
dinas telah memberikan pinja.
man dua gedung di UPTD BBI."
jelasnya. (kmb41)
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Hingga Mei, Realisasi Santunan Penunggu Pasien Rp 1,9 Milir
,Mangupura (Bali Post) -

Ribuan warga mengajnkap
klaim santunan penunggu
pasien. Berdasarkan data Di-
nas Sosial Kabupaten Badung,
tahun ini khususnya hingga
Mei, santunan penunggu
pasien yang telah direalisa-
sikan sebesar Rp 1.9 mihar
lebih, dari 1.332 permohonan.

. . Kepala Dinas Sosial Ba-
,dung Ketut Sudarsana. Rabu
.(1 2/6) kemarin mengatakan,
,dibandingkan tahun lalu,
tren permohonan santuan
penunggu pasien relatif fluk-

tuatif. Dari data, tahun 2018
Dinas Sosial telah mencair-
kan Rp 5.9 miliar lebih dari
3.816 permohonan. Semen-
tara tahun ini. hingga Mei,
pihaknya telah mencairkan
Rp 1,9 miliar lebih. "HaI
ini kan sifatnya insidentil
dan tergantung sekali dari
masyarakat kita yang sakit
serta demenuhi svarat untuk
mendapatkan santunan itu,"
ularnya.

Mantan Kepala Dinas
Lingkungan Hidup Kabupat-
en Badung ini mengatakan,

selama ini belum ada kendala
terkait pencairan. Bahkan dia
'menyebut, semuanya sudah
dicairkan. "Tidak ada yang
belum cair. Begitu SPJ-nya
lengkap. langsung kani bisa
cairkan di BPKA-D. Sepanjang
memenuhi syarat, pasti cair
karena program ini menjadi
skala prioritas," jelasnya.

Seperti diketahui,.per-
syaratan pengajuan santu-
nan tersebut, yakni berkas
permohonan diajukan ke-
pada Bupati Badung dengan
melampirkan e-KTP. Kartu

Keluarga (KK) Badung, Kar-
tu Badung Sehat (KBS), dan
Surat Keterangan Rawat
Inap. Jika penunggu tidak
masuk dalam KK pasien,
maka dilampirkan surat
kuasa yang ditandatangani
pasien. Sedangkan jika
penunggu'masih di bawah
umur dan belum memiliki
KTP, bisa digantikan dengan
surat keterangan domisili
dari perbekel. Jangka waktu
pengajuannya adalah maksi-
mal .30 hari setelah keluar
dari rumah sakit. Program

tersebut beriaku sejak
Agustus 2017 lalu dan te
tertuang dalam Peratu.
Bupati @erbup) Badung
mor 45 Tahun 2017. Besar
nya paling banyak Rp 5 j
dan hanya diberikan sel
selama setahun. Rincian:
berupa uang makan Rp
ribu per hari, uang transtr
Rp 50 ribu per hari, dan ur
saku Rp 100 ribuperhari.
saran tersebut berdasarl
Perbup Badung Nomor
Tahun 201 1 tentane Pedon
Pemberian Bansosl (kmb:
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Tabanan (pgli Post) - i _ kendaraan dinas ini sebena-Di te-ngah keterbatasan anggaran daerah, Pemkab TaLanao akan melakukan rnya untuk menunpengadaan mobil dinas nupaiifTal t""sg"r!+;JJ"Tl, iigs*annya mencapai si<inal mensi"r.r 6lo*#"d3-Rp 1,9 miliar, untuk satu unit mobiliefrii t"-v"t"-frpf,7fd.'D.^sr"'rq!!rE'vaP' banarttidakmemilikilsn4sr.-
Pada situs resmi LPSE ga perkiraan sendiri (I1!si t4hunini,pemkabmelakukan f,:tfi?"ff*l.if}fitffi#:Tabanan, tercantum daftar ge"itai Rp 1.8bB.6ori.obol niGq4";Oa";dJ;;;6;: 

""u"J"iU.ait.rrlilupnyu.paket kendaraan dinas ber- Proses leiang yang batas Jr"?t t"ai"".u".'q""a;; s"F;rti-""j!iaskan, ni-motor per-oransan. Di sana pendaftarannya saipai 1z itu diperunlfd; l;il; rui-n[-],ii ;iffi itu barutertera paket belanja modal Juni tersebut masih tahap pimpinandae""ira"L*n'uri"i u.rgg*u.r'pqtrJa.rb"trr111aaaperalatan dan mesin-pen- pascakualifikasi. ' bE'"ti.,V"U"""r,t""au".." pemenang tender. ,,Itu barugadaan kendaraan dinas.ber- Kepala Badan Keuangan din'as untuk gup"ti. X^i"" ""- 
pagu, kita belum bisa menen-

93!o1 {engan sumber dana Daerah (Bakerrda) Tabaian t.tk wutil e"p;ti;"d.h ra;i, iuian angka pasti ka"erra be-
${9P.kg:lva menc-aPai Rp D. ewa Ayu Sri Budiarti ketiia 

"jqg"yu, 
Rabu (1216) kemarin. r"*.a. p?-"ir""g,",r"up.ryu.

1.943.350.000 dan nilai har- dikonfiimasi membenarkan, : oi["t"r."""iu, ;";;;A;; Gmb2gi
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wan. Karena tiap bulan uang
representasi anggota dipotong
oleh pihak Yanarti," terangnya.

Lebih Ianiut dikatakan,
pemberian uang iasa peng-
abdian oleh pemerintah su-
dah diatur sesuai Peraturan
Pemerintah (PPJ Nomor 18
Tahun 2017, tentang Hak
Keuangan dan Adminitratif
Anggota DPRD. Disebutkan
pada pasal 19 ayat 2, uang
jasa pengabdian diberikan 6
kali uang representasi selu-
ruh. anggota. Untuk jabatan
Ketua Dewan, uang repre-
sentasi sebesar Rp 2.100.000
perbulhn, Wakil Ketua Rp
1.680.000 perbulan, dan ang-
gota sebesar Rp 1.575.000
perbulan. Sehingga iika 6 kali

dari uang representasi yang
didapat, maka Ketua Dewan

akan mendalat uang iasa ke Yanadti setiap bulannya
neneabdian nanti sebesar Rp sebesarRp 210.000. Sehinggapengabdian nanti sebesar Rp sebesar{P 210.000. Sehfpgga
1Z.o-oo.oOo, sedangkanWakil selama 5 tahun atau 60 bu-
Ketua Rp 10.080.000 dan ang- lan, maka iumlahnya menjadiKetua Rp 10.080.000 dan ang- lan, maka jumlahnya menjadi
sota sebesar Rp 9.450.000. Rp 12.600.000. "Kalau tidakgota sebesar Rp 9.450. Rp 12.600.000. "Kalau tidak
"Kalau anggota, karena ada salah, iumlah dana Yanarti
vansPAWbesarannyamugkin yang diterima nanti sama

rii sedikit," lelas ivlanuiba. dengln uang iasa pengabdian,"

felas Sekwan Manuaba, kata mahtan Kepala Dinas
khusus dana Yanarti, besaran
yang didapat oleh Ketua, Wak-
il Ketua dan anggota, hampir
sama dengan iumlah uang
jasa pengabdian. Karena, dana
Yanarti dibagikan melalui
pemotongan uang represen-
tasi seluruh anggota sebesar
10 persen selama 5 tahun.
Dicontohkan uang rePresen-
tasi Ketua Dewan sebesar RP
2.100.000, maka simPanan

hadap s
Bulelen

rfuh anggota DPRD
SK Pemberhentian

bersamaan dengan

2019-
:an anggota periode
.6 k19

n, Pemuda dan Olah-
raga Inl.

Men Sekwan Manuaba,
uang ian dan dana
Yanarti
lah ada

akan dicarikan sete-
Pemberhentian ter-

ini akan arkan oleh Gu-
bernur
SK Pela

Jum'ar ,

I

l

IutalOransJ L r l_lr
- 

--E
- 

o'rrorr r"-o; kab Buleteng 
"*"" r:; ;rg

d a na ya n s l::rilt.lll:fi:'f "::lifg *,';u;;'ff ' ;"3 :i:il S'""*;
didapat o|eh fl;ltXllii." 

mereka serama 
[:,j;#i:T,il#iT]',i,"1{:]

SelUfUh anggOta Data dihimpun,.sumber daniyang didapat oleh se-

d ewa n, r, a n ya 3i"T ,il:i,?;.*:], l;-:ffi :,-i l1il1.1,?'gliL$",11;,;i:l,l:
satu yans murni f,.;i1ff";jffi?T}Bil'#ffi: :1ffi:?';:f:'r?j"$:Hlii
dafi Pemgfintah paten d-an iayasan purnabakri merupakan dana-dana yang

m e I a I u i ApB D. [';];T"l;il1'J3l,i'"';1li,x1 ff !1*:ilig':'ft?x1""'*ilil;
patdanaRp25.200.000,Wakil pemotongan uang represen-
Ketua Dewan Rp 2O.160.000, ta-si tiap .bulanya. ',Memang

SINGARAJA, NusaBali dan anggora 
-sebesar Rp ada dua sumbei. Kalau ApBi

45argg^ola DP-R^D_Buleleng f S.SOO.O00. Khusus anggoti, itu murni dari pemerintah
periode. 2O1,4-2019,. akan karena ada anggota sel"agai sebagaiuangjasjpengabdian
m'engakhiri masa baktinya pengganf,i anraiiaktu (pAfr), bagi"selurufr'anggota"dewan.
Agustus 2019. Menyusul bera- inatTlu{ntatr dana ,tali'kasiht Kaiau dari yaniiti itu, bisa
khirnya masa tugas ini, Pem- disesualikan dengan masa dibilang tabungan anggotu de_

I1 Junt

qdtn'
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Terkesan Mangkrak, Lapangan Futsal
Akan Dirampungkan Tahun Ini /

NEGARA, NusaBali
Proyek lapangan futsal

di sebelah Rumah fabatan
(RumjabJ Bupati Jembrana
di Jalan Mayor Sugianyar 1,
Kelurahan Dauhwaru, Keca-
matan Jembrana, yang diga-
rap sejak akhir 20L7 lalu, be-
lum rampung hingga perten-
gahan 2019. Rencananya,
lapangan futsal milik Pemkab
Jembrana yang tinggal finish-
ing itu akan dirampungkan
sebelum akhir tahun inr.

Berdasar pemantauan
pada Kamis (13/6), bangunan
utama lapangan futsal yang
digarap secara bertahap sejak
dua tahun lalu itu sudah jadi.
Di dalamnya sudah dileng-
kapi karpet maupun gawang,
termasuk dipasangi listrik.
Tetapi, lapangan futsal yang
sudah lengkap dan gedungnya
tinggal dicat, itu tampak belum
ada tanda-tanda dilanjutkan
finishingnya. Padahal dari in-
formasi sebelumnya, lapangan
futsal yang merupakan proyek'
dari DinAs Pendidikan, Kepe-
mudaan, dan Olahraga (Dik-
pora) Jembrana itu sditarget
rampung tahun 2018.

Kadis Dikpora fembrana Ni
Nengah Wartini saat dikon-
firmasi Kamis kemarin, men-
gakui untuk fisik lapangan
futsal itu memang sudah
dirampungkan sejak tahun
lalu, namun belum sampai
finishing. Untuk finishing
terhadap lanjutan proyek itu
sudah dianggarkan di APBD
fembrana 2019 ini, dan ting-
gal dikerjakan. "Kegiatan

GEDUNG untuk lapangan futsal di sebelah Rumjab Bupati Jembrana di Jalan Mayor Sugianyar 1, Kelurahan

?ulnlujr. 
*"."i","." 

f9]1na. Finishing gedung tersebut ditarget tuntas tahun ini.

finishingnya nanti melalui
PL [penunjukan langsung].
Hanya tinggal dicat dan me-
lengkapi bola. Sudah akan
dirampungkan tahun ini, dan
nanti tinggal diresmikan. Mu-
dah-mudahan peresmiannya
juga bisa tahun ini," ujarnya.

Menurut Wartini, lapangan
futsal milik Pemkab Jembra-
na itu akan dikelola Bidang
Kepemudaan dan Olahraga
(Dikporal pada Dinas Dik-
pora fembrana. Sesuai ran-
cangan awal, pemanfaatan
lapangan futsal itu akan di-
berikan secara gratis untuk
masyarakat. Namun tidak
menutup l<emungkinan, juga

akan disewakan untuk keg- untuk masyarakat. Kalau ada
iatan yang bersifat komer- komersial ya kita sewakan,"
sial. "Peruntukannya lebih ucapnya.6 ode
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Evaluasi Bl Terkait Moment Lebaran

Transaksi Keluar Rp 4rlT,
InflasiTerkendali r

DENPASAR. NusaBali
Net outflow atau transaksi

tunai uang keluar dari Bank
Indonesia melalui perbankan
pada Mei terkait momen ldul
Fitri 2019, sebesar Rp 4,L triliun.
Jumlah tersebut lebih tinggi dari
Lebaran 2018, sebesar Rp 1,94
triliun, juga Lebaran 2017 sebe-
sar Rp 2,7 triliun. Hal itu, sesuai
dengan pola musiman (momen
hari raya keagamaan) , dimana
net outflow atau aliran uang yang
keluar lebih tinggi dari aliran
yang masuk (inflow).

Kepala Kantor Perwakilan
Bank Indonesia (KpwBI) Bali
Causa lman Carana menyampai-
kan hal tersebut, Kamis [13l6J.
Dijelaskan Causa Iman Carana,
outflow sebesar Rp 4,L triliun
tersebut, artinya total uang tunai
yang dikeluarkan BI melalui per-
bankan. "Perbankan yang mel-
ayani penarikan dari masyarakat.
Kemudian perbankan yang me-
narik kepada BI," jelasnya.

Dari evaluasi itulah, kata
Causa Iman Carana, outflow
sebesar Rp 4,1 triliun tersebut
lebih tinggi dari momen per-
ayaan Idul Fitri dua periode
sebelumnya.

Indikasi peningkatan outfl ow
juga ditandai dengan tren men-
ingkatnya transaksi penukaran
dan kas keliling jelang Idul Fitri.
Dijelaskan Causa Iman Carana,
pada Mei lalu nominal kas kelil-
ing mencapai Rp 7,6 miliar.

fumlahnya lebih tinggi
q dibanding rata- rata bulanan
i periode Januari- Mei sebesar

Rp 2,8 miliar. Sementara pada
Mei 2018, nominal kas keliling
sebesar Rp 6,97 miliar.

"Lebih tinggi dari rata- rata
bulan 2018 sebesar Rp 2,99
miliari' ujarnya.

Masih periode yang sama
yakni Mei, nominal penukaran
uang rnencapai Rp 14,3 miliat
lebih tinggi dibanding rata-rata
penukaran bulanan Januari- Mei
2019, sebesar Rp 11,11miliar.

Sementara Mei 2018, nominal
penukaran sebesar Rp 9,5 miliar.
Nominal ini lebih tinggi dari rata-
rata nominal penukaran bulanan
2018, rata- rata Rp 8,46 miliar.

Meningkatnya penukaran
uang terkait momen Lebaran
tersebut, kata Causa Iman Carana
mengindikasikan masyarakat

masih tetap memiliki animo
tinggi terhadap budaya peng-
gunaan pemberian (uang baru )
kepada keluarga, kerabat dan kd-
lega jelang hari raya keagamaan.

"lni juga mengindikasi-
kan peningkatan pendapatan
di Denpasar dan Bali pada
umumnya,"jelas Causa Iman
Carana.

Soal inflasi pada bulan Rama-
dhan, Causa Iman Carana mengd-
takan dalam kondisi terkendali.
Malah pada Mei 201,9 berada
dibawah inflasi nasional. Dimaria
inflasi di Bali secara bulanart,
Mei sebesar 0,23 persen lebih
rendah dari bulan sebelumnya
0,28 persen, lebih rendah dari
nasional sebesar 0,68 persen.

Secara spasial, inflasi buld-
nan Denpasar dan Singaraja,
lanjut Causa Iman Carana ter-
catat lebih rendah dibandirig
periode sebelumnya. Pada Mei
lalu inflasi di Denpasar tercatat
sebesar 0,22 persen lebih ren-
dah dari bulan sebelumny,a
0,26 persen. Sedang inflasi di
Singaraja 0,28 persen ju$a
lebih rendah dari bulan sebe-
lumnya 0,39 persen. "Melihat
pola historis selama 5 tahun
terakhir, kecendrungan pefl -

ingkatan harga pada momon
perayaan keagamaan (ldill
Fitri) memang terjadi. Namuh
demikian sejak terbentuknya
Tim Pengendali Inflasi Daerah
(TPID) tahun 2015, inflasi pad'a
periode Idul Fitri relatifterken-

Causa lman Carana

dali," jelasnya. & kt7
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Tapi Tertiptt Juga.
DENPASAR, TRIBIJN BALI
- Philipus Danang Gagonoadi
(42) hanya bisa diam menun-
duk saat dihadirkan di Per-
sidangan Pengadilan Negeri
(PN) Denpasar, framis (2016).

Ia diadiii karena diduga me-

nipu mantan Kapolda Sula-
wesi Tengah (Sulteng), Brig
jen (pum) Dewa Made Parsa-
na Rp 238 juta.

Dalam keterangamya, se

laku korba-n Dewa Parsana
mengaku tidak menyangka
akan menjadi korban peni-
puan yang dilakukan Da-
nang. Apalagi dalam perte-
muan sebelumnya, Danang
memberikan penawaran
yang menggiurkan.'Walau-
pun kami ini polisi. kami juga
terLipu," ucapnya di hadapan
majelis hakim pimpinan IGN
Partha Barghawa.

Selain ditipu Rp 238 juta,
beberapa toko elektronik di
Palu juga menjadi korban.
Terdakwa Danang s€mpat
mengambil laptop cli salah
satu toko dengan mengata'
ftan suruhan Dewa Parsana
yang sempat tiga tahun men-
jabat sebagai Kapolda di wi-
layah tersebut. Tidak hanya
itu, pemilik kantin Polda Sul'
teng juga jadt korban penipu.
an terdakwa. "Di kantin dia
ngutang sampai Rp l0 juta,'

ung$apnya.
Dari keterangan yang di-

sampaikan Dewa Parsana
itu, terdakwa nembenarkan
perbuata-rrnya. Dengd telah
mendengarkan keterangan
korban, sidang akan kembali
dilanjutkan pekan dePan.
Kembali mengagendakan Pe-
meriksaan keterangan Para
saksi yang dihadirkan jaksa
penuntut.

Dalam surat dakwaan
Jaksa I Made Dipa Umba-
ra membeberkan awal mula
kasus ini terjadi. Dikata--T t"'"-t a-'t."-

muan antara Brigjen (Purnl
Dewa Parsana dan terdakwa
Danang yang meruPakan
Direktur PT Duta Bangun
Artha pada September 2016
lalu. Di pertemuan tersebut'
terdakwa menawarkan ker-
jasama pengembangan dan
pengelolaan kawasan Monu-
men Gong Ferdamaian rnilik
Dewa Parsana di Palu.

"Salah satunYa Pemba-
ngunan tanian cahaYa dalam

rangka penyambutan tahun
baru 2017. Saksi korbar lalu
menyetujui ke4asama ter-
sebut," jelasnya. Lalu Pada

Nopember 2016, terdakwa
menelpon Dewa Parsana
dan menginformasikan jika
perlengkapan taman cahaya
sudah tiba. Namun Peralat-
an tersebut masih ditahan
pihak lmigrasi. Terdakwa
lalu meminta uang RP 238
juta untuk menebus Peralat-
an tersebut dan selanjutnya
dipasang di Monumen Gong
Perdamaian. "Korban melalui
anaknya mentransfer uang
Rp 238 juta ke rekening PT

Duta Bangun Artha milik ter-
da-kwa," ungkap Jaksa DiPa

Umbara. (can)
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DENPASAR, NusaBali
Kantor Perbekel Dauh

Puri Kelod, Kecamatan
Denpasar Baratdigeledah
oleh Tim Pidana Khu-
sus (Pidsus) Keiaksaan
Negeri Denpasar, Kamis
(20 / 6). P enggeledahan ini
dilakukan tim iaksa untuk
mencari bukti tambahan
terkait dugaan korupsi
APBDes Dauh Puri Kelod
senilai Rp 1,03 miliar.

Penggeledahan Kan-
tor Perbekel Dauh Puri
Kelod yang berlokasi di
Ialan Serma Made Oka
Denpasar Barat, Kamis
kemarin, berlangsung
selama 3 jam sejal< pagi
pukul 09.00 Wita hingga
siang pukul 12.00 Wita.
Penggeledahan tersebut
dipimpin langsung Kasi
Pidsus Kelari Denpasar, I

Nengah Astawa.
Penggeledahan yang

melibatkan 10 penyidik
Pidsus Kejari Denpasar
ini dilakukan di beberapa
ruangan, antara lain, Ru-
ang Perbekel Dauh Puri

lerwfuukeHd-l5Kdun l Petugas Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar saat lakukan penggeledahan di Kantor Perbekel Dauh Puri Kelod, Kamis (2016)

Kantor Perbekel Dauh Puri Kelod Digeledah Iaksa
* Terkait Dugaan Korupsi APBDes Senilai Rp 1,03 MiliarJ

Kantor Perbekel Dauh Puri Kelod Digeledah Jaksa'/
, srrllBUrGNDARlriauunnr trff1[:i:.*l;:l$:ilt:;tsc"1: '*3i,1'#,]ij ,,,,,prs perbeker iii:ilil-"1fl"1#jl4:,i]il{tq
Kelod, Ruang Bendahara Desa o"riip"iix"r"?Oiniaksi-ia'ki o"rr' i;"iii"roJ,'Luh iukarnri, gkap Nvoman Mardika didam-

iji"n'p",i (erort, aan nu"'i! 
Hl?f;,;Uii| XXl"l"[':#* h.Iif$,Ug']."Tll',1rui:lt W:,iif1!t*H'iJj1,1ruKaur-Keuangan oesl l-11- ---rra rrrlam qani Keiari u"no"r".'i"rJ"irrr dilioordinasikan- Ketut Bakuh,

ff:iLffJ.'*91J."';'i.'i:l ffil"xT:'J# lli!l?""i:;i;; ganiKejari Denpasir.tersebul dikoordinasikan. Ketut tsakuh'

rersebut, perugas keiaksaan mc- i<airs ini,', l6unya. 
- i4eiXi a'emikian, pihaknva ber- beberapa waktu lalu'

nyita5boksdan3kardusberrsi 
'-r"rtiiit 

cal6n tersangk" ;;;.;;i;;;;'#;i"f"nuit" DugianpenvelewenganAPB-

dokumen anggaran p"r,oo" a"r". t.r"i-d"gaankoninsi segeia tuntas."rami ueitraiap Desinisudahsempatdilaporkan

zor3-zotT.selain itu, ada De- ApBDes dauh Puri x"roa"lil iil?i;.ci;;-1'9;;t"t'rcauo"'j- ke wakil walikota Denpasar'

berapafiledarikomputerKan-besarRpl,03miliarini,esta-nyu,,"fiinge'rl',.'"--u"iit.inlGN|ayaNegara,Agustus20lT
tor Perbekel Dauh Puri Kelod wa enggan berkomentar'Tia pitliyun'n-yung-baik keuada lalu''Oleh Jaya Negara' laporan

,"r*#il?""v.neru," s,] Hitl'f:-"ffr:#i-im:n :tE:,J' l}'t[jtn ii{{i:ff:ini,ffj"ffifi
di antaranya Sp| (Surat Per- "il;K;i;; f b"sti t'lade 

"viiia O"i nl r,O:itili'rdi Desa Dauh langsung melakukan peneru-

tanggungiawaban),SPP[Surati.r-".ii.tt'',yangkinlterpiiihPuriKelodinipertamaka|idi-suran.
Permohonan Pembavaran), menjadi ,negot' -opno 

frii'; il;;lt?;+9;;{s aktiv;' iNvo' Hasilnva' ditemukan adan-

dandokumerr-dokumenlainnyaDenpasar20lg-2oz+aaribiiFmarivaraiu.oilamt<asusini,yaselisihintaraSilpadanuang
mulaitahun20l3sampai 2017,,, DapilDenpasarB"rar.'n"ntitui, ;il;g;;;;;"y"lewen!anSisa yang berada-di tangan Ben-

papar Nengah Astawa. serelah ,"i"r"i ,"tu" p"..riii: ilUi'n f .ngguit"'n. enft"'n dahira Desa Dauh Piri Kelod'

Menurut Astawa, saat rni saan, akan dilakukan tnJi."ic piipi tl[Ei"; nn-l'05'fiirl"' Temuan ini lalu dituangkan

oenVidik pidus Keiari Den- untuk menentuk"n t.rrrn!k"," bugaanpenyelewengtuntut dalam Laporan Hasil Peiner-

basirmasihmemilahdokumen- elakAstawa. 
'b'*' t"tiL" rutiritny" "tttt"itfp" 

iksaan (LHPJ -"fadi' sudah ada

bokumen tersebut. "Berkas- Ya'gpasti, menurutAstawa, il'BD"$;;h^P'"-ti fi"fJunin hasil rdsmi dari Inspektorat

berkas yang tidal< relevan akan dari kerugian neg"." vrng li; z6 iiseuesar np r'ss m-ilt"r ["ii Kou Denpasar"' kata Mardika'

dikembatikan lagi. Jika ditemu- ksir meni:apai np r,Oa,ri,iiii, il;;;;gfl aana yang mislf' Sesuaiketentuanperundang-

kan ditemukan berkas yang sudah ada p"ng..t"ri"n'iJ gfo"Cilt;t*q"nt'niiEtU"["i' undangan'palinglambat2bulan

ada korelasinya dengan t"su! il;il";;h r'.ki;i np_:oo'jul. icrt'riryii" Na-miarta, t"tt' s"n- atau 6-0 ha'ri keria lnspektorat

yang ditangani, barutan rail ffi.;;;';;;;"; P.;|j;i a",r'"i' ain i"u' Keuanqan. wajibmelaporkantemuanterse.

menqaiukan suratpenyrraan ke ICM Wira Namiarta ,n*"g"r- 
--'iirn 

irrntttt tersel'ui, uang bui kepada,penegak hukum

neneadilan,,,laniutmantanjaksa Lalikan sebesa, np e,S'irtr, V'ig tl.ih U.t"da,Ji t"ngail Namun'setelah5birlanberlalu

kejari Gianyar ini.. . . Xliii'f;;"gql nuo l-"ufJiu'rl 'S";"duil"ii O"t'-0""f' b'ii ft"t- ternvata tidak ada tindak laniul

Sambil memenRsa ooKumen Kelod kemb;likan np-r oZ i',L, ii't"U"i"i np 877 juta semen 93n 
lnsRel<toratl{ob Denpasar

vang disita, kata Astawa, penyi- dan Bendahara o"," ouu"n,i,ii i","-Jit""g'h xaui. ti"u"ng"n ,,Karena tidak ada tindak laniut

dikleiaksaanrencananyaak'an Keiod kembalikan np r+ii.ir. ;;;;;;;i 'Rp 102,82'ffi; ;;; dari Inspektorat' maka kam

kembali memanggil beberapa ,,Nah, sisanya. sut<ita. ni ?fr V"i!C.qt3..q1ig 15rU"ft"iii"ftt" berinisiaif melaporkan kasus in

pelabat dari pemkot Denpas'ai ;"'u'ii,i."ritr tami aatarfri iagi, ituticr',l wirS nurnl"tt''ii"nu' ke KeiakaanTinggi Bali"'tandar
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Transaksi Stand PKB Bisa J

Tembus di Atas Rp I 4 Miliar
DENPASAR, NusaBali

Transaksi produk industri keraji-
nan, seperti fesyen, kerajinan perak,
ukiran kayu, funitur, perhiasan dan
lainnya, di arena Pesta Kesenian
Bali (PKB) ke-41 diperkirakan
meningkat. Hal itu mengacu nilai
transaksi yang terus meningkat
dalam setiap ajang. Perkiraan
tersebut mengacu kecenderungan,
peningkatan omset penjualan se-
tiap pelaksanaan PKB.

Yang kedua, jumlah peserta yang
lebih banyak dari PKB tahun 2018.
Kenyataan di lapangan, masyarakat
pengunjung PKB yang antusias,
membludak. Lebih-lebih pada hari
libur. l'Berdasarkan kecenderun-
gan tersebut, semestinya transaksi
produk kerajinan/UKM pada PKB
kali ini di atas Rp 14 miliar," uiar
Kepala Dinas Perdagangan dan
Perindustrian [Disdagprin) Bali I

Putu Astawa, merujuk pencapaian
tahun lalu.

Untuk diketahui, laniut Astawa
pada PKB ke-40 tahun 2018, juntlah
peserta pemeran industri di PKB

mencapai 215. f umlah tersebut
relatif sama dengan tahun-tahun
sebelumnya. Sedangkan traksaksi
rata-rata meningkat sekitar Rp 1

miliar setiap tahun.
Sedang pada PKB kali ini, jumlah

peserta meningkat menjadi 304
orang peserta dan.gratis, tidak
dikenakan sawa stand. "lni karena
Pat Gubernur ( Gubernur I Wayan
Koster) ingih memberikan akses
yang lebih luas kepada pelaku in-
dustri," jelas Astawa. Berdasarkan
indikasi-indikai tersebut, Astawa
optimis transakSi produk industri
di ajang PKB ke -41, melampau
angka Rp 14 miliar. "Sekarang kan
belum dihitung, karena masih ja-
lan," jelasnya.

Pada saat nanti, jelang penutupan
dia berharap total nilai transaksi
kerajinan industri yang dihandle
Provinsi dalam hal ini Disdagprin
akan diketahui. Kata dia, attgka
transaksi itu penting, sellagai salah
satu bahan evaluasi atau progress.
"secara logika nilai transaksi mesti
meningkat," tegasnya. 6 kl7
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Tunggakan PafakABT

Capd Ratusan Iutnl
Dari 32 wajib pajak

ABT, baru 4 yang
menggunakan

water meter.

BANGLI, NusaBali
Sejumlah pengusaha macet

bayar pajak air bawah tanah
(ABT). Imbasnya, tunggakan
pajat ABT mencapai ratusan
juta. Anggota DPRD Bangli so-
roti menumpuknya tunggakan
pajak ABT saat rapat kerja
dengan eksekutifdi gedung de-
wan, Kamis (27/6). Tunggakan
pajakABT ini jadi temuan BPK.

Ketua Komisi I DPRD Bangli,
Satria Yudha mengatakan ban-

yak perusahaan yang meman-
faatkan air bawah tanah yang
nunggak membayar pajak. Ada
juga perusahaan yang belum
tersentuh pajak, padahal sudah
memanfaatkan ABT untuk tu-
juan komersil.'Apalagi belum
semua pengguna ABT atau wa-
jib pajak pasang water meter.
Sehingga besaran pajak yang
harus dibayar tidak sesuai
kenyataan penggunaan," sesal
Satria Yudha.

Menurutnya, banyak poten-
si pajakyang belum tersentuh.
Sejumlah usaha yang peng-
hasilan cukup tinggi tidakkena
pajak. "Meski belum ada izin,
semestinya tetap dikenakan
pajak. Pemerintah bisa menja-
ring dengan dibuatkan NPWD

(Nomor Pokok Wajib Pajak
Daerah," sarannya. Sampai saat
ini dewan belum mendapat
jawaban adakah imbas darr pe-
manfaatan ABT. Ada pengaruh
atau tidak terhadap air permu-
kaan. Satria Yudha meminta
dinas terkait untuk melakukan
pendataan potensi usaha di
Bangli. Setelah ada data baru
diklasifikasi usaha yang patut
dan wajib kena pajak. Sema-
kin banyak potensi pajak bisa
menjadi peluang menambah
pendapatan asli daerah.

Sementara itu, Kepala
Badan Keuangan Pendapatan
dan Aset Daerah (BKPAD)
Bangli, Gede Suryawan men-
gungkapkan wajib pajak dari
ABT sampai saat ini sebanyak
32 wajib pajak. Dari 32 wajib
pajak baru 4 yang menggu-
nakan water meter. "Nanti-
nya semua wajib pajak akan
dilengkapi water meter. Dari
jumlah wajib pajak keban-
yakan pemanfaatan ABT untuk
peternakan," terangnya. Gede
Suryawan mengakui sejumlah
wajib pajak nunggak bayar
pajak. BKPDA sudah melayang-
kan surat teguran dan berkoor-
dinasi dengan Pemprov Bali
selaku yang mengeluarkan
izin. BKPDA Bangli tidak punya
kewenangan mencabut izin
pengusaha yang ngemplang
pajak. "f ika tetap memban-
del pastinya ditindak tegas,"
terangnya. !4 esa
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RAPAT kerja DPRD Bangli
Kamis (2716).

dengan eksekutif di kantor DPRD Bangli,
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keringanan pajak diberikan berbeda dengan
lahan subur: "Keringanan pajak ini dapatdibEri-
kan setelah wajib pajak mengajul<an lieberatan.
Mekanismenya seperti apa, kami sudah pernah
sosialisasikan kepada para perbekel. Oan kami
juga minta kepada masing-masing desa/kelura_
nan agardapat mengumpulkan warganya agar
mengetanul tata cara mel<anisme pengurangan
pajaK'ungkap sWarta.

_ 
Masih kata Sugiarta, sejauh ini sudah

ada permohonan keberatan yang masuk
sebanyak 112 permohonan, Oai.i juirtatr itu,
90 permohonan keberatan sudah'mendapai
keringanan pajak dengan prosentase 40
persen,- 90 persen. "sisanya masih dalam
proses, karena ini masih perlu verifikasi lebih
lanjut. Karena dalam verifikasi itu kami juga

Nomor 15 Tahun 2019, yang memberi kerin-
ganan akibat kenaikan pajak lebih digencar-
kan lagi. Sehingga tidai< ida lagi ker:esahan
masyarakat terhadap penyesuaian tarif Nf 0p
Karena, pemerintah sudah memberikan solusi
dengan mengakomudir keberatan atas ke-
naikan pajak. "Kami juga perlu mendapatkan
laporan rutin, berapa SPPT yang mengalami
kenaikan atau penurunan, termlsuk berapa
banyak yang mendapat keringanan," katanya.

Sebelumnya, gelombang protes atas
kenaikan PBB P2 terus bergulir. Terakhin
tokoh masyarakat Desa Anfuran, Kecamatan
Buleleng mendatangi Gedung DPRD Buleleng.
Mereka menyebut, kenaikan PBB kati ini
dianggap kenaikan gila, karena kenaikannya
sangat tinggi.6 k19

mengecek bukti-bukti kemampuan keuangan
wajib pajak Misalnya kemampuan memb{rar
telepon, membayar air dan lainnya," jelasnya.

Lebih lanjut, Sugiarta menegaikan, aengan
penyesuaian tarifNilai fuat Obyek pajak (NIOp),
tidak semua obyek pafak merigalamit<eniit<afr
paiak Sehingga bag WPyangtidak mengalami
Kenalkan atau kenaikan tidak terlalu tinggi,
sudah melunasi kewajibannya. Sugarta ji[a
memDentan data, dimana dari 202.113 SppT
(surat pemberitahuan pajak terhuang)

yang sudah diedarkan 42,252 lenibar su-
dah pef unasan dengan nilai Rp 4 .91,5.017 .457 ,
atau sebes-ar 12,35 persen dari target pBB
tahun 2019 sebesar Rp 24 miliar.

Wakil Ketua DPRd Ketut Susila Umbara
meminta agar sosialisasi terhadap perbup

KenaikanPBB
Dikurangi.
Hinggag0 Persen

Pemkab Buleleng akhirnya mau menyikapi
gelombang protes dari sejumlah wajib

pajakatas kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan [pBB pZ). U-etatui
Peraturan Bupati [PerbupJ Nomor 15 tahun
2019, keberatan tersebut dapat diakomudir
dengan pengurangan pajik sebesar 40
persen - 90 persen dari nilai kenaikan. Hanva
saja, pemberian pengurangan pajak tersebut
rnasih selektif.

Hal tersebut terungkap dalam rapat deng-
ar pendapat Komisi III DpRD Buleleng denga"n
Badan Keuangan Daerah (BKD) Ka-bupjten
Buleleng Rabu [12l6J, di GidungOfRO'tule-

l:.rp.lllr. Vergran Singaraja. Rapat dipimpin
Wakil Ketua DPRD Kerut Susila Umbaia. 

'

Menyikapi gelombang protes kenaikan
PBB P2 itu, Kepala BKD Buleleng Gede Sugra-
rta Widiada mengatakan, penguiangan pajak
4U persen - 90 persen dari nilai kenaikan
dapat diberikan setelah dilakukan verifikasi
terhadap subjek dan objek pajak Disebutkan,
untuk subjek pajak memperhatikan kemam-
puan wajib pajak [WP) membayar pajak,
seperti petani, pensiunan pengawai dan
pengusaha. "Kalau petani dan pensiunan bisa
rnendapat keringanan dari nilai kenaikan
pajak sampai 50 persen. Tentu ini berbeda
bagi pengusaha,,' katanya.

Sedangkan menyangkut objek paja( Sugra-
rta menjelasl<an, keringanan pajak dapat diberi-
kan dengan memperhatikan kondisi lahan dan
bangunan. Terhadap lahan kritis, prosentase

Ed isi ._l1j-, Pe
q
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Pemohon Santunan Penunggu Pasienu

Tembus I ,33zHinggaMei 20lg
MANGUPURA, NusaBali

Pemohon santunan penung-
gu pasien tembus 1.332 orang
pada periode fanuari-Mei
2019. Pemkab Badung juga
telah mencairkan santunan
tersebut dengan nilai total ang-
garan mencapai Rp 1,9 miliar.

"Dari data kami, tahun 20i.8
lalu mencairkan Rp 5,9 miliar
lebih dari 3.816 p6rmohonan.
Sementara di 2079 hingga
bulan Mei, sudah mencairkan
Rp 1.,9 miliar dengan 1.332
permohonan," ungkap Kepa-
la Dinas Sosial Kabupaten
Badung Ketr,rt Sudarsana saat
dihubungi, Rabu (1216).

Menurut Sudarsana, sejauh
ini program yang dicanangkan
seiak era Bupati Badung I Ny-
oman Giri Prasta berjalan tanpa
kendala. Bahkan, permohonin
yang masuk ke Dinas Sosial
langsung ditindaklanjuti. Bila
persyaratannya lengkap maka
akan langsung cair, "Tidak ada
yang belum cai4 begitu SPJ-nya
lengkap langsung bisa kami cair-

kan di BPI(AD, Sampai saat ini
belum ada yang tidak dicairkan
sepanjang memenuhi syarat,
pasti cair;' tegasnya.

_ Mengenai persyaratan
bantuan santunan penunggu
pasien ini, berkas diajukan
kepada Bupati Badung den-
gan melampirkan beberapa
persyaratan berupa E-KTp,
Kartu Keluarga (KK) Badung,
Kartu Badung Sehat IKBS), dan
Surat Keterdngan Rawat Inap.
Namun, bila penunggu tidak
masuk dalam KK pasien. maka
dilampirkan surat kuasa yang
ditandatangani pasien. Kemu-
dian, bila penunggu masih di
bawah umurdan belum memi-
liki KTP, bisa digantikan den-
gan surat keterangan domisili
dari perbekel setempat.

Perlu diperhatikan iuga
jangka waktu pengajuannya
maksimal 30 hari setelah kel-
uar dari rumah sakit. Jika lewat
dari 30 hari, maka otomatis
pengajuan tidak akan diterima.

Sudarsana yang notabene

mantan Kepala BLH Badung,
itu menambahkan program
santunan penunggu pasien ini
menjadi salah satu prioritas.
"Program santunan penunggu
pasien masuk program priori-
tas, sebab merupakan program
stretagisi' tandasnya,

Perincian santunan penung-
gu pasien berupa uang makan
sebesar Rp 50 ribu per hari,
uang transport Rp 50 per hari,
dan uang saku Rp 100 ribu per
hari. Dengan demikian, dalam
sehari total Rp 200 ribu. "Tapi
santunan tetap dibatasi paling
banyak sebesar Rp 5 juta dan
hanya diberikan sekali selama
setahun," kata Sudarsana.

Seperti diketahui, santunan
penunggu pasien ini telah ber.
laku sejak 18 Agustus 2017lalu
dan telah tertuang dalam Pera-
turan Bupati (Perbup) Badung
Nomor 45 Tahun 2017. Adapun
besaran tersebut merujuk
pada Perbup 64 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian
Bansos. 6 asa
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Masa Jabatan Anggota Dewan Badung Tinggal Dua Bulan

Disinggung alotnya pem-
bahasan RDTR Badung Utara,
politisi Partai Golkar ini men-
gaku pembahasan RDTR ini
berkaitan dengan lintas instan-
si, bahkan sangat terkait den-
gan pemerintah pusat, provinsi,
dan kabupaten. Di pusat saja,
urusan RDTR dibidangi oleh
12 kementerian yang saling
berkaitan. "Sebetulnya sudah
pernah beberapa kali pemba-
hasan. Tapi, karena masing-
masing punya kewenangan
sendiri-sendiri, sehingga ini
cukup sulit. Kesulitan ini lah
yang membuat kita tidak bisa
ditarget," tutur Suyasa.

Walau demikian, pihaknya
akan tetap berupaya agar
RDTR Badung bisa selesai.
"Kapan targetnya, tentu kami
tidak bisa Ipastikan). Ka-
rena Perda RDTR ini tidak

sama seperti perda-perda
yang lain. Kalau perda lain
umurnya paling lima tahun.
Sementara, kalau Perda RDTR
ini umurnya bisa 25 tahun
masih berlaku," ucapnya.

Sementara, dalam bebera-
pa kesempatan, Ketua DPRD
Badung I Putu Parwata menar-
getkan RDTR Kecamatan Kuta
dan RDTR Kecamatan Kuta
Utara masuk prioritas untuk
disahkan sebelum berakhirnya
masa jabatan anggota DPRD
Badung periode 2014-2019.
"Yang kami kejar saat ini adalah
Perda Pertanian, Perda Desa
Adat, Perda Parki4, dan Perda
Disabilitas. Sementara perda
tahun sebelumnya yang kami
harapkan juga tuntas tahun ini
adalah Perda RDTR di masing-
masing kecamatan," kata Par-
wata.6 asa

RDTR Badung Utara
Terancam Tak Bisa Selesai
MANGUPURA, NusaBali

Rencana Detail Tata Ru-
ang (RDTR) Badung Utara
yang meliputi tiga kecamatan,
Mengwi, Abiansemal, dan
Petang, terancam tidak bisa
selesai hingga berakhirnya
masa jabatan anggota DPRD
Badung periode 2074-2079
pada 4 Agustus 2019. Sebab,
hingga saat ini masih dalam
proses pembahasan di ting-
kat Panitia Khusus fPansus)
DPRD Badung.

Ketua Pansus RDTR Badung
Utara I Wayan Suyasa, mengakui
pembahasan RDTR tergolong
pelik, sehingga tidak mudah
menyelesaikan pembahasan
di tingkat pansus. Karenanya
dia pesimistis RDTR Badung
Utara meliputi RDTR Kecamatan
Mengwi, RDTR Kecamatan Abi-
ansemal, dan RDTR Kecamatan
Petang selesai tahun ini.

"Kalau RDTR Badung Se-
latan sudah rampung. Malah,
RDTR Kecamatan Kuta Selatan
sudah disahkan. Sedangkan,
RDTR Kecamatan Kuta dan
RDTR Kecamatan Kuta Utara,
juga sudah rampung tinggal
pengesahani' kata Suyasa, Rabu
(r216).

"fadi, untuk dua ini [Ran-
perda RDTR Kecamatan Kuta
dan RDTR Kecamatan Kuta Ut-
ara) bisa dituntaskan sebelum
masa jabatan kami berakhir
Agustus ini. Sekarang ting-
gal menunggu jadwal sidang
saja," imbuhnya.

b DoK NUSABALI

I Putu Parwata
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Tahun Ini Bupati '/
Tabanan Bakal Naik
Mobil Dinas Alphard

Dewa Ayu Sri Budiarti

TABANAN, NusaBali
Di tengah keterbatasan ang-

garan daerah, justru tahun
2019 Bupati Tabanan akan
dibelikan mobil dinas baru
berupa Toyota Alphard. Saat
ini belanja kendaraan tersebut
sudah masuk daftar lelang di
Layanan Pengadaan Secara
Elektronik ILPSE) Pemerintah
Kabupaten Tabanan dengan
pagu Rp 1.943.350.000.

Sesuai daftar lelang di LPSE
Tabanan, pengadaan tersebut
masuk nama paket Belanja
Modal Peralatan dan Mesin-
Pengadaan Kendaraan Dinas

Bermotor Perorangan. Pagu
yang bersumber dari APBD itu
mencapai Rp 1.943.350.000
dan nilal,harga perkiraan send-
iri (HPS) Rp 1.853.600.000.
Proses lelang tersebut batas
pendaftarannya sampai 17
luni 2019.

Kepala Badan Keuangan
'Daerah (Bakeuda) Tabanan
Dewa Ayu Sri Budiarti ketika
dikonfirmasi membenarkan'
bahwa tahun 2019 melaku-
kan pengadaan mobil dinas.
Kendaraan itu diperuntukkan
pimpinan. "lya benar lelang
kendaraan dinas untuk Bupati,
kalau Wakil Bupati sudah ada,"
ujarnya, Rabu (1216).

Dikatakan pengadaan kend-
araan dinas ini untuk menun-
jang operasional kedinasan.
Karena sekarang ini Bupati
Tabanan tidak memiliki kenda-
raan dinas. "Kalau sebelumnya
beliau menggunakan kend-a-
raan pribadi," katanya.

Sementara itu disinggung
anggaran yang diplotkan untuk
belanja kendaraan sebesar Rp
1,9 miliar, Budiarti menjelas-
kan bahwa itu baru anggaran
pagu belum ada pemenang. '
"ltu baru pagu, kita belum
bisa menentukan sekarang
angka pasti karena belum ada
pemenang," tandasnya. 6 des
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Bupati Giri Prasta Serahkan 565 Bantuan Rumah Layak Huniv
MANGUPURA, NusaBali

Bupati Badung I NYoman. Giri
Pmsta menverahlGn clana ban-
tuan rumah layak huni (BRLH)
kepada 565 warga. PenYerahan
bantuan sebesar RP 55 juta ke-
pada masing-masing Penenma,
dilalarkan secara simbolis diWan-
tilan Desa Punggul, Kecamatan
Abiansemal, Rabu (19l6J.

Kadis Perumahan Rakyatdan
Kawasan Pemukiman Badung
AA Bayu Kumara mengatakan,
BRLH merupakan salah satu
misi Bupati Badung Yaitu men-
inqkatkan daya saing melalul
oeiinskatan SDM dan infras-
truktrir daerah. Program ini
selalan dengan agenda men-
untaskaD masyaral(at miskin,
memberdayakan masyarakat
belpenqhasilan rendah

'tPro-qrrm ini mulai digulir-
kan seiSk 2016 dan tahun ini
memasuki tahun ketiga. lumlah

pemohon bantuan sebanyak
6.846 KK. Setelah verifikasi,
yang layak mendapat bantuan
sebanyak 2.180 KK," ungkap
Bayu Kumara.

"Sejauh ini yang sudah men'
dapat bantuan sebanyak 775 KK
dengan jumlah dana Rp 42,185
miliar. Untul< uhun ini dibantr,
565 KK dengan nilai RP 31,75
miliar. ladi BRLH hingga tahun
2019 sebanyak 1.332 KK," im-
buhnya.

Mengenai kriteria calon
peneritna BRLH, lanjut BaYu
kumara, yakni harus KK warga
Badung, memiliki atau men-
guasai tanah dengan legalitas
dan tidak dalam sengketa, be-
lum memiliki rumah-atau tne-
miliki atau menempati runtah
satu-satunva dengan kondisi
tidak layakhuni, belum Pernah
memoerolah bantuan rumah
dari pemerintah, berPenqhasr-

lan paling banyak senilai uPah
minimun daerah. "Yang paling
penting itu adalah harus warga
asli Badung," tegasnya.

Sementara Bupati Giri Prasta
menekankan agar pembangu-
nan rumah layak huni dilakukan
secara gotong royong dan ben-
tuknya juga seragam, dileng-
kapi dua kamar tidu4 satu ruang
tamu, kamar mandi, dan daPur.
"Sava haraDl<an bantuan ini
dimanfaatkin dengan bai( ke
depan juga akan diberi bantuan
usaha ekonomi produktif [UEPJ
untuk meningkatkan usaha dan
ekonomi masyarakat," uiarnYa

Buoati Giri Prasta menam-
bahkah, bantuan ini meruPakan
pelaksanaan Pola Pembangunan
Nasional Semesta Berencana
IPPNSB] Kabupaten Badung
Selain BRLH akan berlanjut ke
bantuan bedah warung dan

BUPATI Badung I Nyoman Giri Prasta menyerahkan 565 bantuan rumah

layak huni di Wintilan Desa Punggul, Kecamatan Abiansemal, Rabu (19/6)'

bedah WC. 6, asa
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I nPnD Perubahan20lgJ
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Terancam Dirasionalisasi
* Perlu Dana RP 29

Jaminan BPJS

SINGARAJA, NusaBali
Pemkab Buleleng kini

tengah membutuhkan dana
sekitar Rp 29 miliaq, guna
memenuhi kewajiban meng-
cover seluruh warga Buleleng
dalam program Program Uni-
versal Heaith Coverage (UHC)

100 persen. Dana sebesar
itu harus dialokasikan dalam
APBD Perubahan 2019 Yang
segera diajukan ke Lembaga
DPRD Buleleng. Saat ini, Tim
Anggaran Pemerintah Daerah
(TAPD) Pemkab Buleleng ten-
gah menggali sumber-sumber
keuangan guna menutuP keP-
erluan dana UHC tersebut.

Dalam pemenuhan UHC
100 persen dengan jumlah
penduduk yang tercatat se-
banyak 818.289 jiwa, kebutu-
han dana selama ini ditang-
gung bersama antara Pemkab
Buleleng dengan PemProv
Bali. Pemkab Buleleng men-
dapatjatah sebesar RP 42,8
milia! sedangkan PemProv
Bali sebesar Rp 44,5 miliar.
Nah untuk Pemkab Buleleng,
dalam APBD Induk 201,9
hanya mengalokasikan dana
sebesar Rp 14,3 miliar. Se-

dangkan Pemprov Bali, sudah
mengalokasikan dana secara
penuh di APBD Induk 2019.

Nah, kekurangan dana dari
Kabupaten sebesar RP 28,5
miliar, kini harus terPenuhi di
APBD Perubahan 2019. Selain

Miliar Tutup Uang

memenuhi kekurangan dana
tersebut, Pemkab Buleleng
iuga harus menambah dana
ie"kitat Rp 1,2 miliar; karena
masih ada tambahan warga
yang mesti ditanggung se-

banyak 19.807 i\wa atau 2,42
persen dari total iumlah Pen-
duduk. Sehingga kebutuhan
dana keseluruhan Yang mesti
disiapkan dalam APBD Peru-
bahan 2019 nanti sebesar RP

29,6 miliar.
Wakil BuPati Buleleng, NY-

oman Sutjidra yang ditemui
Senin (24/6) mengakui kebu-
tuhan dana dalam Program
UHC yang disiaPkan dalam
APBD Perubahan sebesar RP

29,6 miliar. Namun Sutjidra
belum dapat memastikan
apakah nanti akan ada rasion-
alisasi anggaran atau tidak'
"Saya rasa belum, karena dari
hitungan sementara, angkan-
ya sudah didapat oleh BKD
dan Bappeda Litbang. Dan ini
luga atas petunjuk dari Pak
Bupati," terangnya.

Menurut Sutjidra, uPaYa
memenuhi kebutuhan dana
sebesar Rp 29,6 Miliar itu
sebagai bentuk komitmen
Pemkab Buleleng dalam mel-
aksanakan program UHC di
tahun 2019. Sehingga nantin-
ya, tidak ada lagi persoalan
warga yang sudah ber KTP
Buleleng kesulitan mendaPat
layanan kesehatan. 6 k19
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Klun$ungPutihrkd
PiutangRp l,OM

Dari segi kebijakan
akuntansi, jelas

Bupati, piutang ini
akan menunggu

lama maka hingga
menjadi angka

penganggu.

SEMARAPURA. NusaBali
Bupati Klungkung I Nyoman

Suwirta akan memutihkan
atau_ menghapuskan piutang
untuk klaim kesehatan terha-
dap pengungsi erupsi Gunung
Agung, di RSUD Klungkung, Rp
1,6 miliar lebih. "secara aruran
memungkinkan, ini demi rasa
kemanusiaan kepada saudara
kita di Karangasem," ujar Bu-
pati Suwirta, Selasa (26/6).

Dari segi kebijakan akun-
tansi, jelas Bupati, piutang ini
akan menunggu lama maka
hingga menjadi angka pen-

ganggu. Bupati akan mem-
bahas untuk memutihkan
klaim piutang ini. "Saya minta
kepada dokter dan tenaga
medis di RSUD untuk mengik-
laskan sekian persen unluk
jaspelnya sekian persen ini.
Setelah itu saya baru men-
gambil keputusan," ujarnya.
Dia mengaku sudah menu-
gaskan Sekda Klungkung
Gede Putu Winastra untuk
mengkaji pemutihan ini.

Dikonfirmasi terpisah, Di-

rektur RSUD Klungkung dr
Nyoman Kesuma mengatakan,
terkait penghapusan itu, dari
sisi aturan keuangan me-
mungkinkan dilakukan sepan-
jang sesuai prosedur. Seperti
penagihan, namun tetap juga
tidak bisa terbayarkan, atau
ada alasan tertentu yang bisa
diajukan RS ke bupiti Intuk
penghapusan piutang

Prosedur sudah dilalui seo-
erti bersurat ke Dinsos Baii,
ternyata itu menjadi wewenang

BNPB Bali, sehingga bersuratke
sana. BNPB Bali mengungkap-
kan dari Rp L,6 miliar itu bisa
dibayarkan hanya Rp 78 juta. Si-
sanya akan dibayarkan Pemkab
Karangasem. "Rp 78 juta su-
dah ditransfer ke RSUD Klung-
kung oleh BPBD Karangasem.
Sisanya diusahakan bisa dilu-
nasi tahun ini. Pemkab Karan-
gasem masih berkoordinasi
dengan Provinsi Bali untuk
mencari celah pembayaran,"
ujarnya. 6 wan
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nya membahayakan, terutama di
musim hujan.

Bukan hanya pohon aren ka-
tanya, pohon lainnya juga mem-
bahayakan jika usianya telah tua
dan posisinya condong ke jalan
raya atau ke rumah penduduk.
"Lebih baik korbannya pohon ittr
dari pada menimbulkan risiko.
Kan lebih baik ditebang, bisa
digunakan bahan bangunan atau
kayu bakar dari pada dibiarkan
roboh sesuai keyakinan tidak lagi
bisa digunakan bahan bangunan"
katanya.

Usai melakukan penanganan
pohon aren berlanjut menangani
tanah longsor yang menimpa
setengah badan jalan di Banjar
JuukLegi, Desa DudaTimur. Seten-
gah badan jalan yang terganggu
akibat .longsor menghubungkan
Banjar Pesangkan; menuju Banjar
fuuk Legi, Desa Duda Timur.

Longsor terjadi pukul 08.00
Wita, dilaporkan Kelian Banjar

Juuk Legi I Gede Tamtawi, ke-
pada Perbekel Duda Timur I Gede
Pawana. Laporan itu kemudian
diteruskan ke TRC BPBD Karan-
gasem. Saat melakukan penan-
ganan longsoa TRC BPBD juga
melibatkan petugas dari Dinas
PUPR Karangasem, relawan Pas-
ebaya Agung, relawan Destana,
dan warga masyarakat.

"Kami merasa terbantu dengan
adanya relawan, dan bantuan
masyarakat. Di sinilah pentingnya
kerjasama bersinergi," lanjut IB
KetutArimbawa.

Perbekel Duda Timur yang juga
Ketua Pasebaya Agung Karangas-
em I Gede Pawana mengaku siap
membantu pemerintah, bidang
mitigasi bencana. "lkmi telah dua
tahun memimpin Pasebaya Agung
selalu bersinergi dengan pemer-
intah mengedukasi masyarakat
bidang kebencanaan Gunung
Agung, tanah longsor dan pohon
tumbangJ' jelasnya. k16
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B P B D_Karlngas gm T*Smi v
Pohon Tumbang den Longsor

AMLAPUM, NusaBali
TRC BPBD (Tim Reaksi Cepat

Badan Penanggulangan Bencana
Daerah) Karangasem menangani
pohon aren yang tumbang dan
tanah longsor bersama relawan
Pasebaya Agung relawan Destana,
Dinas PUPR dan warga. Penanga-
nan pertama pohon aren tumbang I

di Banjar Wates Kaja, Desa Duda'
Timur; Kecamatan Selat, Karan-
gasem, Sabtu (15/6) pukul 07.30
Wita. Berlanjut penanganan tanah
longsor di Banjar fuuk Legi, Desa
Duda Timur. 

I

Pohon aren yang tumbang,
tinggi 15 metet diameter 45 cm
melintang di jalan desa dilaporkan
Kelian Banjar Wates Kaja I Putu
Pujana, kepada Perbekel Duda
Timur I Gede Pawana, Selanjutnya '

I Gede Pawana melaporkan ke TRC
BPBD Karangasem,

TRC BPBD yang dikoordinasi-
kan Kepala Pelaksana BPBD Ka-
rangasem, Ida Bagus Ketut Arim-
bawa melakukan penanganan
dengan membawa tiga chainsaw.
digunakan memotong batang po- '

hon aren yang berusia tua. Penan-
ganan itu dibantu relawan, Kelian ,

Banjar Wates Kaja I Putu Pujana, '

dan warga masJrarakat setempat.
Pohon aren yang roboh itu,

diperkirakan berusia sekitar 40
tahun bagian akarnya telah kero-
pos. "Pohon aren biasanya rawan i
roboh, batangnya besar dan berat, '

sedangkan akarnya sebagai pe- 
'

nyangga cepat keropos," jelas Ida j

Bagus KetutArimbawa. I

IB Ketut Arimbawa mengin-
gatkan jika memiliki pohon aren ;

telah berusia cukup tua sebaiknya
ditebang. Se ab, keberadaan-

BPBD bersama relawan tangani pohon aren tumbang di Banjar Wates Kaja,
Desa Duda Timur, Kecamatan Selat, Karangasem, Sabtu(15/6).

Mng4u,

{1{}}
. r'.'^-)i..(;i'i', .

*iitm#ii'
\i#i,

E

w I
i..
_ .st-



Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPI( Rl Perwal<itan Provinsi Bali

Bupati Giri Prasta Serahkan

Hibah Rp 1,9 Mitiar
MANGUPURA, NusaBali

Bupati Badung I Nyoman
Giri Prastd menyerahkan
dana hibah sebesar Rp 1,9
miliar saat menghadiri rang-
kaian Karya Pitra Yadnya
Pranawa Bhuwana Kosa
Manusa Yadnya lan Atma
Wedana Maligia Punggel,
Desa Adat Pecatu tahun 2019
pada Anggara Paing Tulu,
Selasa (11/6).

Bupati Giri Prasta hadir
bersama Wakil Bupati I Ketut
Suiasa, Sekda Badung Adi
Arnawa, Wakil Ketua DPRD
Badung I Nyoman Kariyana.
Dana hibah sebesar Rp 1,9

miliar untuk pelaksanaan
karya Pitra Yadnya diterima
Ketua Panitia I Wayan Teja
didampingi Bendesa Adat
Pecatu I Made Sumerta.

Bendesa Adat Pecatu I Made
Sumerta, menyatakan karya
Pitra Yadnya ini merupakan
kegiatan yang dilaksanakan
setiap tiga tahun sekali. Tahun
ini sebanyak 290 peserta yang
ikut prosesi Pitra Yadnya. Se-
dangkan nyekah atau atma
wedana diikuti sebanyak 297,
mapetik atau ngangkit diikuti
353, dan matatah diikuti se-
banyak 105 krama.

"Puncak acara akan dilak-

sanakan pada Wraspati Wage
Tolu, Kamis (1,3/6). Kemu-
dian prosesi ngangkid dan
mapetik akan dilaksanakan
pada 16 f uni serta matatah
pada 1,7 f uni," ujarnya.

Dikatakannya, pendan-
aan karya Pitra Yadnya se-
lain didukung oleh LPD Desa
Pecatu melalui Iuran Dana
(lda) Ngaben, juga bersumber
dari dana desa dan bantuan
dari Pemkab Badung. "Selain
dari program Ida Ngaben
LPD sebesar Rp 540 juta,
ada juga sumbangan dari
APBDes sebesar Rp 150 juta.
Sedangkan dari dana sosial

LPD sebesar Rp 200 juta, pu-
nia LPD sebesar Rp 172 juta,
dana dari Pemkab Badung
sebesar Rp 1,9 miliar, dan
punia dari sejumlah pihak,"
kata Sumerta.

Sementara Bupati Giri
Prasta mengemukakan Pitra

, Yadnya harus terus digerak-
'kan dan dimunculkan dengan
satu konsep yaitu gotong
royong. Pemerintah Kabupat-
en Badungtentu tidak tutup
mata dalam kegiatan seperti
itu, dan turut serta membantu
krama. "lni merupakan salah
satu cara untuk meringankan
beban krama," ujarnya. 6 dar
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FestivalYeh Gangga r
SedotDanaRp I Miliar

TABANAN, NusaBali
Dinas Pariwisata Kabu-

paten Tabanan bekeria sama
dengan Desa Adat Yeh Gang-
ga akan menggelar Festival
Yeh Gangga. Festival yang
kedua kalinya digelar kali
ini digelontor dana sebesar
Rp 1 miliar. Festival ren-
cananya diselenggarakan
selama dua hali pada22 - 23
Iuni 2019.

Kepala Dinas Pariwisa-
ta Tabanan I Made Yasa
menjelaskan susunan acara
festival tengah dirancang
oleh panitia Desa Adat Yeh
Gangga, Desa Sudimara, Ke-
camatan Tabanan. r'Tengah
disusun, sebelum audiensi
ke pimpinan," ujarnya, Se-
Iasa (11l6).

Menurut Yasa, pada Festi-
val Yeh Gangga II ini Pemkab
Tabanan bekerjasama den-
gan Desa Adat Yeh Gangga.
Segala susunan acara dan
kreativitas diserahkan ke
pihak desa adat. Termasuk
anggaran Rp 1 miliar ber-
sumber dari BKK Badung
diserahkan ke desa adaL.
"Artinya kami (pemkabJ ti-
dak kaku, silakan desa adat
yang mengemas," imbuhnya.

_ Namun Yasa mengharap-
kan acara yang dibuat agar
langsung bersentuhan den-
gan masyarakat. Dapat men-
gangkat keberadaan objek,
mengenalkan kuliner laut
yang ada di Yeh Gangga sep-
erti lobster, pindang, dan
ikan. "lni juga belum audiensi
dengan pimpinan, mungkin
ada tambahan acara. Yang
jelas kami ingin kenalkan
potensi yang ada di Pantai
Yeh Gangga," tegasnya.

Saat festival digelar nanti,
Yasa tidak mematok target
kunjungan. Karena wisata di
Yeh Gangga masih tergolong

embrio. Makanya dibuat
festival ini untuk membantu
memperkenalkan dan men-
gangkat potensi setempat,
"Belum bisa kami patok
Itingkat kunjungan, Red),
masih Lraru ya itu," tuturnya.

Narnun Yasa menambah-
kan sejatinya di Pantai Yeh
Gangga ada beberapa ka.
wasan yang bisa dikembang-
kan. Contohnya tebing batu
bolong bisa dijadikan tempat
selfie serta dibuat beberapa
stand kuliner khas Yeh Gang-
ga. "Ya perlahan dulu, sama-
sama saling mendukung,"
tandasnya. 6 des
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Sikapi Temuan BPK Rl

SINCARAJA" NusaBali

DPRD Minta Aksi Nyara Pemkab
^ Dl\D B.uleleng meminta aksi nyata
Pernl<.ab Buleleng untuk menindaklaniuti
ternuan BPK RI atas laporan pertang-
gungaiawaban APBD 2018. Kareria
tenruarr BPI( itu wajib ditindaklaniuti
dalam waktu 60 har.i seiak laporan hasil
perneriksaan (LHPJ BPK RI diterima.

Hal itu terungkap dalam rapat
par"ipurna dengan agenda Pemandangan
Fraksi-Fraksi DPRD Buleleng atas LHp
BPI( RI dan sejumlah Ranpeida Selasa
(^U/6) pagr di Gedung DPRD Buleleng.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Gede Supri-
atna, dihadiri Wakil Bupati Buleleng dr
\yoman Sutiidra, Sekda Buleleng Dewa
Ketut Puspaka, serta pimpinan SXpO
lingkup Pemkab Buleleng.

Usai rapat paripurna, Ketua DpRD Su-
priatna mengatakan, pihaknya meminta
agar_ eksekutif menyampaikan langkah-
langkah kongkrit yang diambil mlnyi-

kapi beberapa temuan BpK Rl atas ApBD
201B. "Kami sebagai lembaga pengawas,
memrnta.seperti apa langkah yang di-
ambil oleh Pemerintah Dairah t-erhidan
catatan-catatan yang disampaikan oleit
BPK Ini_wajib disikapi oleh pemerintah
oaeran, jangan sampai menjadi caL?tan
lagr di kemudian hari," katanya.

Untuk diketahui, BpK RI mernberikan
sejumlah catatan sebagai temuan atas
audit APBD 2018. Bpk menemul<an.
berdasarkan Surat Pemberitahuan paiak
Daerah (SPTPDJ dan Tanda DaftarUsjha
Pariwisata ODUPJ, dari 64"1 horel yang
semestinya dipungut pajak, seba,ryi| Zd
hotel tidak dipungut pajak karenabelum
ditetapkan sebagai WB sehingga hotel
tersebut tidak memiliki Nomoi pokok
Wajib PajakDaerah (NpWpD). Kondisi
yang sama juga teriadi di pajak restoran.
Dari 424 restoran, 13 restoran belum
ditetapkan sebagai Wp sehingga pa-

jaknya tidak bisa dipungur, karena tidak
memiliki Nomor Pokok Waiib paiak Dae-
rah (NPWPDI. Akibat pajak yang hdak
dipungut dari 29 hotel'din 13 relstorarr
tersebut, berpengaruh pada target pen_
dapatan Asli Daerah. Disebutkan, Grget
PAD padatahun 2018 ditetapl<an sebe;ar
Rp 37 6.3 65.7 27.547, namun realisasinva
hanya sebesar Rp 335.555.493.3 92,aau
!!,_6 per3en. Melesetnya capaian terget
PAD, juga dipengaruhi-oleh'tidak int6n-
sipnya penagihan piutang pajak daerah,

Terbuki piutang paja[daerah menin-
gkat dari sebesa r Rp 71.068.387 .425,73
menjadi Rp 75.992.872.760,77 arau rerja-
di kenaikan sebesar Rp 4.924.485.335,b4
atau 6,93 persen. Tercatat, tunggakan
paling tinggi dari piutang pBB sebesar
Rp 7.1.369.360.639,64, kemudian piutang
pajakhotel Rp 2.196.286.663,I4 dan piul
tang paiak restoran Rp 1..495.847 .03ci,93,
dan piutang pajak air tanah sebesar Rp

805.064. I 60.
Sekda Buleleng Dewa Ketut puspaka

mehegaskan, pihaknya sudah meny-
iapkan langkah-langkah dalam menin-
daklanjuti temuan BPK RI tersebut.
"Namsi sudah kami buag termasuk juga
aksinya seperti apa sudah kami siapkan,
tinggal nanti menerapkan saja. Dan nanti
kami akan sampaikan kepada lembaga
dewan iuga," katanya.

Menurutnya, semua catatan dari
hasil temuan BPK RI akan ditindaklan-
juti seperti tahun-tahun sebelumnya.
Sefringga, BPK RI sangat menghargapi
sikap Pemkab Buleleng dalam menin-
daldanjuti catatan-catatan dari BPK RI
tersebut. "Karena kami tahu resiko-resiko
mana kala tidak menindaklaniuti catatan
dari LHP BPK RI itu. Makanya i<ami selalu
merespon cepat catatan BPK RI itu, dan
kami sampaikan dan juga melaksanakan,"
tandasnya.6 k19
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Wargafulturan Protes Kenaikan pBB
SINGARAIA, NusaBali

Gelombang protes atas ke-
naikan pajak bumi dan bangu-
nan perdesaan dan perkotaan
(PBB P2) kembali terjadi. Kali
ini, sejumlah tokoh masyarakat
Desa Anturan, Kecamatan
Buleleng, Buleleng, menyuara-
kan protes dengan mendatangi
Gedung DPRD Buleleng, Selasa
[1 r/6) siang.

Tokoh masyarakat Anturan
itu, antara lain Perbekel An-
turan I Made Budi Arsana,
Bendesa Pakraman Anturan
Ketut Mangku, Ketua Kertha
Desa Pakraman Anturan Made
Suwinaya, dan krama Ketut
Supadra. Kehadiran mereka
diterima Wakil Ketua DPRD
Buleleng Ketut Susila Umbara
bersama sejumlah anggota
Komisi III DPRD.

Dalam pertemuan itu,
tokoh masyarkat Anturan
menyatakan kenaikan PBB
PZ tersebut telah meresahkan
masyarakat. Disamping itu,
tidak pernah ada sosialisasi

-1

Hal senada juga disam-
paikan oleh Bendesa Pakra-
man Anturan Ketut Mangku.

miliki lahan yang sebelumnya
hanya membayar Rp .300.000,
kini harus membayar sebesar
Rp1,3 juta. "Saya sempat panen
jagung mendapat Rp 300.000,
sekarang pajak naik, kan minus
penghasilan saya. Intinya agar
pajakyang besar ini dapat ditu-
runkan, minimal sama dengan
tahun tahun lalu," katanYa.

Anggota Komisi III Putu
Tirtha Adnyana melihat Per-
soalan ini sebagai masalah
yang serius. Dia pun mem-
inta kepada pimpinan DPRD
untuk merekomendasikan
agar Badan Keuangan Daer-
ah (BKD) Buleleng menunda
pemungutan PBB di tahun
2019, walaupun akan ber-
pengaruh dari sisi PAD Bule-
leng. Dia khawatir kenaikan
tarif PBB yang signifikan ini
akan menimbulkan gejolak,
karena keberatan ini mung-
kin dirasakan oleh seluruh
wajib pajak di kabuPaten
Buleleng. "PAD berkurang
kalau ditunda, itulah resiko

dan kenaikan PBB kali ini
merupakan kenaikan paling
gila. Ketut Supandra men-
gaku, dulunya hanya mem-
bayar PBB Rp 151.000 untuk
sebidang tanah kering yang
tidak menghasilkan apapun.
Kini dengan kenaikan itu,
harus membayar pajak Rp
896.000. "Kenaikan pajak ini
betul betul kenaikan yang
gila. Yang jelas, kami sebagai
masyarakat keberatan pajak
yang sangat tinggi. Tanah
saya, sela pula sing mentik
(ketela pun tidak tumbuh,
Red) Pak, malah harus bayar
pajak naiknya sangat gila.
Seharunya kenaikan pajak
itu berdasarkan survei hasil,
bukan berdasarkan NfOP
(nilai jual objek pajak). Kalau
NJ0P-nya tanah saya tinggi,
saya mau jual tanah saya, saya
berikan komisi 10 persen
pak yang berhasil mecari-
kan pembeli," ketus Supadra
sambil menunjukkan SPPT
miliknya.

Dikatakan, seiak menerima
SPPT (surat pemberitahuan
pajak terhutang) dua hari

kita harus berani, dari pada
masyarakat bergej olak,
lebih baik tunda dulu. Ter-
lambat juga tidak masalah
pembayaran itu. Perbupnya
juga harus dirubah," tegas
politisi Partai Golkar, asal
Desa Bondalem, Kecamatan
Tejakula ini.

Atas penyampaian asPirasi
dari sejumlah masyarakat
Desa Anturan ini, Dewan
rencananya akan memanggil
Badan Keuangan daerah
(BKD) Buleleng termasuk
mengundang Tim ApPraisal
yang diminta melakukan kaji-
an terhadap NfOP. Rencanan-
ya, Rapat Dengar PendaPat
(RDP) itu akan dilaksanakan
Rabu, (1216) ini. "Kami akan
RDP. dan kami akan sam-
paikan keluhan warga. Dan
kami juga akan tanYakan,
apa sih kriterianya untuk me-
nentukan NfOP," kata Wakil
Ketua Dewan, Ketut Susila
Umbara usai memimPin Per-
temuan.6 k19

lalu, banyak warganya kaget
dengan kanaikan pajak yang
harus dibayar. Dia sendiri me-

Edisi , 4-V, \ 12- y' 30tg
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Lima Peiabat Pemkot
f)enpaiar Diperiksa"'

* Dugaan Korupsi APBDes Dauh Puri Kelod
DENPASAR, NusaBali

Penyidik Pidana Khusus (Pidsus)
Kejari Denpasar memeriksa 5 pejabat
Pemkot Denpasar pada, Selasa (18/6),
terkait perkara dugaan korupsi APBDes
Desa Dauh Puri Kelod, Denpasar Barat
senilai Rp 1 miliar lebih. Setelah pejabat
Pemkot, rencananya pemeriksaan akan
dilanjutkan ke staf dan pejabat Desa
Dauh Puri Kelod.

Lima pejabat Pemkot DenPasar Yang
diperiksa, Selasa kemarin, yaitu Inspe-
ktorat, IB Gde Sidharta, Kepala Dinas
PMD (Pemberdayaan Masyarakat Desa),
IB Alit Wiradana, Kepala BPBD (Badan
Penanggulangan Bencana Daerah) yang
juga mantan Camat Denpasar Barat, lB
Joni Wiratama, Kepala BPKAD (Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah),
Made Pasek Mandira dan Camat Den-
pasar Barat, AA Ngurah Made WijaYa.

Kasi Pidsus Kejari DenpasaS Nengah
Astawa, mengatakan pemeriksaan lima
pejabat Pemkot Denpasar ini dalam rang-
ka penyidikan perkara dugaan korupsi
APBDes Dauh Puri Kelod. Kelima pejabat
Pemkot tersebut diperiksa selama 4 jam
mulai pukul 09.00 Wita hingga pukul
13.00 Wita.

"Jadi perkara ini sudah naik status
dari tingkat penyelidikan ke penyidikan.
Untuk lima saksi ini yang pertama kami
periksa dan kami akan kumpulkan bukti
sebanyak-banyaknya untuk melengkapi
berkas perkara inii' tegasnya. Dijelaskan
Astawa, pemeriksaan kelima saksi ini
masih terkait penyelewengan dana desa
yang dikelola Desa Dauh Puri Kelod.
Namun Astawa enggan berkomentar
lebih banyak terkait materi pemeriksaan
kali ini. Disinggung pemeriksaan untuk
Walikota Denpasa4 IB Rai Dharmawiiaya
Mantra, mantan iaksa Kejari Gianyar ini
mengatakan pemeriksaan belum sampai
Ke sana.

"Untuk Walikota sePertinYa belum
ke sana. Yang pasti setelah pemeriksaan
pejabat Pemkot akan dilakukan pe-mer-
iksaan lanjutan di antaranya staf dan
peiabat Desa Dauh Puri Kelod," lanjutnya.- 

Ditambahkannya,darikerugiannega-
ra yang ditaksir mencapai Rp 1,03 milia6,
disebulkan sudah ada pengembalian ke
kas daerah sekitar Rp 300 juta lebih,
vaitu dari mantan Perbekel Dauh Puri
kelod, I Gusti Made WN sebesar RP 8,5

__-lu,",Kaur Keuangan Rp 102 juta dan

Bendahara Rp 144 juta. "Nah sisanya
sekitar Rp 770 juta ini masih kami dalami
lagi. Ke mana saja aliran uang ini," be-
bernya.

Terkait pemeriksaan mantan Per-
bekel, I Gusti Made WN, Astawa belum
bisa memastikan kapan akan dilakukan
pemeriksaan. "Yang bersangkutan [man-
tan Perbekel, redl sudah sempatdimintai
klarifikasi saat pengumpulan data. Tapi
untuk penyidikan belum diperiksa,"
pungkasnya.

Kasus dugaan korupsi ini pertama
kali dibongkar seorang warga yang juga
aktivis, I Nyoman Mardika. Dalam kasus
ini diduga ada penyelewengan Sisa Lebih
Penggunaan Anggaran [Silpa) sebesar Rp
L miliar lebih.

Dugaan penyelewengan muncul
ketika selisihnya antara SILPA APBDes
Dauh Puri Kelod tahun 2017 sebesar Rp
1,95 miliar berbeda dengan dana yang
masih dipegang oleh mantan Perbekel,
I Gusti Made WN dan Bendahara serta
Kaur Keuangan.

Dari jumlah tersebut uang yang ma-
sih berada di tangan bendahara desa
sebesar Rp 877 juta, dipegang I Gusti
Made WN Rp 8,5 juta dan di tangan kaur
keuangan sebesar Rp 102,82 iuta. "Dari
Silpa tersebut ada uang Rp 1 miliar lebih
yang tidak jelas keberadaannya," ujar
Mardika yang didampingi tim hukum-
nya dari Yayasan Manikaya Kauci yang
dikoordinir Ketut Bakuh.

Dugaan penyelewengan ini sudah
sempat dilaporkan ke Wakil Walikota
Denpasar, IGN Jaya Negara pada Agus-
tus 2017 lalu.Oleh Jaya Negara, laporan
ini diserahkan ke Inspektorat Kota
Denpasar yang langsung melakukan
penelusuran. Hasilnya, ditemukan ad-
anya selisih antara SILPA dan uang yang
berada di tangan bendahara. Temuan
ini lalu dituangkan dalam Laporan Hasil
Pemeriksaan (LHP).

"Jadi sudah ada hasil resmi dari In-
spektorat," tegasnya. Sesuai ketentuan
perundang-undangan paling lama dua
bulan atau 60 hari kerja Inspektorat wa-
jib melaporkan temuan tersebut kepada
penegali hukum. Namun, setelah 5 bulan
berlalu tidak ada tindak lanjut dari Ins-
oektorat Kota Denpasar. "Karena tidak
ida tindak laniut diri lnspektorat maka
kami berinisiatif melaporkannya ke Ke-
jati Bali," jelas Mardika saat itu' @ rez
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Tunjangan Purna Bakti Dewan

Badung Enam Kali Gaji-
MANcUPURA, NusaBali Pimpinan dan Anggota Dewan memperoleh uang represen- atau 6 x Rp.1575.000.

Perwakilan Rakyat Daerah, tasi Rp 1.860.000, sehing- Secara keseluruhan besa-Anggota DPRD Kabupaten Perwakilan Rakyat Daerah, tasi Rp 1.860.000, sehing-
dungakanmemasukimasa masing-masinganggotadewan ga dana purna bakti untukBadungakanmemasukimasa masing-masingariggotadewan ga daria purna bakti untuk ran dana purna bakti yang

purna bakti pada 4 Agustus akan mendapatkan enam kali wakil ketua DPRD sebesar dialokasikanuntuk40anggotapurna-bakti pada 4 Agustus akan riendapitkin-enam kali *akil ketua DPRD sebesar dialokasikanuntuk40anlgota
2019mendatang.Sebagaiben- uang representasi. Namun, Rp 11.150.000, atau dengan DPRD Badung mencapai Rp2019mendatang.Sebagaiben- uang representasi. Namun, Rp 11.150.000, atau dengan DPRD B
tuk pengabdian tiap-tiap ang- besaran dana purna bakti ini kalkulasi 6 x Rp 1.860.000. Se- 358 juta.
gotadewanakanmendapatkan ada sedikit perbedaan antara dangkan, untuk besaran uang Sekretaris DPRD (Sekwan]
tuniansanDurnabakti,dengan pimpinandananssota. reDresentasi aneeota DPRD Badung I Nyoman Predang-tunjanganpurnabakti,dengan pimpinandananggota. representasi anggota DPRD Badung I Nyoman Predang-
besaran disesuaikan tugas Jabatan ketua DPRD Lrang dihitung Rp 1.575.000,00, ga yang dikonfirmasi, Selasa
masing-masing. representasi sebesar Rp sehingga para anggota DPRD [18/5), membenarkan bahwamasing-masing. sehingga para anggota DPRD [18/5), membenarkan bahwa

Badung yang jumlahnya. 37 anggota DPRD Badung pe-
representasi sebesar Rp sehingga para arsing-masing. representasi seb

Sesuai ketentuan Pera' 2.100.000, atau uaSesuai ketentuan Pera' 2.100.000, atau uang purna Badung yang jumlahnya 37 anggota DPRD Badung pe-
turan Pemerintah (PP) No bakti 6 x Rp 2.100.000 yak- orang masing-masing akan riod,e 2074-2019 yang akanturan Pemerrntah IPPJ No baktr b x Kp z.1uu.uu0 yak- orang maslng-masrng akan rroae zuL4-lutv yang al(an
1B Tahun 2017 tentang Hak ni sebesar Rp 12.600.000. mendapatkan dana purna mengakhirimasalabatanper4LB Tahun 2017 tentang Hak ni sebesar Rp I2.6t10.000. mendapatkan clana purna mengalorn masalalratan per4
Keuangan dan Administratif Jabatan wakil ketua DPRD bakti sebesar Rp 9.450.000, Agustus 2019 akan mendapat

dana purna bakti. Pemberian
tunjua{tgan purna bakti sesuai
Peraturan Pemerintah [PPJ No
18 Tahun 2017. "Pemberian
dana nurba bakti ini berlaku
selunih Indoensia," uiarnya.

Mengenai besaran dana
purna bakri, besarannya enam
kali uang representasi. Dana
ini, lanjut dia, akan diberikan
setelah masa jabatan anggota
dewan berakhir. Artinya, bila
masa jabatan berakhir 4 Agus-
tus maka di bulan itu juga dana

purna bakti sudah cair.'Angga-
ran sudah ada. Untuk pembe-
rian masih direncanakan, biar
tidak menyalahi aturan. Tapi,
sesuai ketentuan begitu masa
jabatan berakhir sudah bisa
diberikani' kata Predangga.

Selanjutnya mengenai ren-
cana pelantikan anggota DPRD
baru periode 20L9 -2024, P re-
dangga menyebut masih men-
unggu petuniuk dari Komi-
si Pemilihan Umum (KPU)
Badung serta Surat Keputusan

(SK) Gubernur Bali. Sebelum
ada SK Gubernur, pelantikan
belum bisa dilakukan.

Bigi calon legislatif ter-
pilih periode 2019-2024 sudah
dilakukan pengukuran baju
untuk acara pelantikan. Mas-
ing-masing inggota dijatah
seragam pelanUkan seharga Rp
5 juta. Bahkan, anggota dewan
baru ini iuga tengah disiapkan
2 buah lencana emas 22 karat
dengan masing-masing sebe-
sar 5 gram dan 10 gram. 6 asa
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Telan Dana

Rp 400 Jutav
SEBAI{YAK 40 anggota DPRD

Gianyar terpilih periode 2019-
2024, mendata ngi Sekreta riat
DPRD Gianyar, Selasa (18l/6).
Mereka melakukan sesi 'nyikut

baju', untuk dikenakan saat
menjabat nanti. Selain menda-
patkan seragam, anggota de-
wan juga akan mendapatkan
pin emas, yang harganya ter
pasang Rp 400 juta.

Pantauan Tribun Bali, suasa-
na pengukuran seragam yang

dilakukan para calon DPRD Gi-

anyar yang baru ini relatif me'
narik. Para calon yang baru
pertama kali terpilih, terlihat
malu-malu saat memasuki ge
dung dewan. Sementara calon
incumbent, menunjukkan senic
ritas. Bahkan ada yan{ terkesan
saklek. Namun di balik hal itu,
suasana 'sedih' juga terjadi di
pojokan-pojokan kursi di sudut
gedung DPRD Gianyar. Mereka
yang tak terpilih lagi, hanya me
lihat acara 'nyikut' baju tersebut
dengan pandangan kosong.

Sekretaris DPRD Gianyar,
Wayan Arthana mengatakan,
pengukuran seragam dewan
baru ini relatif awal. ltu karena
proses penjahitan membutuh-
kan waktu yang relatif lama.
Seragam yang akan dibuat, se-
banyak empat buah, meliPuti
pakaian sipil resmi (PSR), Pa-
kaian sipil harian (PSH), Pakai-
an dinas harian (PDH), dan Pa-
kaian full dress.

Terkait pin emas yang nantF
nya akan disematkan di dada
para dewan, Arthana mengata-
kan, pihaknya menganggarKan
Rp 10 juta per biji. Namun bera-

@na(ga pin ernas tersebul Art-

haha belum mengetahui. "Harga

emas itu kan terus berubah-
ubah. bahkan tiaP detik. Karena
itu kami anggarkan Rp 10 juta
per biji, belum dipotong Pajak
dan lainlain," ujarnya. (weg)
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RumfiDinasBupati

DianggarkanRp ll,bM,
Kenapa anggaran

rumah dinas
bupati sampai Rp
11,5 miliar, Sekda

Wisnu Wijaya
mengarahkan agar

ditanya ke Dinas
PUPR.

GIANYAR, NusaBali
Pemkab Gianyar akan mem-

bangun rumah jabatan untuk
Bupati Gianyar I Made Agus
Mahayastra dengan APBD 2019
senilai Rp 11,5 miliar. Pemban-
gunan rumah jabatan berlantai
II dengan anggaran fantastis ini
berlokasi sekitar 4,5 kilome-
ter arah timur Kantor Bupati
Gianyai tepatnya di Banjar Pete-
luan, Desa Temesi, Gianyar; atau
eks Kantor Dinas Ketenagaker-
jaan Kabupaten Gianyar.

Rencana pembangunan rumah
dinas untuk Bupati Gianyar ini
dibenarkan oleh Sekda Gianvar
I Made Gede Wisnu Wijaya, saat
dikonfirmasi Selasa [25/6J ke-
marin. Namun Wisnu Wiiava

enggan berkomentar detail ren-
cana proyek ini. "Ya ada. Tapi itu
Dinas PUPR (Pekeriaan Umum
dan Penataan Ruang) Kabupaten
Gianyar; yang lebih tahu," ujarnya.

Menurutnya, pembangunan
rumah dinas terumasuk Rumah
Dinas Bupati Gianyar ini su-
dah menjadi kewajiban dari
eksekutif. Karena rumah dinas
sebelumnya sudah dijadikan
areal perkantoran. Selama ini
Bupati Gianyar tidak punya
rumah dinas sehingga tinggal
di kediamannya di Denpasar.
"Karena memang kami ingin
untuk koordinasi denagn Bupati
agar lebih cepat dan pelaporan
cepat. Kan gitu. Sedangkan saat
ini beliau (Bupati Mahayastra)
masih tinggal di Denpasar,"
katanya.

Diketahui, rumah dinas baru
untuk Bupati Gianyar itu akan
dibangun di eks Kantor Dinas
Ketenagakerjaan (Disnaker)
Gianvar. memiliki luas sekitar
19 are. Kantor Disnaker sudah
dipindah ke tempat lain. Diketa-
hui oula lahan tersebut sebena-
rnyi merupakan aset Pemprov
Bali Bali yang dipinjamkan ke
Pemkab Gianyar.

Kenapa anggaran rumah dinas
bupati sampai Rp 11,5 miliar,
Sekda Wisnu Wijaya mengarah-

kan agar ditanya ke Dinas PUPR.
'Anggarannya cukup besa4, tan-
yakan saja ke PUPR. Kalau tidak
salah, sekarang rumah dinas ini
masih tahap perencanaan, mudah
mudahan bisa selesai tahun ini. "
katanya.

Dikonfirmasi terpisah, Plt
Kadis PUPR Gianyar I Wayan
Karya mengatakan, anggaran Rp
1 1,5 miliar untuk pembangunan
rumah dinas Bupati Gianyar
sudah dianggarkan pada APBD
20L9. Rumah mewah itu di-
katakan akan dibangun dengan
lantai dua. Realisasi proyek ini
masih dalam tahap perenca-
naan. "ltu sedang perencanaan,"
terangnya.

Hal senada juga diungkap-
kan Asisten lll Setda Gianyar I

Wayan Sudamia. Bahwa Kantor
Disnaker Gianyar yang lama,
status tanahnya merupakan aset
Pemprov Bali yang dipinrjamkan
kepada Pemkab Gianyar. Menu-
rut dia, luas tanah tersebut seki-
tar 19 are. "Pembuatan rumah
dinas buoati tahun 2019 ini baru
tahap perencanaan, 2020 baru
pelaksanaan. Rumah dinas itu
wajib. Luasnya sekitar 19 are,
biar ada halaman, karena pak
bupati sangat suka ada kebun,
beliau suka kalau di halaman
ada pohon besaq," u jarnya. rGr nvi
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TABANAN, NusaBali
Rencana pengadaan kenda-

raan dinas jenis Alparhad untuk
Bupati Tabanan tahun 201.9,
ditanggapi langsung oleh Bupati
Tabanan Ni Putu Eka Wiryas-
tuti. Dia menolak pengadaan
tersebut dari awal karena akan
meniadi beban APBD Tabanan.

"Saya berterimakasih ada
perhatiannya. Tetapi saya rasa
tidak perlu saat ini, karena saya

luga akan selesai menjabat,"
ujarnya di sela-sela menghadiri
gebyqr pajak di Gedung I Ketut
Maria, jumat [14l6).

Menurut Bupati Eka, Pen-
gadaan mobil dinas bagi pimPi'
nan daerah memangwaiar. Dan,
wakil bupati pun sudah lebih
dahulu menganggarkan mobil
dinasnya tahun 2018 dengan
ienis mobil Alphard. Pengadaan
mobil dinas bupati memang '

benar dianggarkan tahun 201.9,
sesuai ketentuan Protokoler
Pimpinan Daerah, karena meru-
pakan sarana penunjang op-
erasional kedinasan. Namun
secara pribadi dirinya tidak

. menginginkan pengadaanterse-
but karena nrenjadi beban APBD
dan sudah tidak pas mengingat
sekarang masa jabatan Bupati
Tabanan segera usai. Disamping
itu, selama ini Bupati Eka sudah
terbiasa memakai mobil pribadi
untuk kegiatan pribadi mauPun
kedinasan. "Sampai saat ini
saya belum terlalu memerlukan
mobil dinas, Jadi, tolong langan
terlalu dibesar-besarkan," un-
gkapnya.

Bupati Eka berharap aug-
garan untuk pengadaan rnobil
dinas tersebut bisa digunakan
untuk program pembangu-
nan lainnya. Bupati Eka iuga
menyampaikan rasa terimaka-
sih kepada semua pihak yang

; peduli dengan Pemkab Ta-
i banan. Menurutnya, hal ini

salah satu bentuk keterbukaan
oublik dalam kecintaan kita
ierhadap daerah. "Mari selalu
terus berbenah di segala bidang.
Saya mengucapkan terimakasih
yang sebesar-besarnya kePada
semua pihak yang peduli ter-
hadap roda pemerintahan di
Kabupaten Tabanan," uiarnYa.

Ditekankan oleh Bupati Eka,
di sisa akhir masa iabatannYa
dia ingin fokus dan mening-
galkan kesan baik untuk daPat

menjacli inspilasi serta nteuiirg:
galkan sejarah bet ttrattfaat bagi
Tabanan. Dia juga nrenghinrbaLr
selr,rluh Inasyat'al<at'labanan
agar berpikil l<t'itis, ltalrutt bisa
dipertanggungjalvabkan.

"Mari l<edepankAl"I rasa n.le-

rniliki dan pers:ttuan. Di sisa
al<lril ures:r jabatatt, Saya irrgirr

menyelesaikau segala'peker-
jaan rumah' progralrl yg masih
perlu dipikirkan dan disele-
saikan dengan sebaik-baiknya.
Dan nrasih banyak hal lain yang
lebih,penting yang harus kita
selesailtan bet-satna-saura olel"t

selurUh eleuren! Iuasyarakat,"
tandasnya.

Seperti berita sebelutnuya,
bertlasat'karr daltal leleng di
Layanan Pengadaan Secara
Elekn'onik (LPSE) Petrerintah
Tabanan, pengadaan mobil
tersebLlt urirsltl< uirura paket
Belanja Modal Peralatan dan
Mesin-Pengadaan Keudaraan
Dinas Bermotor Pet'orangatr.
Dinrana pagu yang bet'srtm-
bel dali APBD ittt lnencal)ai
Rp 1.9-13,350.000 clatt nilai
Harga Pell<iraan Sendiri [flt'S)
Rp 1.853.600.000. Proses le-
lang yang balas pendaftaranYir
sarnpai tanggal l7 Juni 2018
tersebut rnasih taliap pasca
l<ualiilkasi. @ des

Bupati EkaTolak
Mobil Dinas/

T
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MANGUPURA, NusaBali
Krama Banjar Adat Bangkiang-

sidem Penarungan, Kecama-
tan Mengwi, Kamis (13/6) lalu
menggelar upacara pitra yadnya,
nyekah bersama dirangkaikan
dengan upacara manusa yadnya,
mesangih, metelubulan, mepetik
dan sapuleger yang diselenggara-
kan di balai banjar setempat.

Upacara tersebut dihadiri Bu-
pati Badung I Nyoman Giri Prasta
didbmpingi Kabag Humas Putu
Ngurah Thomas Yuniarta, Camat
Mengwi I Gst. Ngr. Gede Jaya
Saputra beserta unsur Tripika
Kecamatan, Perbekel Penarun-
gan Ni Wayan Kerni. Hadir pula
tokoh masyarakat I Bagus Alit
Sucipta, IGN Kusuma Kalakan,
dan Made Yudana, Bendesa
Adat Penarungan I Made Widi-
ada, Manggala Adat dan Dinas
se-Desa Penarungan.

Dalam kesempatan ini Bupati
Giri Prasta menyerahkan secara
simbolis bantuan pemerintah Ka-
bupaten Badung untuk karya pitra
yadnya dan manusa yadnya sebe-
sar Rp 300 juta serta dana hibah
Rp 1,5 milliar untuk pembangunan
balai banjardan hibah bantuan sep
erangkat gong sebesar Rp 268juta.

Bupati Giri Prasta dalam sambu-
tiannya menyampaikan rasa senang
dan bahagia karena krama Banjar
Adat Bangkiangsidem bisa bersatu
untuk melaksanakan upacara pitra
yadnya nyekah bersama. Dikata-
kan pihaknya selaku Pemerintah
Kabupaten Badung akan selalu
hadir di tengah-tengah masyarakat
dalam kesempatan ini memfasilitasi
upacara nyekah bersama di Banjar
Adat Bangkiangsidem.'Semoga

upacara pitra yadnya dan manusa
yadnya ini berjalan lancar sida-
sidaningdon labdakarya nyujur kra-
ma Banjar Adat Bangkiangsidem
gemah ripah lohjinawi," harapnya.

Menurut Bupati, dgkungan
pemerintah dalam upacara nyekah
secara bersama ini merupakan wu-
jud perhatian dan kehadiran Pemer-
intiah Kabupaten Badung dalam me-
ringanl€n beban masyarakat yang
ada di wilayah banjar untuk melunasi
kewajiban sekala dan niskala kepafla
leluhur melalui upacara yadnya ini.
"Karena di Bali yang pertama kita
mengenal tentang dharmaning
leluhur, yang kedua dharmaning
agama dan yang ketiga dharmaning
negara. Melalui pelaksanaan karya
Pitra yadnya ini masyarakat telah
melaksanakan dharmaning terhadap
leluhur," ujar Bupati Giri Prasta.

Selain itu diharapkannya juga

.IST

Bupati Giri Prasta menyerahkan bantuan kepada Krama Banjar Adat
Bangkiangsidem Penarungan, Kecamatan Mengwi, Kamis (13/6).

melalui karya pitra yadnya ini dapat
meningkatkan rasa persatuan dan
kesatuan antar krama wimuda,
winata dan wiwerda (anak-anak,
sekaa teruna dan orang tua) harus
bersatu. "Kbrena dengan bersatu
berarti setengah perjuangan su-
dah berhasil, sebaliknya kalau
masyarakat tidak bersatu maka
setengah perjuangan akan gagal.
Dengan bersatu apapun pemban-
gunan yang dilaksanakan akan
berhasil," imbuhnya.

Lebih lanjut Bupati Giri Prasta
juga mengharapkan agar upacara
ini dilaksanakan sesuai dengan

. sastra Agama Hindu. Didalam
upacara pitra yadnya umat Hindu
mempercayai tentang reinkarnasi
atau terlahir kembali. Kaitannya
dengan upacara nyekah Bupati
menjelaskan tentang tata cara saat
ngelinggihan sang hyang pitara di

I
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Dukung Karya Pitra Yadnya BanjarAdat Bangkiangsidem, Penarungan MengwiJ

Bupati Giri Prasta Serahkan Bantuan Rp 300 Juta
kemulan merajan dengan konsep
adu muka. "Konsep adu muka
merupakan tata cara yang benar
pada saat upacara ngelinggihang
sang hyang pitara di kemulan
merajan, dimana posisi kita saat
ngelinggihang berhadapan dengan
pelinggih kemulan. Disisi kiri posisi
kita (utara) merupakan tempat ling-
gih sang hyang pitara istri (perem-
puan) dan disisi kanan posisi kita
(selatan) adalah linggih sang hyang
pitara lanang (laki-laki), sedangkan
di posisi tengah merupakan linggih
siwa guru," terangnya.

Sementara, Manggala Karya I

Ketut Dibia melaporkan rangkaian
karya telah dimulai sejak tang-
gal 2 Juni 2019 dengan upacara
atur piuning karya. Puncak karya
pitra yadnya berlangsung pada
Buda Pon Tolu, tanggal 12 Juni
2019 kemarin dilanjutkan dengan
upacara manusa yadnya pada
hari ini tanggal 13 Juni 2019,
sedangkan nyogara gunung akan
dilaksanakan pada hari berikutnya.
Upbcara ini merupakan program
rutiQ yang diadakan setiap 5 tahun
sesuai perarem krama Banjar
Adat Bangkiangsidem, tahun ini
diikuti peserla nyekah sebanyak
13 puspa, mesangih 23 peserta,
metelubulan diikuti oleh 4 peserta
dan sdpuleger 1 peserta.

"Dengan adanya bantuan dari
Pemerintah Kabupaten Badung
melalui Bapak Bupati, kami sebagai
krama Banjar Adat Bangkiangsi-
dem merasa sangatterbantu sekali.
Semua pembiayaan untuk karya
ini sepenuhnya ditanggung oleh
Pemkab Badung. Kami masyarakat
hanya melaksenakan ayah-ayah
saja," ujarnya. @ asa
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Pencairan PKB

Buleleng Tunggu Bupati /
SINGAMjA, NusaBali

Ratusan seniman Buleleng yang
akan tampil di Pesta Kesenian Bali
(PKBJ ke-a1 Provinsi Bali sampai
saat ini masih menunggu pencairan
beaya yang akan dipakai selama pe-
mentasan. Pencairan anggaran itu
kini masih menunggu tanda tangan

[TTD) Bupati Buleleng Putu Agus
Suradnyana dan dipastikan sudah
dapat direalisasikan pekan depan.

Kepala Dinas Kebudayaan Ka-
bupaten Buleledg, Gede Komang
meniamin seluruh seniman Bule-
leng dipastikan 'mebekel' saat
berangkat ke Denpasar. Bahkan
beberapa kesenian yang diiadwal-
kan tampil selak tanggal 15-16

yaan haris memenuhi beberapa per-
syaratan pencairan dana tersebut.
"Masalah anggaran sudah tidak ada
masalah dan kami pastikan semua
seniman Buleleng nanti mebekel ke
PKB," ucap Gede Komang.

Selama sebulan penuh, Bule-
leng mengikuti 16 jenis kegiatan.
Buleleng terpaksa absen di em-
pat kegiatan. Delapan kegiatan
yang dimaksudkan yakni kesenian
tembang girang atau arja negak,
drama gog klasik era 70-an, kes-
enian kolosal, dan kesenian hasil
rekonstruksi.

Absennya Buleleng di sejumlah
kegiatan PKB itu dikarenakan me-
mang seniman di bidang tersebut

[uni, beaya pementasan mereka
sudah dicairkan lebih awal. "Untuk
dana PKB besok dan lusa sudah
cair, sedangkan sisanya sedang

'diproses TU, Senin nanti diajukan
ke Bupati untuk dimintakan tanda
tangan, sehingga Selasa depan bisa
diproses dan Rabu sudah bisa did-
istribusikan," kata Gede Komang.

Kontingen Buleleng diperkuat
. ratusan senimannya akan mengikuti
f6jenis kegiatan dalam PKB Bali ke-
41. Seluruhnya disebut menghabis-
kan anggaran dengan total Rp 990
juta bersumber dari dana Bantuaii
Keuangan Khusus (BKI! Kabupaen
Badung. Proses pencairan inemang
sedikitlambatlantafan Dinas Kebud-

sangat minim. Meski ada beberapa
seperti kesenian Arja, pemainnya
tak memenuhi jumlah minimal yang
ditetapkan oleh panitia provinsi. Se.:

lain itu yang menjadi penyebab lain
karena keterbatasan anggaran, seh-
ingga ada beberapa kesenian yang
melibatkan seniman banyak, seperti
kesenian kolosal dan rekonstruksi
belum dapat ditampilkan.

"Ke depan ini yang perlu men- *
jadi pemikiran semua. Sehingga
targetnya minimal kita mengi-
kuti item kegiatan provinsi bisa
80 persen. Sekarang 2019 ke-
mampuan daerah belum begitu
besar beri daya dukung di Dinas
Kebudayaan," jelas dia.6 k23
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lDiusulkan, Rp 50 luta Biaya ;
Audit Keuangan PDNKK

SEMAMPUM, NusaBali
Keuangan Perusahaan Daerah

Nusa Kertha Kosala IPDNKK)
milik Pemkab Klungkung, men-
jadi temuan Badan Pemeriksa
Keuangan (BPKJ Provisni Bali.
Karena hasil audit yang dilaku-
kan Inspekstorat Daerah 0rda)
Klungkung terhadap keuangan
perusahaan ini meragukan.

Oleh karena itu, berdasarkan
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
2018, BPK merekomendasikan
untuk dilakukan audit indepen-
den dari Kantor Akuntan Publik.
Guna menindaklanjuti rekomen-
dasi tersebut, Pemkab Klungkung
akan segera menggarkan biaya
untuk audit dari Akuntan Publik.
Plt Direktur PDNKK Klungkung I
Wayan Ardiasa, yang juga menja-
bat Kepala Dinas Koperasi UKM
dan Perdagangan Klungkung
I Wayan Ardiasa, mengatakan
sudah menyiapkan surat untuk
kepada akuntan publik untuk
dilakukan audit untuk memerika
aset dan usaha di PDNKK. "Kami
rencananya akan usulkan angga-
ran untuk audit PDNKK ini Rp 50
juta" ujar Ardiasa, Jumat 1Zt iO1.

Ardiasa yang baru menjabat
Plt PDNKK sejak sebulan ini, men-
gaku sempat mengecek ke Kantor
PDNKK, namun sudah tidak ada
operasional. Kata dia, para pega-
wainya sudah tidak ada, namun
mesin foto copy, brankas, mobil
dan lainnya masih berada pada
tempatnya. "Saat saya ke sana su-
dah tidak ada orang'kata Ardiasa,

Apapun hasil auditnya nanti,
jelas dia, tentu akan dikoordi-
naskan dengan mantan Direk-
tur PDNKK I Wayan Sukadana.

Mengingat dalam masa audit
201.8, yang bersangkutan masih
menjabat. Sementara itu, laporan
keuangan PDNKK kurang dryakini
andal karena tidak menyajikan
informasi akurat dan belum per-
nah diaudit oleh Kantor Akuntan
Publik. Tahun 20L8 operasional
PDNKK dihentikan karena direksi
mengundurkan diri. Namun masih
diwajibkan. menyusun laporan
keuangan berupa neraca dan
laporan rugi laba per 31 Desember
20 1 8, namun tidak balance. Segala
bentuk pertanggungjawaban bi-
dang keuangan perusahaan masih
menjadi tanggungjawab direksi.
"Mengenai audit dari keuangan
PDNKK, Pemkab akan mengang-
garkan agar diaudit dari Kantor
Akuntan Publik," ujar Sekda Klung-
kung Gede Putu Winastra, belum
lama ini.

Bupati Klungkung I Nyoman
Suwirta juga sudah memberikan
pengarahan kepada seluruh pega-
wai PDNKK di Ruang Rapat Praja
Mandala Kantor Bupati Klung-
kung pada Sabtu (10/11 /2018),
mengingat PDNKK sedang men-
galami permasalahan keuangan
yang menyebabkan pegawainya
tidak dibayar dari mulai sejak
April 2018. Hutang gaji itu terjadi
karena cashflow atau perputaran
uang perusahaan yang sangat lam-
bat. Bupati Suwirta memberikan
pilihan kepada pegawai jika ingin
bertahan, silahkan bertahan dan
para pegawai diperbolehkan jika
ingin mengundurkan diri dari
PDNKK dan Pemkab Klungkung
masih akan mencarikan solusi
terbaik untuk menyelesaikan
permasalahan ini. .s* wan
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Pertanggungjawaban Bupati Diterima J
Torehkan SITPA Rp 56,47 5 Mitiar

SIDANG paripurna
Tahun 2018.

. NUSABALYSUDIRTA

pengesahan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Rp 2.064.47 7.37 7.258, sehingga defisit
yang dihasilkan Rp 1 1.641.37 6.599.

Realisasi Pembiayaan Netto sebesar
Rp 68.1 17.090.827, yang bersumber dari
penerimaan pembiayaan atas sisa lebih
pembiayaan anggaran tahun lalu dengan
realisasi sebesar Rp 93.843.090.827,
dan pengeluaran pembiayaan Rp
25.7 26.000.000. Dari perhitungan realisa-
si pendapatan, belanja dan transfer serta
pembiayaan netto tersebut, tercatat Sisa
Lebih Pembiayaan Anggaran ISILPA) aldr-
ir tahun 2018 sebesar Rp 56.47 5.7 74.227,
dengan rinciansaldokas dil(as Daerah Rp
23.5&.949.732, Kas di Bendahara Penge-
luaran Rp 92.234.776, Kas di Bendahara
Penerimaan Rp 94.320.516, Kas BLUD
RSUD Rp 5.979.298.574, Kas Lainnya
Rp374.489, dan lGs Dana Kapitasi JKN
pada FKTP sebesar Rp 22.755.736.236,
dan Saldo Kas Lain yang diterima ka-
rena penyelenggaraan pemerintah Rp
4.588.826.961.

Untuk komposisi Aset Kewajiban dan
Kekayaan bersih yang tertuang dalam
Neraca Pemerintah Daerah Kabupaten
Bulelengper3l Desember2018, meliputi,
jumlah Aset yang dimiliki Pemerintah
Kabupaten Buleleng tercatat senilai
Rp 2.39 1.575 .544.908, dengan jumlah
Kewajiban senilai Rp12.501.3 15,690,
jumlah Kekayaan Bersih sebesar Rp
2.37 9.07 4.229.2 lS, "Selanjuhya terhadap
hal-hal yang belum bisa kita wujudkan
dalam tahun anggaran 2018, kami akan
berikan perhatian yang serius untuk di-
tangani serta diperbaiki pada masa yang
akan datang' kata Bupati Agus Suradn-
yana.6 k19

SINGAMfA, NusaBali
Pertanggungjawaban Bupati Bule-

leng atas pelaksanaan APBD tahun
2018, resmi diterima oleh DPRD Bule-
leng. lni ditandai dengan disahkan
Perda Pertanggungjawaban Pelaksan-
aan APBD tahun 2018, melalui sidang
paripurna, f um at (27 / 6) pagdi Gedung
DPRD Buleleng Jalan Veteran Singaraja.
' SidangdipimpinKetuaDPRDBuleleng

Gede Supriatra dihadiri langsung oleh
Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana.
Pengesahan Perda Pertanggungjawaban
Bupati tersebut setelah seluruh fi'alsi
(PDIP, Golkaa Demokrat, Hanura dan
NasDemJ dapat menerima pefranggung-
jawaban tesebut, sehari sebelumnya,
Kamis (20/6). "Melalui pendapat akhir

fi-aksi-fi-aksi telah menyatakan kesepa-
haman terhadap materi yang tertuang
dalam Ranperda Pertanggungjawaban
PelalsanaanAPBD TahunAnggaran 201&
disertai sejumlah saran dan masukan.
Harapan kami, kerja sama yang baik ini
perlu ditingkatkan dalam rangka men-
ingkatkan pengabdian kita serta menin-
gkatkan prestasi individu dan organisasi
Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng
di masa mendatang' kata juru bicari
Badan Anggaran DPRD Buleleng Wayan
Masdana.

Dalam pertanggungjawaban pelak-
sanaan APBD tahun 2018 tercatat, real-
isasi Pendapatan Daerah selama tahun
2018 sebesar Rp 2.052.836.000.659,
sedl8kan realisasi belanja dan transfer
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Bawaslu Bali Selidiki Manipulasi LPPDK Dr Somvir

Saksi Ngahr Digelontor Rp 500.000
DENPASAR, NusaBali

Bawaslu Bali pang-
gil pelapor dan saksi-
saksi kasus dugaan ma-
nipulasi data Laporan
Penerimaan dan Penge-
luaran Dana Kampanye
ILPPDK) caleg terpilih
DPRD Bali dari NasDenr
Dapil Buleleng, Dr Som-
vir, Jumat (28/6). Ter-
ungkap, salah seorang
saksi, Komang Edi Arta
Wijaya alias Dewa fack,
36, mengaku pernah

SemmbungkeHol-lsKfun 5

Saksi Ngaku Digelontor Rp 500.000 /
''.,$$/$FU$6Ail,8fi1 llffiAfi l'.,', .

digelontor Dr Somvir uang Rp
500.000 untuk cari suara.

Pelapor Gede Suardana,
50, yang notabene Ketua De-
wan Pembina Forum Peduli
Masyarakat Kecil Buleleng,
hadir penuhi panggilan Ba-
wasli Bali di Denpasar, fumat
kemarin, bersama dua saksi.
Mereka masing-masing Dewa
fack [saksi asal Kelurahan
Kampung Anyar, Kecamatan
Buleleng) dan Nyoman Re-
dana,60 [asal Desa Pedawa,
Kecamatan Banjar, Buleleng).

Gede Suardana selaku pel-
apor, melengkapi bukti-bukti
dan keterangannya terkait
dengan manipulasi LPPDK Dr
Somvir hingga nilainnya nol.
Sedangkan saksi Dewa fack dan
Nyoman Redana membawa
bukti pencetakan alat peraga
kampanye Dr Somvir. Dewa f ack
menyodorkan bukti alat peraga
kampanye Dr Somvir yang per-
nah dibawa ke salah satu saksi
lainnya, Karel, warga Desa Kali-
untu, Kecamatan Buleleng.

Alat peraga tersebut juga ada
bukti tempat dan perusahaan
jasa rnencetaknya. "Saya sendiri
pernah bawa alat peraga kam-
panye Dr Somvir," ujar Dewa

fack sebelum dimintai keteran-
gan di ruang sidang Bawaslu
Bali, falan Muh Yamin Niti Ma-
ndala Denpasar, Jumat kemarin.

Bukti yang dibawea saksi
Dewa jack menunjukkan Dr
Somvir mustahil tidak meng-
gunakan biaya saat kampanye
Pileg 2019. Dewa Jack sendiri
mengaku pernah diberi uang
Rp 500.000 oleh Dr Somvir
untuk kompensasi mendapat-
kan suara di Pileg 2019. "Uang
tersebut sebagai uang muka
untuk mencarikatl suara
dengan harga per kepala Rp
100.000," ungkap Dewa fack.

Sedangkan pelapor Gede
Suardana kemarin menyodor-
kan barang bukti berupa bro-
sur alat peraga kampanye
Dr Somvir, yang dipesan di
Singaraja Letter, 12 Februari
20L9. "Baliho dan brosur-
brosur yang dibua! ada buk-
tinya. Pemesanannya juga ada
buktinya. Kalau itu sumbangan
atau pe'mbelian, harusnya
dalam LPPDK kanada nilainya.
Tapi, ini kok LPPDK-nYa kok
nol?" ujar aktivis anti korupsi
asal Desa Tajun, Kecamatan
Kubutambahan, Buleleng ini
usai pemeriksaan di Bawaslu
kemarin.

Suardana semakin vakin

kalau Dr Somvir keluarkan
banyak biaya di Pileg 2019.
Termasuk ketika membagi-
kan uang Rp 5 juta yang kini
diusut DKPP terkasit kasus
money politics. Suardana ya-
kin Bawaslu Bali akan bekerja
maksimal dengan bukti yang
membuat kasus Dr Somvir
terang benderang.

Sementara itu, Kordiv Pen-
indakan Pelanggaran Pemilu
Bawaslu Bali, Wayan Wirka,
mengatakan bahwa'proses
klarifi kasi tidakbisa dipublika-
sikan. Alasannya, karena pros-
esnya sedang berjalan. "Kami
belum bisa publikasikan. Nanti
masih ada pihak terkait akan
kami klarifikasi. Salah satu-
nya, KPU Bali," tandas Wayan
Wirka seusai minta keterangan
pelaor Suardana dan dua saksi
terkait kasus manipulasi LP-
PDK Dr Somvir, f umat kemarin.

Menurut Wirka, tidak me-
nutup kemungkinan nanti
Bawaslu Bali akan memanggil
juga DPW NasDem Bali terkait
kasus ini. "Yang .jelas nanti
akan ada pemanggilan pihak-
pihak terkait. Rencananya,
Selasa depan (2 f uli 2019) kita
agendakan klarifikasi," kata
mantan anggota Panwaslu
Tabanan ini, 6 nat

Pelapor Gede Suardana diperiksa Bawaslu terkait kasus Dr Somvir, Jumat (2816)
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D enp asar Inflasi 0,22To,"
Singaraja0,2BTo

DENPASAR, NusaBali
Kota Denpasar mengalami in-

flasi sebesar inflasi sebesar 0,22
persen pada Mei lalu. Komoditas
yang tercatat memberikan andil
atau sumbangan inflasi pada
bulan Mei 2019 antara lain: biaya
pemeliharaan/servis kendaraan;
tarifangkutan antar kota; air ke-
masan, jeruk, pepaya, dan cabai
merah. Kepala BPS Provinsi Bali
Adi Nugroho menjelaskan, Senin
(r0/6).

Dikatakan ada lima kelompok
pengeluaran yang mengalami
inflasi secara month to month
[m to m) yakni kelompok VII
yang meliputi transportasi, ko-
munikasi, dan jasa keuangan,
sebesar 0,89 persen; kelompok
makanan jadi, minuman, rokok,
dan tembakau) sebesar 0,53
persen, kelompok kesehatan
sebesar 0,27 persen; kelompok
pendidikan, Iekreasi, dan olah-
raga sebesar 0,15 persen; ssrta

kelompok perumahan, air, listrik,
gas, dan bahan bakar) sebesar
0,09 persen.

"Dua kelompok tercatat men-
galami deflasiyaitu kelompok I ba-
han makanan sebesar -0,44 persen
serta kelompok sandang sebesar
-0,01 persen," jelas Adi Nugroho.

Inflasi di kota Denpasar be-
rada di urutan ke-76 dari B1 kota
di Indonesia yang mengalami in-
flasi. Inflasi tertinggi di kota Tual,
Maluku dengan besar inflasi 2,91
persen. Sedang terendah adalah
Kediri, Jawa Timur dengan ting-
kat inflasi 0,05 persen.

Inflasi juga tercatat di kota
Singaraja pada Mei lalu, sebesar
0,28 persen. Hal itu ditunjuk-
kan dengan peningkatan indeks
enam kelompok pengeluaran.
Di antaranya kelompok trans-
portasi, komunikasi, dan jasa
keuangan sebesar 0,89 pers-.
en; kelompok bahan makanan
sebesar 0,59 persen; kelompok

sandang sebesar 0,25 persen;
' kelompok kesehatan sebesar

0,15 persen; kelompok peruma-
han, air; listrik, dan bahan bakar
sebesar 0,09 persen serta kelom-
pok pendidikan, rekreasi, dan
olahraga sebesar 0,01 persen.

Sedangkan kelompok yang
tercatat mengalami penurunan'in-
deks atau deflasi adalah kelompok
makanan jadi, minuman, rokok
dan tembakau sebesar -0,13 pers-
en. Dijelaskan Adi Nugroho,.ko-
moditas yang memberikan andil
atau sumbangan inflasi pada bulan
Mei 2019 antara lain: bawang
merah, angkutan antar kota, dag-
ing ayam ras, apel, bawang putih,
pisang, telur ayam ras, sabun
detergen bubuk/cai4, bayam, sawi
hijau, tarif parki; buncis dan jeruk
Singaraja menempati urutan ke-
73 d,ari 81 kota yang mengalami
inflasi. Kata Adi Nugroho, inflasi
di Denpasar dan Singaraja, masih
terkendali. 6 kl7
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PuluhanHotel dan

Restoran lolos Bayar Pafak
* Jadi Temuan BPK Rl

Kewajiban bayar
pajak tidak

dilakukan karena
hotel mauDun

restoran dimaksud
belum ditetapkan

sebagai wajib
pajak.

SINGARTUA, NusaBali
Puluhan hotel dan restoran

diketahui tidak pernah memba-
yar pajak, menyusul audit Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) RI
Perwakilan Bali, atas pelaksanaan
APBD Kabupaten Buleleng tahun
2018. Menariknya, puluhan hotel
ilan restoran itu tidak membayar
pajak karena Pemkab Buleleng
tidak menetapkan sebagai wajik
paiak [WP].

Data dihimpun, berdasarkan
Surat Pemberitahuan Pajak Dae-
rah (SPTPD) dan Tanda Daftar
iJsaha Pariwisata (|DUP), BPK RI
nrencatat ada 64L hotel yang se-
mestinya dipungut pajak Namun
dari jumlah itu, sebanyak 29 hoGl
tiCak dipungut pajak karena belum
ditetapkan sebagai WP, sehingga
hotel tersebut tidak memiliki No-
mor Pokok Wayib Pajak Daerah
(NPWPDI.

Kondisi yang sama juga ter-
jadi di pajak restoran. Dari 424
restoran, 13 restoran belum

ditetapkan sebagai WP sehingga
pajaknya tidak bisa dipungut, ka-
rena tidak memiliki Nomor Pokok
Wajib Pajak Daerah (NPWPD). "lni
kokaneh, bagaimana bisa nienda-
patlan izin operasional. Padahal
salah satu'syarat pengajuan izin
itu harus ada NPWP Ini salahnya
dimana, OPD yang mengurus
izinnya, atau OPD yang mengurus
perpajakan. Atau apakah hotel dan
restoran ini memang belum me-
miliki izin atau bagaimana," kata
Ketua Komisi I DPRD Buleleng,
Putu Mangku Mertayasa, dalam
pembahasan hasil audit BPK RI
terhadapAPBD 2018, Senin [10/6). pagi, di Gedung DPRD Buleleng,
f alan Veteran Singaraja.

Pembahasan hasil audit BPK
RI kemarin melibatkan gabungan
komisi dengan tim ahli DPRD
Buleleng. Rapat tersebut dipimpim
Ketua DPRD Buleleng Gede Supri-
atna. Dari pembahasan tersebut
terungkap pul4 akibat pajakyang
tidak dipungut dari 29 hotel dan
13 restoran tersebut, berpen-
garuh pada target Pendapatan
Asli Daerah. Disebutkan, target
PAD pada tahun 2018 ditetapkan
sebesar Rp 376.365.727.547 , na-
mun realisasinya hanya sebesar
Rp 335.555.493.392, atau 89,6
persen.

Melesetnya capaian terget
PAD, juga dipengaruhi oleh tidak
intensifnya penagihan piutang
pajak daerah. Terbulci piutang
pajak daerah meningkat dari
sebesar Rp 71.068.387.425,73
menjadi Rp 7 5.992.87 2.7 60,7 7
atau terjadi kenaikan sebesar

Rp 4.924.485.335,04 atau 6,93
persen. Tercatat, tunggakan pal-
ing tinggi dari piutang PBB sebe-
sar Rp 71.369.360.639,64, ke-
mudian piutang pajak hotel Rp
2.L96.286.663,14, dan piutang pa-
jak restoran Rp 1.495.847.039,93,
dan piutang pajak air tanah Rp
805.064.160.

Ketua DPRD Buleleng, Gede
Supit usai memimpin rapat men-
gaku telah menyusun jadwal untuk
membahas lebih laniut temuan
tersebut dengan &t<sekutif, "t<ita
akan bahas ini bersama-sama
dengan eksekutif. Karena ini te-
muan memang harus diakui dan
dilaksanakan oleh eksekutif un-
tuk perbaikan. Sehingga dalam
Pemeriksaan tahun anggaran se-
lanjutnya tidak muncul lagi temuan
yangsama," tegasnya.

Sementara terpisah, Kepala
Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu
Pintu (BPMPPTSP), Putu Artawan
menyebul pihaloya tidak memi-
liki data terkait dengan hotel dan
restoran yang belum memiliki izin.
Selama ini, tupoksi BPMPPTSP
Buleleng hanya memberikan pe-
layanan secara administrasi untuk
pengurusan lzin. "Kalau kami,
sifatnya siapa yang memohon izin,
kami lakukan kajian dan pengece-
kan ke lapangan, jika memenuhi
qrarat izin kami keluarkan. Men-
genai data hotel dan retoran yang
tidak memiliki izin bukan kami
ranahnya, mungkin di Tim Yustisi,
dan masalah apakah mereka sudah
terdaftar [WP, red) ada di BKD,"
jelasnya. 6 k19
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Bansos 20f B Iadi
TemuanBPK
SEMARAPURA, NuslBali

Anggota DPRD Klungkung
dan Pemkab Klungkung meng-
gelar Sidang Paripurna terkait
rekomendasi tindak laniut
Laporan Hasil Pemeriksaan
Badan Pemeriksa Keuangan
(LHP BPKJ 2018. Dalam LHP
BPK ini terungkap dana bansos

fbantuan sosial) dan sistem
laporan keuangan PDNKK (Pe-

uji petik dilaksanakan.
Selain itu, ditemukan ad-

anya keterlambatan penyam-
paian LPj dana hibah yang
melebihi batas waktu 10 fanu-
ari 2019. Ditemukan pula 1 1

penerima bantuan sosial dari
153 penerima bansos 2018,
belum menyampaikan LPi
penggunaan dana senilai Rp
L65 juta.

Sehingga keadaan ini men-
gakibatkan adanya ketidak-
patuhan terhadap perundang-
undangan, khususnya Perbup
Nomor 30 Tahun 2016 tentang
pedoman pemberitan hibah
dan bantuan sosial.

Aryanta meminta bupati
menindaklanjuti temuan itu
serta memerintahkan kepada
BPKPD agar lebih intensif
dalam menagih lpi peng-
gunaan dana hibah maupun
dana bansos sesuai rekomen-
dasi BPK. Selain itu, meninjau
kembali Perbup 30 Tahun
2016 khususnya terkair limit
akhir penyampaian LPj. "Hibah

rusahaan Daerah wusl l<erta
KosalaJ iadi temuan.

Rapat Paripurna ini digelar
di gedung DPRD Klungkung,
Senin (17l6J pagi, dipimpin
Ketua DPRD Klungkung I
Wayan Baru, dihadiri ang-
gota DPRD. Dari eksekutif
hadir; Wakil Bupati Klungkung
I Made Kasta. Dalam kesem-
grtan itu Wakil Ketua DPRD

berupa uang yang bersumber
dari APBD Perubahan, tidaklah
mungkin dapat dipenuhi per
10 fanuari tahun berikutnya,"
uiarnva. Terlebih NPAD terbit
pada-bulan Desember tahun
berkenaan.

Kemudian, jelas dia, ekse-
kutif agar mengkonsultasikan
ke BPK Perwakilan Bali ter-
kait rekomendasi BPK yang
mensyaratkan adanya desain/
gambar yang harus dilam-
piri oleh kelompok masyarakat
dalam pengajuan proposal
bansos. Kalau pun hal ini wa-
iib, namun desain bangunan
tersebut hendaknya dibuat
secara sederhana, tidak sePerti
RKS (rencana keria dan syarat
teknisJ pada kegiatan Proiec
yang ditenderkan penrerintah.

Sementara itu, laporan
keuangan PDNKK (Perusa-
haan Daeralr Nusa Kerta Ko-
sala) kurang diyakini andal.
Karena laporan tidak me-
nvaiikan infolmasi akurat
din'belum pernah diaudit

Klungkung I Nengah Aryanta
membacakan rekomendasi
dewan terhadap LHP BPK
2018. Dia menyebutkan adan-
ya temuan BPK terkait dengan
kepatuhan yakni 1B kelompok
masyarakat penerima hibah
secara totalitas Rp 691,50 iuta,
belum menyampaikan laporan
pertanggungjawaban (LPj)
penggunaan dana, pada saat

oleh Kantor Akuntan Pub-
lik. Tahun 201B operasional
PDNKK dihentikan karena
direksi mengundurkan diri.
Namun masih diwajibkan
menyusun laporan keuangan
berupa neraca dan laporan
rugi laba per 31 Desember
2018 dengan posisi tidak bal-
ance. Sebagai entitas akuntasi
segala pertanggungiawaban
bidang keuangan perusahaan
ada pada pihak direksi.

DPRD iuga memberikan
apresiasi kepada Bupati Klung-
kung beserta seluruh jaiaran-
nya yang telah berhasil meraih
0pini Tanpa Pengecualian
(WTP) atas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (LKPDI
Tahun Anggaran 201B. 'Agar
saudara Bupati beserta selu-
ruh iajarannya segera menin-
daklanjuti temuan hasil BPK,"
ularnya.

Sekda Klungkung Gde Putu
Winastra mengatakan, terkait
keterlambatan pengumPulan
Lpl hibah dan bansos dari ke-

lompok masyarakat, yang men-
iadi catatan BPK tersebut, s1t-
dah bisa diselesaikan sebelum
batas waktu maksimal selama
60 hari sejak pemeriksaan BPK
tersebut. Sesuai Perbup harus
sudah dikumpulkan per 10
Januari, namun saat terhitung
pemeriksaan dari BPK per 24
Mei 2019, ada yang belum me-
nyetor Lpj. "Semua penerima
hibah dan bansos yang ter-
lambat mengumpulkan LPi,
sudah menyetor semuanya,"
uiar Sekda.

Kata Sekda untuk keter-
lambatan itu, mungkin karena
keterlambatan pengeriaan
pembangunan. Mengenai Per-
buD tentans hibah dan ban-
sos tersebul iuga akan dikaji
lagi. Terkait audit keuangan
PDNKK, Pemkab akan men-
ganqgarkan untuk dilakukan
SudJ[ dari Akuntan Publik.
"Kami sudah melakukan audit
dari lrda (lspektorat DaerahJ,
namun belum dari Akuntan
Publik," katanya. @ wan
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Proyek Pemasangan Kabel di Jalan Darmawangsa, Nusa Dua

Bekas Galian Belum Diperbaiki,
PUPRAncamTutup Paksa/

MANCUPURA, NusaBali
Proyeh pemasangan kabel

balah tanah di sepanjang ruas
Jalan Darnrawangsa, Nusa Dua,
Kecarnatan Kuta Selatan, Kabu-
paten tsadung mendapat sorotan
berbagai pihak, termasuk Dinas
Pekeljaan Umurn dan Penataan
Ruang (PUPR) Kabupaten Badung.
Pasalrrya, pengerjaan proyek
tersebut rrremicu berbagai perso-
alan seperti kemacetan dan jalan
menjadi rusak. Pihak pengelola
proyek juga belum melakukan
pengaspalan jalan bekas galian.
Atas hal itu, Dinas PUPR Badung
menrperingatkan alias mewarning
pengelola, bahkan akan menutup
paksr pekerjaan itu.

Kelr:ila Dinas PUPR Kabupaten
Badunlr ida Bagus Surya Suamba,
menjelashan pihaknya menerima
banyak keluhan masyarakat dan
pcnggur)a ialan atas ketidakny-

amanan dari proyek penger-
iaan kabel bawah tanah terse-
but. Menyikapi hal itu, pihaknya
sudah melakukan koordinasi
dengan pengelola agar segera
merampungkan pengerjaan dan
memperbaiki aspal yang hancur
akibat galian. Namun, koordinasi
yang dilakukan selama sebulan
belakangan ini tidak mendapat
respons yang bagus. Sehingga Di-
nas PUPR kemudian melayangkan
dua kali surat peringatan. "Jad,

kondisi di lapangan memang san-
gat miris. Kami coba koordinasi,
tapi tidak direspons. Ya, terpaksa
kami layangkan surat peringatan
pertama dan kedua pada bulan
Mei lalu," ungkap Surya Suamba
saat dikonfi rmasi melalui telepon,
Senin (1716) siang.

Surya Suamba menegaskan,
setelah melayangkan peringatan,
pihak pengelola bersurat ke PUPR

dan mengaku akan segera mer-
ampungkan penger.jaan pada 10

luni lalu. Namun, sampai saat ini
janii itu tidak ditepati dan jalanan
masih dalam kondisi rusak. Kare-
na tidak adanya itikad baik, pihak
PUPR rencananya akan melakukan
penutupan paksa pengerjaan itu
iika tidak diselesaikan dan dilaku-
kan proses pengaspalan dua hari
ke depan. Surya Suamba meng-
garisbawahi bahwa PUPR Badung
sudah siap melakukan pengerjaan
dengan anggaran Pemkab Badung
sebesar Rp 1 miliar

"Kalau tidak kerja (melakukan
pengaspalan) dalam dua hari ke
depan, kami akan stop seluruh
pengerjaan mereka. Apakah itu
sudah selesai atau tidak, kami
akan tutup dan tidak boleh ada lagi
pengerjaan. Kami siap melakukan
pengerlaan dengan anggaran
sendiri," tandas Surya Suamba.

Sementara pengawas proyek
penanaman kabel, Toto Hadiani
mengakui.adanya teguran dari
Dinas PUPR Kabupaten Badung
Menurut dia, pihaknya akan bek-
eria semaksimal mungkin untuk
merampungKan pemasangan
kabel itu dalam beberapa hari ke
depan. Saat ini mereka sedang
berkoordinasi dengan perusahaan
pemasok aspal untuk memper-
baiki jalan dr Jalan Darmawangsa.
Ditanyai terkait proses pengerjaan
yang diiadwalkan selesai 10 Juni
lalu, Toto mengakui hal itu tidak
sesuai rencana karena terkendala
beberapa faktor. "lya, kami kena
teguran. Kami akan melakukan
perbaikan ;a)an dalam pekan ini.
Kami sudah koordinasi dengan Pe-
nyuplai aspal. Harapannya dalam
pekan ini sudah mulai pengaspa-
lan," kata Toto saat dikonfirmasi
secara terpisah.6r dar
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tMuluTiga PerbekelTutup

Diperiksa,

"Tadi kami
ditanya terkait

pengadaan mobil.
Mohon maaf ya

saya capek sekali.
Besok

datang
kami

DENPASAR, NusaBali
Tiga orang saksi dalam

pengadaan kendaraan mobil
Xpander Exceed A/T hitam dan
roda dua untuk operasional
pemerintalran desa dan BPD
se-Kabupaten Gianyar datang
ke Polda Bali untuk memberi-
kan klarifikasi, pada Senin
(17 /6)pagi. Namun ketiganya
kompaktutup mulut ketika di-

beri keterangan tapi akhirnya
tak ada yang mau bicara. Ked-
uanya berusaha dengan cepat
untuk segera turun ke lantai I

untuk memberikan klarifi kasr.
Penyidik menanyakan hal-hal
seputar pengadaan mobil yang
kini tengah dibidik Polda Bali.
"Tadi kami ditanya telkait pen-
gadaan mobil. Mohon maaf ya
saya capek sekali. Besok kami
datang lagi," tutur Made Junarta
dengan wajah kesal didampingi
oleh Gede Susila yang terus diam
tanpa kata.

Terpisah Wadir Klimsus
Polda Bali, AKBP Bambang
Tertianto dikonfirrnasi ter-
pisah kemarin siang enggan
berkomentar banyak. Mantan
penyidik utama Komisi Pem-
berantasan Korupsi (KPKI ini
hanya membenarkan adanya
pemeriksaan itu. "Ketiganya
dipanggil untuk dimintai klari-
fikasi. lni guna memperjelas
terkair pengadaan mobil oper'-
asional pemerintahan desa dan
BPD se-Kabupaten Gianyar,"

tanya soal materi pemeriksaan
yang dilakukan penyidik.

Ketiga orang yang datang
kemarin, yakni I Gusti Nyoman
Gede Susila selaku Ketua Fo-
rum Komunikasi Perbekel /Lu-
rah (FKPL) Kabupaten Cianyar;
Ketua ll FKPL Gianyar; I Gede
Purnadi Yoga yang merupakan
Perbekel Pejeng Kangin, Ke-
camatan Tampaksiring dan
Sekretaris FKPL Gianyar, I
Made Junarta yang merupakan
Perbekel Bukian. Kecamatan
Payangan.

Ketiganya tiba di Polda Bah
diJalan WR Supratman sekitar
pukul 09.00 Wita langsung
menuju ruangan Kasubdit lll/
Tipikor Ditreskrimsus Polda
Bali di lantai lV. Ketiganya
terlihat datang dengan mem-
bawa berkas dokumen yang
disimpan di dalam tas ntaupun
map. Ketiganya diperiksa pada

dua ruangan berbeda. I Gusti
Nyoman Gede Susila dan I
Made lunarta diperiksa pada
satu ruangan, sementara I
Gede Purnadi Yoga diperiksa
pada ruangan sebelahnya.

Ketiganya menjalani
pemeriksaan selama hampir
7,5 jam hingga pukul 16.30
Wita. Dipantau dari balik
jendela ruangan pemerik-
saan ketiganya tampak serius
menrberikan keterangan.
Masing-masing membuka
map yang berisi tumpukan
berkas dokumen yang mereka
bawa. Terlihat muka dari keti-
ganya tampak tak gairah, na-
mun mereka tetap mengikuti
pemeriksaan dengan baik.

Sekitar nukul 16.30 Wita
Gede Susili dan Mhde .lunarta
keluar dari ruang pemeriksaan.
Saat dicegat wartawan awalnya
keduanya saling lempar untuk

gedung pemeriksaan.
Karen.a terus dikejar

wartawan. Made lunarta nren-
gatal<an pihaknya datang hanya

tulis AKBP Bambang melalui
pesan singkatnya.

Sebagaimana diberitakan,
63 mobil Xpander tersebut dr-
beli di dealer PT Bumen Redia
Abadi, Denpasar, atas nama
pemesan Ketua FKPL Gianyar
I Gusti Nyoman Gede Susila,
l0 lanuari 2019. Namun usai
rapat, Kamis kemarin, kepada
NusaBali, Susila mengaku se-
laku Ketua FKPL Gianyar, dirin-
ya bukan terlibat dalam pen-
gadaan mobil ini. Dia mengaku
hanya mengkoordinasikan
dan menyosialisasikan terkait
Perbup Gianyar tentang pen-
gadaan mobil ini. "Pengadaan
mobil ini kan dimasing-rnasing
desa. Hak dan kewenangannya
pun di masiug-maisng desa.
Yang jelas, saya bukan pembeli,
hanya mewakili perbekel lain
untuk memesan agar barang
meyakinkan," jelasnya. 16r pol
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Penganggaran
belanja tahun

anggaran 2018
belum tertib.

BANGLI, NusaBali
DPRD Bangli menggelar rapat

paripurna membahas Ranperda
tentang Pertanggungj awaban
Pelaksanaan APBD tahun angga-
ran 2018 di gedung DPRD Ban-
gli, Senin (24/6). Dalam rapat
paripurna itu, anggota dewan
melalui pemandangan umum
fraksi soroti temuan BPK di dela-
pan OPD lingkungan Pemkab
Bangli. Rapat dipimpin Ketua
DPRD Bangli Ngakan Kutha Par-
wata didampingi Wakil Ketua I

Komang Carles. Rapat paripurna

dihadiri Bupati Bangli I Made
Gianyan

furu bicara Fraksi Demokrat,
I Made Krisnawa menlnggung
hasil pemeriksaan BPK di Dinas
Pendidikan, PMD, Sekretariat
Daerah, Dinas Kesehatan, Di-
nas Lingkungan Hidup, Badan
Keuangan Pendapatan dan Aset
Daerah (BKPADJ, Dinas Perin-
dustrian dan Perdagangan, Di-
nas Pertanian, Ketahanan Pan-
gan dan Perikanan, serta Dinas
Perizinan. Dalam penganggaran
belanja tahun anggaran 201,8
yang belum tertib. 'Apa langkah
Pemkab Bangli menindaklanjuti
temuaR tersebut," tanya Made
Krisnawa.

Made Krisnawa juga me-
nyinggung pengelolaan pajak
daerah oleh BKPAD tidak ses-
uai ketentuan terkait tentang

uji petik dari BPK. Uji pe-
tik dilakukan kepada sejum-
lah wajib pajak seperti Toya
Devasya maupun kepada wajib
pajak laihnya, sehingga terjadl
kekurangan pembayaran pajak
hiburan dan restoran. "Kami
mendesak BKPAD mengambil
langkah-langkah tegas dan
berkoordinasi dengan 0PD
terkait," pinta I Made Krisnawa.
Sementara juru bicara Fraksi
PKPI, Wayan Wedana pertan-
yakan realisasi target pajak
Rp 1,161 triliun. Realisasinya
Rp 1.106 triliun. "Langkah apa
yang telah diambil pemerintah
untuk menindaklanjuti temuan
BPK," kata Wayan Wedana.

Bupati Bangli Made
Gianyar menyampaikan hasil
pemeriksaan BPK, Pemkab
Bangli meraih predikat wajar
tanpa pengecualian [WTP).
BPK menemukan ketidak-
patuhan terhadap peraturan
perundang-undangan dalam
pengelolaan keuangan dae-
rah. "Dari kedua hal tersebut
kita harus bekerja keras,
bekerja dengan cepat, cermat
dari semua unsur baikdari sisi
penganggaran, penatausahaan
maupun pelaporan harus ter-
integrasi sehingga pelaksanaan
pengelolaan keuangan daerah
pada tahun mendatang lebih
baik," ungkap Bupati Made
Gianyar. '*, esa

Dewan Soroti
TemuanBPK

di8 OPD*

Rapat paripurna membahas Ranperda pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD Kabupaten.Bangli di DPRD Bangli, Senin (2416).
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tas, dan 268 ASDB (asistensi
sosial penyandang disabilitasl.
Ivlereka yang termasuk ASDB
yakni yang menderita cacat
tetap, telantar, dan yatirn piatu
dari keluarga kurang mampu.

Kadis Sosial Karangasem,
Ni Ketut Puspa Kumari men-
gungkapkan bantuan untuk
lansia sebesar Rp 3 juta per
orang total Rp 1,5 miliar per
tahun. Penyandang ASDB Rp
2,4 luta per tahun total Rp
643,5 juta, sedangkan 111
penyandang disabilitas Rp
400 juta. Penerima bantuan

berdasarkan hasil survei dan
rekomendasi kelian baniar
dil<etahui perbekel dan camat.
"Bantuan yang diberikan ti-
dak seberapa, tetapi lumayan
bisa membantu meringankan
beban sosial masyarakat. Mu-
dah-mudahan tahun depan
bantuan bisa kami tingkatkan,"
ungkap Puspa Kumari, Minggu
(e /6).

Penyerahan bantuan diren-
canakan bertepatan pada Hari
Lansia, 29 Mei lalu. Namun
karena rnasih proses amprah
dan dana belum cair, peny-

erahannya diundur. Setelah
anggaran cail dana ditransfer
ke rekening masing-masing
penerima. Bupati Karangasem,
I Gusti Ayu Mas Sumatri me-
minta segera menjadwalkan
penyerahan bantuan tunai
kepada lansia dan penyandang
disabilitas. Terpisah, Perbekel
Desa Sukadana, I Gede Suar-
dana, juga merayakan Hari
Lansia dan membagikan sum-
bangan sembako. Perbekel
Gede Suardana menyerahkan
29 paket sembako di 10 banjar
dinas.6 kl6

hggarkanRp 2,54M
Setelah anggaran

cair, dana ditransfer
ke rekening

masing-masing
penerima.

AMLAPURA, NusaBali
Dinas Sosial IDinsosJ Kabu-

paten Karangasem sediakan
bantuan Rp 2,54 miliar untuk
879 lansia dan penyandang
disabilitas. Rinciannya 500 lan-
sia, ll,L penyandang disabili-
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DENPASAR, NusaBali
Rumah Sakit Umum Pusat

(RSUP) Sanelah Denpasar seb-
igai rimahiakit veitikal milik
Kementerian Kesehatan dise-
but akan rnengalami Penguran-
gan kucuran dana Anggaran
Pendapatan dan Belania Negara

[APBN). RSUP Sanglah Yahg
berstatus Badan Lavanan Umum
(BLUJ dimungkinkan untuk men-
gelola biaya-biaya operasional,'
termasuk yang bersumber dari
masyaral(at,

"Bukannya tidak dibiaYa lagi
oleh APBN. Tetap ada Pembi-.
avaan, namun karena sudah
b-erstatus BLU, rumah sakit di-
berikan kelonggaran untuk men-
gelola biaya-biaya operasional,
termasuk untuk mendaPatkan
biaya-biaya yang memang be-
rasal dari masYarakat. Artinva
belania modal, gaii, masih tetaP

didrop. Tapi rumah sakit yang
berstatus BLU juga diizinkan
untuk melihat peluang pasar
dengan melakukan terobosan-
terobosan," ujar Sekretaris Jen-
deral Kementerian Kesehatan,
Drg Oscar Primadi MPH, saat
menjadi keynote speaker semi-
nar'Menuju Kemandirian Rumah
Sakit Secara Finansial'di RSUP
Sanglah, Kamis (13161.

Dia melihat, beberapa tero-
bosan telah dilakukan oleh
RSUP Sanglah. Salah satunya

pakan bagian dari upaya mem-
berdayakan dan memberikan
keluwesan rumah sakit dalam
pembiayaa n operasionalnya,"
terang drg Oscar.

Dia menambahkan, semua
rumah sakit vertikal fdi bawah
Kementerian Kesehatanl sudah
berstatus BLU. Sejauh iii, kata
'dia, beberap4 rumah sakit di
Pulau Jawa termasuk RSUP San-
glah sudah mulai menapak ke
arah perbaikan-perbaikan serta
inovasi. Menurutnya, sejumlah
tantangan harus diatasi oleh
masing-masing rumah sakit sep-
erti teknologi dan era digitalisasi,
perubahan persaingan, termasuk
kemampuan melihat peluang
pasar. "Saya berharap RSUP
Sanglah bisa menjadi model,"
imbuhnya.

Sementara Direktur Utarna
(Dirut) RSUP Sanglah, dr I Way-
an Sudana MKes menielaskan,
RSUP Sanglah sudah menlu-
lai. Pertama, pihaknya terus
melakukan upaya-upaya men-
jaga dan meningkatkan cash ra-
tio, sehingga kemampuan untuk
mandiri semakin meningkat.
Kemudian, upaya memanfaat-
kan sumber daya yang ada se-
cala optimal, baik sumber daya
manusia, sumber daya sarana
prasarana. Selain itu, kejelian
memanfaatkan perkembangan

program transplantasi ginjal
yang dilakukan. dengan sukses.
Terobosan ini, kata dia, yang
diharapkan terus dikembangkanr-
sehingga bisa membantu runrah
sakit mandiri secara finansial.
"Bahkan saya dengar dari Pak
Dirut, nanti akan ada program
di bidang kesehatan'kor"nea,
dan lain-lain. Dengan adanya
status BLU, kita berharao rumah
sakit bisa mengupayakan ke-
mandirian finansiainya. BLU
bukan'swastanisasi', tapi meru-

tetnotogi dan menlngkap pelu-
ang pasar.

"Salah satunya, indikator
keuangan RSUP Sanglah, dimana
sebelumnya cash ratio terlihat
masih merah, sekarang sudah
kita tinggalkan merah tersebut.
Kalau caslr ratio merah itu arti-
nya pengeluaran lebih besar dari
pendapatan, cash kita lebih kecil
dari hutang. Sekarang sudah ter-
balik. Cash yang kita miliki lebih
besar dari hutangyang ada," ielas
Dirut Sudana.

Dia menambahkan, pendapa-
tan RSUP Sanglah sendiri tahun
lalu mencapai Rp 609 miliar.
Pihaknya optimis tahun ini bisa
menghasilkan pendapatan sebe-
sar RP 614 miliar. Dengan opti-
malisasi SDM dan sarana prasa-
rana, serta pengembangan lay-
anan baru akan terus dilakukan
inovasi. Salah satunya program
layanan transplantasi ginjal.
Selain itu, juga akan dikembang-
kan program layanan baru yakni
transDlantasi kornea.

"lninun kita belum bicara
soal optimalisasi peralatan dan
sumber daya manusia. Apalagi
beberapa modal, seperti KSO

fkeriasama operasional) sudah
mulai kita kurangi. Kita ganti den-
gan modal kita sendiri. Sehingga
nendanatan bisa masuk ke rumah
iakit,"iandasnya. 6r ind
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JAKARTA, NusaBali' riuai ge.Uiia datang untuk
para aparatur sipil negara IASN]
alias PNS, prajurit TNI, dan anggota
Polri. Pasalnya, pada tanggal 1 Juli
2019 mereka akan mendapatkan
gaji bulanan dan gaji ke-13.

Menteri Keuangan Sri Muly-
ani Indrawatirmengatakan, proses
pencairan gaii ke-13 sudah mulai
diproses oleh para satuan kerja
(Satker) ke kantor pelayanan per-
bendaharaan negara (KPPN).

"ladi nanti pembayaran ber-

sekarang sedang dilakukan. Kan
mereka sudah selesai lebaran iadimereka sudah
satker yang memegang portofolio
pembayaran gaii sudah mulai men-pembayaran gaji

lebaran jadi
g portofolio

Gaji ke 13 PI{S Cair I luli,

samaan dengan gaji tanggal 1 Juli,"
ujar Sri Mulyani di Komplek Istana,

Jakarta, seperti dilansir detik, Kamis

gajukani'ungkap dia.
Sekedar informasi, waktu pen-

carian gaji ke-13 tertuang dalam
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor
35 Tahun 2019 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2016 Tentang
Pemberian Gaii, Pensiun, atau Tun-
jangan Ketiga Belas Kepada Pegawai
Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasi-
onal lndonesia, Anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia, Pejabat
Negara dan Penerima Pensiun atau
Tunjangan.

"Gaii, pensiun, atau tuniangan
ketiga belas bagi PNS, Praiurit TNI,
Anggota P0LRl, Peiabat Negara,
dan Penerima Pensiun atau Tunian-
gan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat [1) diberikan sebesar
penghasilan pada bulan luni," bunyi
aturan Ayat 4 pasal (3) PP ini.

Dalam lampiran PP inijuga dise-
butkan, komponen gaji ke-13 untuk
PNS dan pensiunan akan berbeda.
Adapun, giii ke-13 untuk PNS hingga
anggota Polri akan terdiri mulai dari
gaji pokok, tuniangan keluarga, dan
tunjangan jabatan, hingga tunjangan
kinerja;

Sedangkan, pensiunan akan
menerima gaji ke-13 berupa pensi-
unan pokoh dan tunjangan keluarga
atau tuniangan penghasilan. 6

ujar Sri Mulyani di Komplek Istana,

Jakarta, seperti dilansir detik, Kamis

[r3/6).
Gaji ke-13, kata Sri Mulyani di-

peruntukkan bagi para abdi negara
sebagai modal biaya masuk sekolahsebagai modal biaya masuk sekolah
di tahun ajaran baru. Adapun, besa.
ran qaii ke-13 vakni take home pavran gaji ke-13 yakni take home pay

[THP) sama besaran gaji per bulan.
Oleh karena itu, mulai tanggal

1 fuli 2019 pemerintah akan men-
cairkan gaii ke-13 dan iuga pem-
bayaran gaji bulanan bagi seluruh
abdi negara.

"lya memang kan 1 Juli. Proses

l'.1)l)
..-,',:jl riii'i ',

--r!l'r{ u, l't'li 
.

u(f '6;;1ijtt
\::+ii'



Sub Bagian |-lLirnils dan Tata LJsahar Llpl( l{il Perurukilar"r iP'rovinsi Bali

lI,\RL,\N:irhl ui t i

HJilffi'

,,{;Jiitl,,

\$ffi

gatakan sudah ada sejumlah
anggotanya yang ingin mengaju-
kan diri mengikuti seleksi calon
pimpinan KPK

"Sudah ada beberapa nama
yang menyampaikan keinginan-
nya untuk maju di SDM, ASDM.
Ada delapan. Masih terbuka ke-
sempatan, karena pembukaan-
nya tanggal 17 funi sampai 4

]uli, masih ada waktui ujarTito
di Mabes Polri, fakarta, seperti
dilansir cnnindonesia, Kamis
(t3/6).

la tidak melihat potensi kon-
flik kepentingan jika anggota
Polri menjadi bagian dari KPK.
Menurut dia. mereka akan teri-
kat peraturan di KPK, sehingga
diharuskan profesional dan

tidak diperkenankan ikut cam-
pur dalam urusan yang tidak
menjadi pekerjaannya.

"Sebagian besar mereka pro-
fesional, dan mereka selesai
dalam keadaan prestasi yang
baik, tidak membuat masalah.
Jadi sepanjang mereka sudah
masuk dalam KPK mereka j"ga
sudah terikatdengan segala per-
atumn-penrturan KPK. Anggota
Polri kita juga enggak banyak
ikut campur tentang operasion-
alnya;' kata Tito meniabarkan.

Kepada mereka yang men-
gajukan diri, Tito berpesan soal
pentingnya rekam jejak

la juga meminta mereka
memperhatikan berbagai kom-
petensi yang dimiliki seperti
pengalaman di reserse, pengala-
man menangani kasus korupsi
dan kemampuan melalui berb-
agai tes yang diselenggarakan
pansel KPK Tito juga meminta
anggotanya tetap dicek soal
Laporan Harta Kekayaan Pe-
nyelenggara Negara (LHKPNI,
yang menurutnya menentukan
proses seleksi. 6

KPKTuntut Pansel Capim Jaring Polisi dan laks?y
JAKARTA, NusaBali

Wakil Ketua Komisi Pehber-
antasan Korupsi (KPK), Saut
Situmorang menantang panitia
seleksi Calon Pimpinan atau
Pansel Capim KPK jilid V dapat
menjaring sosok-sosok yang
berintegritas tinggi. Terpent-
ing independen dan tidak bisa
ditekan institusi asalnya.

"Bisa enggak nyari orang
kayakgitu? Kalau diapolisi, eng-
gak diatur-atur. Kalau dia jaksa,
enggak diatur-atur. Kalau dia
siapa pun yang datang ke KPK
itu antara dia dengan Tuhan-
nya, sehingga dia independen,
sehingga kebiiakan-kebijakan
dia sangat independen," kata
Sau! seperti dilansir vivanews,
Kamis (1316).

Saut menceritakan,. awal-
nya mencalonkan diri sebagai
kkomisioner KPK jilid IV Ketika
itu, dia mendaftarkan diri atas
keinginan pribadi, tanpa mem-
bawa kepentingan pihak lain
atau institusi.

"Saya datang ke KPK, saya
dengan Tuhan. Saya enggak ada

yang ngatur istri saya, anak saya,
alumni saya, enggak boleh atur-
afur saya," kata Saut.

MenurutSaut sikap indepen-
den dan berintegritas adalah
bagian penting untuk mem-
perkuat KPK. Dengan begitu,
KPK nantinya tak akan terpen-
garuh, apalagi diintervensi oleh
pihak-pihak tertentu.

"ltu akan meniadikan ke-
biiakan-kebijakbn dia sangat
independen. Apakah arogan? Itu
enggak juga, karena itulah yang
disebut integritas. Integritas kan
tadi saya bilang sembilan nilai,
juju4 peduli, mandiri, tanggung
lawab, sederhana, berani, adil,
dan seterusnya," kata Saut

Pada Rabu kemarin (12/6),
Pansel Capim KPK yang diket-
uai Yenti Ganarsih mendatangi
kantor KPK. Pansel meminta
wejangan Agus Rahardjo qs,
terkait proses seleksi pimpinan
KPK jilid V. Pansel juga meminta
KPK menelusuri rekam jejak
para calon.

Sementara itu, Kapolri
Jenderal Tito Karnavian men-

Saut Situmorang
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Karangasem Sulit Anggaran/
BANGUNAN Kuno di

Karangasem cukup banyak. Di
antaranya adalah peningalan Raja
Karangasem. Dari Taman Ujung
hinga Taman Tira Gangga"
Bangunan bagunan ini

menurut Kadis Kebudayan
Nengah Arnawa mengatakan
bangunan kono di Karangasem
belum mendapat bantuan dari
Pemerintah Pusatdan daerah.

"Belum adaperawatanbangurnn
kuno di Karangasem, belum ada
danadariAPBDl'ujamla

Hanya saja sebagian di
antaranya bagunan Kuno
tersebut sudah masuk sebagai
cadar Budaya. Kalau masuk

cagar budaya maka berhak
mendapat dana untuk
.pemugaran. Hanya saja harus
mengajukan proposal untuk
apa saja pemugaran tersebut.
Di antaranya yang sudah masuk
cagar budaya di Karangasem
adalah Thman Ujung.
Menurut Arnawa Taman

Ujung sudah masuk Cagar
Budaya sejak tahun 2018. Di
antaranya yang masuk cagar
budaya sesuai SK nomor 302
HK tahun 20 I B. Iuga penetapan
Taman Ujung Karangasem
sebagai situs cagar budaya.

Taman Ujung sendiri juga
sempat mendapat bantuan

revitalisasi dari Bank Dunia.
"Dibantu pinjaman Bank
Dunia untuk revitalisasii' ujar
Artawa alias Sentot.

Pengelola Taman Ujung Ide
Made Alit mengakui kalau
Situs Taman Ujung sudah
masuk Cagar Budaya. Hanya
saja menurut Ide Made Alit,
selama dia jadi pengelola
Taman Ujung sejak 2,5 tahun
lalu belum pernah mendapat
bantuan dari pemerintah. FIal
yang sama juga terjadi untuk
Puri Karangasem. Bahkan
Taman Ujung diakui malah
bisa menghasilkan PAD buat
Karangasem. (tra/pit)
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Perawatan Berbiaya Rp 800 Iutay
KESIBUKAN pemeliharaan benda-benda

budaya di Buleleng memang butuh keseriusan.
Kepala Dinas Kebudayaan Buleleng Gede
Komang menjelaskan langkah awal pihaknya
melakukan pemugaran dan penataan
peninggalan bersejarah yang ada di Buleleng.

Mulai dari peninggalan purbakala berupa
artefak yang berada di halaman luar museum
Buleleng, memperbaiki tata ruang museum,
agar lebih representatif untuk dikunjungi. fuga
mempertajam atau memperjelas gambar-
gambar pewayangan yang berada di museum
Buleleng.

"ltulah sisi perbaikan dan perawatan benda

Selain itu dalam ruangan museum dipasang
alat pendingin ruangan. Agar benda tidak
mengalami kerapuhan, rusak dan berdebu,,,
terangnya.

Untuk biaya perawatan peninggalan bersejarah
memang terbilang cukup mahal. Namun, tetap
mengacu pada kemampuan keuangan daerah.
"Tahun 20lg saat ini biaya perawatan untuk
benda-benda peninggalan mencapai Rp S00
juta. Itu juga termasuk dengan biaya perbaikan
gedung museum Bulelengi' tuturnya.
Selain ancaman kerusakan dari benda

bersejarah, juga ancaman kehilangan. Karena
jadi incaran orang-orang.

Nah, untuk menghindari ancaman benda
bersejarah yang hilang. Selain adanya petugas
keemanan. Juga melakukan pemasangan CCiV
Kemudian suasana terang berada disekitar
museum dengan pemasangan lampu. fadi
setiap orang atau warga masuk ketika malam
hari dapat terlihat dengan nyata. ,'yang paling
utama memastikan kunci dari museum itu
kondisi baik dan terkunci," tuturnva.

Sejagh ini peninggalan bersejaiah yang ada
di Bul'eleng juga mulai dikunjungi oleh*para
wisatawan. Kunjungan wisatawan masih dari
mancanegara yakni Eropa. Mereka yang datang
lebih banyak membandingkan peninggalan
sejarah yang ada di negaranya dengan di
Indonesia. Untukwisatawan lokal lebih banyak
anak TK dan SD yang datang ke museum.

'Adanya museum Buleleng, museum Sunda
Kecil, museum Gedong Kirtya dan peninggal
bersejarah lainnya di Buleleng. Mudah-
mudahan jadi modal awal untukpengembangan
pariwisata di Buleleng," pungkasnya. (ut|fdt)

peninggalan bersejarah yang kami lakukan
tahun 2019 saat inii' ungkapnya, saat ditemui
beberapa waktu lalu.

Diakpi, Buleleng memang kaya akan peninggalan
bersejarah. Mulai dari lontar-lontar lama yang
terawat di museum Gedong Kirtya, gambar_
gambarwayang yang memuat cerita pewayangan
masyarakat, artefak, buku-buku lama dan
peninggalan cagar budaya dan lainnya.

Melihat banyak peninggalan bersejarah di
Buleleng pihaknya harus rutin melakukan
perawatan. Seminggu sekali di hari lumat. Ada
petugas khusus yang merawat dan melestarikan
peninggalan bersejarah. Baikyang berada pada
museum Buleleng, museum Sunda kecil dan
museum Gedong Kirtya.

"Kalau petugas ada lima orang yang rutin
merawat dengan melakukan pengecekan
terlebih dulu, setelah itu dibersihkan dengan
tetap menjaga keindahan benda, tidak
mencoret dan memastikan bahwa iumlah
benda peninggalan tak ada yu.tg irilu.rg.
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WargaMi

SINGARATA- Warga. miskin
di Buleleng mendapat bantuan
dari Dinas Sosial Bali. Adalah
I Komang Artawan, 28. Dia

pemberian bantuan bedah
ah juga sudah diusulkan

desa setempat dan yang

menderita lumpuh sejaklahir dan bi,
yang bersangkutan sudah

lltsuurr rra rurrtpur seJaK ralur (.lan
tidak memiliki identitas diri (KTp)

berobat dan akan diberikan
bedah rumahtahun inii'

dia.
mentara Kepala Desa

rng, NyomanSukrawan
kan pihaknya sangat

terhadap masyarakat
mampu dengan cara

tgecek langsung. "Kami
ar-benar salut dengan

sudah cukup parah dan hal
itu harus segera dilakukan
penanggulangan. "Artawan
yang belum memiliki idenritas
pendud uka, kami sudah meminta
dinas terkait guna memberikan
fasilitas dalam penrbuatan e-KTp .

kabupaten yang telah

dan ICS,'ucapnya. tidr
Mahendra menambahkan, seb

pemerintahjugaakanmemberikan sud
bantuan kursikorsi roda. Namun, reh
terkait bantuan bedah rumah
diajukan terlebih dahulu melalui
desa setempat. "yang jelas
dalam pemberian korsi roda

Kadis Catatan Sipil Buteleng
Putrr A1,rr Reika Nurhaeni saat
dikonfirmasi mengakui telah

masyarakat yang megalami
kelumpuhan.

"Sudah kami datang ke rumah

menyerahkan kepada yang

berupaya .;'emput bola guna
melakukan perekaman e-KTp
dan pembuatan KK bagi warga

yang bersangkutan dan sekarang
sudah selesai semuanya.
Besok (hari ini- Red) tinggal

bersangkutani pungkasnya. (uli/

"Hari ini (kemarin) kami berikan
sembako kepada Artawan," kata
I Dewa Gde Mahendra putra
kemarin (t5l6)
I\{ahendra mengatakan,

mengetahui adanya warga miskin
di Buleleng dari media. pihaknya

rerikan perhatian terhadap
kami. Yang bersangkutan

menerima banruan bedah
tahun ini," ungkapnya.
urut dia,.di desa

)ergong masih banyak
yang menempati rumah
layak huni. |umlahnya

nyak 30 warga. Namun,
h diusulkan menerima
b rumah dari pemkab
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Pilkada Karangasem,
KPUUsulkanRp 3l MJ
AMIIIPURA-IGU lGrangasem langsung ancang_ancang un_

tuk menggelar hajatan Pilkada ZOZO. tr4enurut tcoriisioner lpU
hularm Ngurah Gde Maharjan4 tahapan

ruKadaserentakaclalahpengusulananggaran. KpUlGmngasem
sendiri mengusulkan anggaran sebesar np 3l miliar.

Ivlaharjarnmengaaka4 danatersebutakandipergunalcnuntuk
semua ahapan Pilkada yang akan dilahrkan selama satu tahtm"
D anmraup adalah ahapan kampanye, pengadaaan b€rbagai
kebutuhan Pilkada termanrkkoaksrara dan honor KppS serta
pejabat haddock lainrya Menunrt dia unnrk koak suara hams
pengadaan ulang. " IGrena kotak suara pilpres dan pileg lalu
mengunakan karton dan sekali pakai. pengadaan kali ini juga
dengankarton urnrksekalipakaii l€tadiakernadn (2216).

Selain ituanggaran juga akan dipergunakan untuk tahapan
sosialisasi dan pemutahiran data pemilih. Ngurah yakin kalau
untuk dapat pemilih dipastikan akan ada perubahan dari
ll-nres dan PileS. Utamanya adalah pemilih pemulayang saat
Pilpres dan Pileg lalu belum berusia 17 tahun.

Pilkada 2020 akan dilakukan secara serentak di seluruh
Indonesia. Dan di Bali sendiri akan dilakukan enam
pemilihan kepala daerah teimasuk di Karangasem.

Sementara untuk pengamanan polres Karangasem dan
Kodim Karangasem juga mengajukan anggaran sendiri. Hal
yang sama juga dilakukan Bawaslu dengan mengajukan
anggaran sendiri. Total anggaran untukpilkada 2020 ini akan
menghabiskan Rp 54 miliar. Anggaran ini sudah dilakukan
pembahasan awal oleh tim anggaran pemkab Karangasem.
Kedepanharus dianggarkandiApBD dan dibahas olehDpRD
IGrangasem dan juga eksekutif. (tra/dot)
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Mulai Tahun 2020
DENPASAR - Gubernur Bali,

Wayan Koster menjanjikan
adanya kenaikan Bantuan
Keuangan Khusus (BKK) un-
tuk Pesta Kesenian Bali (PKB)
yang dikucurkan Pemerintah
Provinsi Bali ke masing-mas-
ing kabupaten/ kota. Ke-
naikannya mencapai dua kali
lipat. Kondisi tersebut untuk
menyikapi, beberapa kese-
nian yang potensial dimiliki
masing-masing kabupten/kota
yang tidak bisa tampil lantaran
permasalahan dana.

Koster menuturkan tahun ini
BKK untuk PKB untuk mas-
ing-masing kabupaten kota
kecuali Badung sudah men-
galami peningkatan dari yang
sebelumnya hanya Rp 200 juta
menjadi menjadi Rp 450 juta.
"Untuk Bangli Rp 500 jura.
Untuk tahun depan (2020) naik
lagi dua kali kipat," janjinya,

ditemui Senin (10/6) lalu.
Dia mengakui, untuk ta-

hun ini tidak bisa melaku-
kan hal yang maksimal
untuk merapikan soal an.
ggaran BKK tersebut.
Ini mengingat, Koster yang

baru resmi menjabat sebagai
gubernur Bali terhitung sejak
bulan September 2018. "Ke-
bijakan umum anggaranya
sudah disusun sebelum saya
menjabat sebagai gubernur.
Iadi kurang leluasa saya untuk
menyusun prioritas program
tahun 2019 ini. Tahun 2020
baru full sudah saya desaini'
kata Koster.

Gubernur asal Desa Sembi-
ran, Buleleng ini menambah-
kan dengan adanya penam-
bahan BKK untuk kabupaten/
kota setiap perhelatan PKB,
diharapkan bisa mengikuti
semua item seni dan bu-
daya yang ada di even PKB.
"Jadi seni budaya itu bisa

menjadi penguatan pada
pelestarian tradisi dan juga
mengakomodasi perkemban-
gan zaman," tandasnya,

Sekadar diketahui, sejumlah
kabupaten di Bali menga-
ku kurang pendanaan da-
lam mengikuti PKB. Akibat
persoalan dana ini, banyak
kabupaten tidak mengikutser-
takan sejumlah jenis kesenian.
Kabupaten menjadi sangat
selektif dalam membawa duta
keseniannya masing-masing
menyesuaian anggaran yang
disiapkan. Persoalan minim-
nya dana untuk kepesertaan
di PKB adalah kucuran dana
dari provinsi yang minim, di
samping anggaran dari APBD
kabupaten masing-masing
yang juga minim. Hanya be-
berapa kabupaten/ kota yang
bisa fullteam untuk mengiku-
ti PKB, di antaranya adalah
Kabupaten Badung dan Kota
Denpasar. (zullyor)
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Kadisdikpora Ajak
Warga Awasi PPDB

MANGUPURA - Pemerirr-
tah Kabupaten Badung telah
menggulirkan program se-
kolah gratis untuk sisvva di
Kabupaten lladung. Namun
Dinas Pendidikan Kepemu-
daan dan Olah Raga (Disclik-
pora) Kabupaten Badung tetap
mengingatkan kepada sekolah
trntuk tidak melakukan praktek
pungutan liar (pungli) kepada
peserta didik. Bila terbuk-
ti melakukan pungli, kepala
sekolah (Kepsek) terancam
dicopot dari jabatannya.
Hal itu dilontarkan oleh

Kadisdikpora Badr.rng Ketut

Widia Astika saat menerima
sosialisasi Tirtr ljnit Pember-
antasarl Pungli (UPI)) Badung,
Selasa (ll17) kemarin. Widia
Astika menegaskan semua
lcperlrran sekolalr negeli
st,.Kabuparen Badung su-
dah sepenuhhya ditanggung
pemerintah ntelalui APBI)
Badung. Jadi, siswa maupun
pihak sekolah, mestinya fokus
untuk mentransformasi ilrnu
kepada anak didik. Selringga
sekolah negeri di Kabupaten
Badung hralitasnya retap lerja-
ga. "Kalau ada sampai ketemu
di sekolah di Badung terima
pr-lngutan akan larrgsung kami
copot kepala sekolahnya, Ini
sesuai perintah Bapak Bupati,"
regasWidia Asrika saar sosialia.

QQ
Kalau ada sampai
ketemu di sekolah

.- di Badung terima
pungutan akan

langsung kami copot
kepala sekolahnya. Ini
sesuai perintah Bapak

Bupati.'l
KETUT WIDIA ASTIKA
Kodisdikporo Bodung

si tersebut, kemarin.
Seiauh ini ini belum ada di

temukan pemungutan liar di
sekolah. Namun pada pener-
imaan Peserta Didik Baru
(PPDB) sejatinya sangar berpo-
tensi teriadi adanya punS;utan.

Pihaknya juga mengimbau
seluruh lapisan masyarakat
turut sena mengawasi sehirrgga
tidak terjadi praktek pungli di
sekolah. Namun PPDB untuk
tingkat SMP sudah melalrri
online tentu praktek pungli
tidak bisa dil;rkukan. Sementara
untuk SD belum menerapkan
sistem orrlinc sehingga hal ini
perlu diwaspadai dan diawasi.
"Kami imbau kepada mas-
yarakat di Badung. Kalau ada
sekolah yang melaluJ<an pung-
utan liar mohon dilaporkan, "
tandas pejabat asal Kerobokan,
Kuta Utara Badung.

Sementara itu Inspektur Ka.
bupaten Badung Luh Suryaniti
yang sclaku Ketua Tim Unit
Pemberantasan Pungli (UPp)

Badung mengatakan sosialisasi
UPP itu dalam rangka mem,
perkuit komitmen Kabupaten
Badung untuk tidak melaku-
kan pungli. Bahkan sosialisasi
tersebut akan dilaksanakan di
semua OPD yang melakukan
fungsi pelayanan langsung ke-
pada masyarakat. Sementara
pihaknya menyatakan untuk
di Kabupaten Badung belum
terdapat indikasi yang di nya-
takan pungli "Ini merupakan
kerja rutin untuk memberantas
pungli yang ada di Kabupaten
Badung. Kami akan sasar Badan
Pendapatan, Dinas Pendidikan,
Disdukcapil dan yang lainnya.
Tapi yang jelas semua OPD
akan kami berikan sosialisasi
punglij' pungkasnya. (dwi/yor)

Edisi

Hal 4

'G'_-i.'l.r-
'4; rr ""'\-,,:'i -. :i'r',

sif tr6;,,?ia
r1 ' .lt-'; ,r.,

T,tl'+:;:ii'

ilca P*ngti, Kasek Dicopo t'

: Pab" , __t!,_Jy:'"!



Sub Bagian Humas darr Tata Usaha BPI( Rl perwal<ilan provinsi Bali

ffimdnr ffi-rftIfi

Mantan KetuaLPD pacun

Dituntut l,STahun
DENPASAR - I Nyoman |ay4 49, tidak

rugi membawa uangtunai pecahan sera-
tus ribuan sebesar Rp 142.928.529 ke Pen-
gadilan Tipikor Denpasar belum lama ini.
Uangyang dibawa faya sebagai pengganti
kerugian negara dalam kasus korupsi LPD
Pacung Bitra,- Gianyar tahun lg99-2012,
itu menyelamatkan Jaya dari tuntutan
berat jaksa penuntut umum (JPU).

Dalam sidangdengan agenda tuntutan
kemarin (l l/6), priayangkesehariannya
dagang minuman ringan itu hanya ditun-
tut pidana penjara selama satu tahun dan
enam bulan alias 1,5 tahun. Padahal, da-
lam Pasal 3 UU Tipikoryang didakwakan
JPU, terdakwa terancam pidana penjara
paling lama hingga 20 tahun.

"Terdakwa telah menitipkan uang sebe-
gai pengganti kerugian negara. Terdakwa
juga mengakui dan menyesali perbuata-
nnya," ujar fPU Putu Iskadi Kekeran dan
I Made Eddy Setiawan, kemarin (l l/6).

Di hadapan majelis hakim yang dip-
impin Esthar Oktavi, JPU uga menuntut

denda Rp 50 juta. "Jika tidak mampu
membayar diganti tiga bulan kurun-
gani' imbuh lPU.

fPU menilai terdalqua sebagai Ketua
LPD Pacung bersalah menggunakan
dana LPD Desa Pacung untuk kepent-
ingan pribadi. Atas perbuatan LPD tidak
dapat beroperasi, dan mengalami keru-
gian senilai Rp 142 juta lebih. Perbuatan
terdakwa diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 3 juncto Pasal lB UU Tipikor
juncto Pasal6a ayat (l) KUHP.

Menanggapi tuntutan dari tim jaksa
Kejaksaan Negeri (Kejari) Gianyar itu,
terdakwa yang didampingi penasihat
hukumnya akan mengajukan pembelaan
(pledoi) tertulis. Sidang pun akan dilan-
ju&an pekan depan.

Sebagaimana diketahui, kasus ini
berawal ketika LPD Desa Pacung
mengalami masalah sejak tahun lgg6.
Kemudian dilaksanakan paruman,
dan terdakwa yang saat itu menjabat
sebagai Bendesa Adat Pacung men-

yatakan mengambil alih pengelolaan
LPD. Lalu terdakwa memberhentikan
ketua LPD, sekretaris LPD dan benda-
hara yang menjabat sebelumnya.

Dalam perjalanananya, terdalo,va men-
gambil alih jabatan sebagai ketua LPD
dan tanpa melalui paruman desa, kemu-
dian menunjuk bendahara dan selcetaris
tanpa paruman. Ketika memimpin LPD
ini, terdakwa malah mengelola LPD Desa
Pacung tidak mengacu pada sistem atau
prosedur LPD. Ia memberikan kredit
kepada masyarakat tanpa disertai ja-
minan. fuga tanpa adanya persyaratan
permohonan kredit. Lalu permasalah
terjadi di LPD, diantaranya kas LPD tidak
dapat dipertanggungjawabkan. Dana
deposito nasabah yang telah jatuh tempo
tidak bisa dibayarkan karena saldo per 31
Desember 2012 ter catat Rp. I 46.476.029,
namun uangdi kasir hanya Rp 3.547.500.
Sehingga terjadi selisih Rp 142.928.523.
Uang iru digunakan oleh terdakwa untuk
kepentingan pribadi. (san/yor)
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Pilkada Terancarn
tanpa Pengawas

NEGARA - Pilkada Iembrana 2020 mendatang, teran-
cam tidak akan ada pengawas di setiap tempat pemu-
ngutan suara (TPS). Pasalnya, anggaran yang diusulkan
pada pemerintah kabupaten akan

ll?:,,.x1J;f'ff;:ffiy;3::::" ugrr*
Kerua Bawaslu Iembrana pande Wfffitfl#lr.

ilf,:i,il'::iiiilT,In';;x.x? wl,kan Rp , ,2 miliar, temudlai dira- :
sionafisasi menjadi R?.5,j miliar. )l)Anggaran tersebut untuk kebutuhan
pengawasan selama pilkada 2020 SKenarlo
tn"tttutu.tg. "Tapi informasi terbaru terburuk tidak
akan dikurangi lagi/'ujamya. ada pengawas

Pengurangan anggaran tersebut, di- di TPS, karena
hitung berdasarkan anggaran pilkada tidak ada
2015, ditambah inflasi B persen setiap anggaran
tahun. Sehingga muncul angka 40 untuk hOnOr.'

ii,l'"?":?:il1iffi i"ti il:,'f;fi 4;j,m#"
miliar pilkada 2015, ditambah sehtar Xe,ii'Ao*ostu
Rp 1,2 milia; tota-lnya Rp 4,2 miliar. Jembrono

Dengan adanya pemangkasan an-
ggaran tersebut, beberapa pos anggaran akan dipotong.
Salah satunya pengawas di setiap TPS akan dihilangkan.
"Skenario terburuk tidak ada pengawas di TPS, karena
tidak ada anggaran untuk honori' terangnya.

Pihaknya masih berharap anggaran yang diajukan se-
belumnya Rp 5,7 miliar disetujui tanpa ada pengurangan
lagi, sehingga pengawasan pilkada 2020 mendatang
dilakukan maksimal hingga ke tingkat TPS. (bas/gup)
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Warga OgahMenungguPemlcab'
Perbaiki Jalan Rusak
Berat secara Swadaya

SEMARAPURA- Kecamatan Nusa
Penida banyak dikunjungi wisatawan
mancanegara. Sayangnya, banyak
jalan menuju sejumlah objek wisata
rusak parah. Tak ingin berlama-lama
menunggu perbaikan dari Pemk-
ab Klungkung, warga Nusa Penida
melakukan perbaikan jalan secara
swadaya. Perbaikan lalan rusak dimulai
dari Desa Bunga Mekar yang merupa-
kan jalan kabupaten menuju sejumlah
objek wisata terkenal seperti Pantai
Klingking dan lainnya, Selasa (18/6).
Koordinator perbaikan jalan I

Nengah Darmawan saat dikonfirmasi
membenarkan. Menurut dia ialan di
desa tersebut rusakparah. Konilisi jalan
tersebut pun kerap membuat wisatawan

terjatuh. Padahal ialan tersebut adalah
jalan kabupaten menuju sejumlah
'objek wisata terkenal seperti pantai
Klingking dan lainnya. 'Ada delapan
titikyangkondisinya rusakberat. Rusak
sudah cukup lamai' katanya.

Aras kondisi iru, sejumlah warga yang
awalnya berbincang santai akhirnya
memutuskan untuk melakukan
penggalangan bantuan untuk
memperbaiki jalan yang rusak secara
swadaya. Ide tersebut tak hanya didukung
warga Desa Buka Mekar. Namun, juga
sejurnlahwarga desa tetrngga seperti Desa
Sakti, Barumadeg Suana, dan desa lain.
'Ada warga yang membannr berupa pasir,
semen, uang nrnai dan tenagai' ujamya.
Kemarin warga Banjar Gelagah

dan Behu mulai memperbaiki jalan
tersebut menggunakan bantuan yang
telah terkumpul. Jalan yang rusak

di desa diperkirakan mencapai I,l
kilometer. Dengan bantuan tersebut,
jalan yang bisa diperbaiki sekitar 60
meter. Sementara saat ini baru 15 meter
jalan rusak yang telah diperbaiki. "Kami
melakukan halini bukan untuk membuat
pemerintah geram. Kami lakukan ini
untuk menunjukkan bahwa kami iuga
bisa memberikan kontribusi;' tandasnya.
Untuk diketahui, Kecamatan Nusa

Penida yang memiliki jalan paling
panjang dibandingkan kecamaran
lainnya, yakni sekitar 229.007 meter
dengan kondisi baik sekirar lSI.9l2
meter. Sedangkan rusak berat sekitar
37.785 meter. Untuk itu ada sekitar
2l kilometer panjang jalan yang
rencananya diperbaiki di rahun 2019.
fumlah anggaran yang akan digunakan
untuk perbaikan lalan sekitar Rp 31,8
miliar. (ayu/dot)

GOTONG ROYONG: Warga Desa Bunga
Mekar perbaiki ialan rusak, kemarin.
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Australia sebelum pindah
ke Canberra. Keberangkatan
dewan ke luar negeri itu sejak
22 Iuni dan akan berakhir 29 Juni
nanti. "Nanti hari Senin tangga.l
I Iuli baru ngantori'ucapnya.

Celakanya, tidak ada satu pun
anggota DPRD Badung yang
menjaga gawang. Semuanya
pergi. Walhasil, para tamu
anggota dewan luardaerah yang
berkunjung ke dewan Badung
pun hanya diterima oleh staf.
Kunjungan ke luar negeri

dipimpin Ketua DPRD Badung
I Putu Parwata didampingi
kedua wakilnya, yakni I
Nyoman Karyana dan I i\lade
Sunarta. Rombongan sempat

melakukan sesi foto bersama
di depan Gedung parlemen
Victoria, Melbourne.

Hal tersebut terlihat dari
unggahan salah seorang
anggota DPRD Badung melalui
media sosial mereka. yang
ikut dalam sesi foto tersebut
adalah, pimpinan DPRD
Badung, berserta anggota
iakni; I Made Sumerra, I
Made Subawa, Ni Luh Gede
Sri Mediastuti, I Ketut Subagia,
Ida Bagus Alit Arga Patra, Ni
Ketut Suweni, I Nyoman Satria,
I Kadek Sudarmaja, I Wayan
Suyasa, I Nycman Dirga Yusa, I
G usti Ngural-i Shaskara, I \{acle
Ponda Wirawan, Ida Bagus

Sunartha, I Nyoman Gede
Wiradana, I Wayan Regep, dan
I Putu Alit Yandinata. Selain
itu ada juga beberapa anggota
dewan rutin mengunggah
kegiatannya selama di
Australia, melalui status di
media sosial WhatsApp.

Ketua DPRD I Putu parwata
ketika dikonfirmasi takmenampik
bahwa sebagian anggota dewan
Badungke luar negeri. Ifunjungan
tersebut daiam rang\a pelatihan.
"Training/ pelatihan dan
outboundi' kata Parwata saat
dihubungi melalui sambungan
WhatsApp, kemarin.
i(:::l:,lia pelarihar: 1'ang

diiakukan di Australia vakni

Jilrf i;l[t nril
pil
Urr
ft 1l
UN

llqgsah Foto keMedia Sosial
Alasan unruk Pelatihan

GEDIING DPRD Badung sejak
Senin lalu (2416) terlihat sepi.
Tidak ada penghuni. Begituiuga
Selasa kemarin. Suwung.

Usutpunya usut memangtidak
ada satu pun anggota DPRD
Badung yang masuk kantor.
Mereka sedang menggelar acara
melali (ialan-jalan) ke luar negeri.
Padahal, Maret lalu, mereka
sudah melakukan perjalanan
serupakelndia.

"Yang kunjungan ke luar
negeri 24 orang anggota.
Untuk yang tidak ke luar
negeri kunjungan ke kota
Tanggerang," kata sumber
pegawai di DPRD Badung,
Selasa (2516).

Luar negeri yang dimaksud
adalah Australia. Persisnya
ke Kota Melbourne, ibu kota
Negara bagian Victoria. Kota
ini memang nra, karena pemah
menjadi ibu kota Negara

meliputi pelatihan employrnent
(ketenagakerjaan), lingkungan,
sosial, budaya dan tourism
(pariwisata). "Pelatihan ini
untuk mencari bahan sehingga
nanti kita lakukan evaluasi
tourism yang ada di Badung. Ini
sangat urgent sekali kaitannya
sangat luas. Makanya
regulasi kita lakukan dengan
baik melalui studi empirisi'
pungkasnya. Padahal, dalam
hitungan bulan, aggota DPRD
Badung periode ini akan habis
masa kerja. Anggota DPRD
Badung periode 20lg-2024
akan dilantik antara Agustus-
0k:ober 2019 mendatang.
(made dwija putra/yor)
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Command
CentreMulai
Ditenderkan
DED Rp a00 Iuta,
Biaya Gedung Rp
4,6 Miliar

SINGARAIA - Proses pem-
bangunan gedung Buleleng
Command Centre kini masuk
dalam tahap tender. Pemba-
ngunan diharapkan sudah
bisa dimulai pada awal Agus-
tus mendatang. Hanya saja
fasilitas tersebut, belum bisa
digunakan tahun ini.

Untuk membangun gedung
tersebut, Dinas Komunikasi
Informasi dan Persandian
(Kominfo Sandi) Buleleng,
menyiapkan anggaran sebesar
Rp 4,6 miliar. Selain Diskomin-
fo juga menyediakan ang-
garan Rp 400 juta untuk jasa
pengawasan konstruksi dan
penyusunan detail engineering
design (DED).

"DED-nya sudah selesai.
Sekarang dokumen tendernya
sudah kami ajukan ke Bagian
Layanan Pengadaan Setda.
Kalau lancar, paling tidak awal
Agustus konstruksinya sudah
mulai," kata Kepala Diskomin-
fo Sandi Buleleng Ketut Suwe-
ca saat ditemuikemarin (1416).

Menurutnya pembangunan

command centre akan dilaku-
kan dalam dua tahap. Tahap
pertama yakni pembangunan
konstruksi yang akan dilaku-
kan tahun ini. Sementara tahap
kedua adalah pekerjaan interi-
or dan pengadaan barang elek-
tronik, yang akan dilakukan
tahun depan.

"Nanti gedungnya dua lantai.
Kami manfaatkan lahan seluas
4,5 are di sebelah barat Lobi
Atiti Wisma. Mudah-mudahan
akhir 2020 sudah bisa beroper-
asi penuh," imbuhnya. Sekadar
diketahui, command centre
akan menjadi pusat data mi-
Iik pemerintah di Kabupaten
Buleleng. patalaffi
lania ini tersebar di beberapa
dinas, akan dihimpun menjadi
satu. Data-data tersebut akan
diolah menjadi bentuk digital,
sehingga l€bih mudah diakses.
Selain itu Command Centre
juga akan menjadi lokasi peny-
impanan server milik pemer-
intah. Selama ini server-server
data milik pemerintah, disi-
mpan oleh masing-masing
dinas. Pemusatan server akan
memudahkan pemerintah
mengelola dan memelihara
aplikasi. Terlebih kini ada 54

buah aplikasi yang dikelola
pemerintah. (eps/gup)
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lnaan uanggar segera
rrxtr 6), serta unnrk biaya ikut serta akan digunakan untuk operasional

keberangkatan saat pementasal].
Menurutnya keterlambatan itu
disebabkan karena beberapa ad-
ministrasi yang harus dilengkapi. .

Gede Komang pun menjamin bila
pekan depan sanggar-sanggar sudah
mengantongi anggaran ke Denpasar.
"Malu orang Buleleng kalau nggak
bawa bekel. I'lampir tiap hari tim
kami berupaya supaya (perrcairan
anggaran) ini cepat," tegasnya.

Asal tahrr saja, Disbud Buleleng
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SINGARATA - Dana pembinaan
sanggar-sanggar yang akan pentas
pada Pesta Kesenian Bali ke-41
di Taman Budaya Bali, dilaniikan
cair pekan depan. Pemerintah
nicngklaim saat ini masih ada be-
berapa proses administrasi yang
harus diselesaikan.

Hingga kini dana pembinaan
untuk sanggar belum dicairkan
seluruhnya. I)ana tersebut baru
dicairkan untuk sanggar yang akan
tampil pada parade pernbukaan hari

loml merangkai bunga dan janur
yang dilangsungkan Minggu
(16/6
Pak

. "Kami sudah ajukan pada
tpati. Mudah-mudahan, Senin

(pel depan) sudah disposisi. fadi,
Sel

dicair
atau Rabu depan sudah bisa
:an," kata Kepaia Dinas Kebu-

dayaur Buleleng Gede Komang yang
dikonfirmasi kemarin ( l416).

la pun memaharni masalah dana
itu akan sangal me-

sanggar Sebab dana iru

Edisi

mengalokasikan anggaran sebe-
sar Rp 990 juta untuk dana pem-
binaan. Alokasi dana itu berasal
dari Bantuan Keuangan Klrusus
(BKK) Kabupaten tsadung. Ti-
ap-tiap sanggar mendapat dana
pembinaan yang berbeda. Untuk
kegiatan parade misalnya, Dis-
bud mengalokasikan anggaran
Rp I 05 juta. Sementara untuk pe-
mentasan wayang wong, Disbud
hanya mengalokasikan anggaran
Rp 35 juta. (eps/gup)
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sif. Namun pembayaran yang
dilakukan oleh wajib.pajak terse-
but tidak sesuai harapan. Maka
disusul dengan pemberian Sp2,
sesuai dengan Perbup nomor
1B/2018 pasal I I ayat (5), tentang
perubahan atas Perbup Nomor
9/2OI7 tentang tata cara pemu-
ngutan pajak hotel. Dalam rent-
ang waktu 7 hari, Sp2 ini tidak
digubris oleh wajib pajak. "Maka
wajib pajak dapat dikenakan
sanski penyitaan, pemberhen-
tian operasional hotel hingga
pidana yang tercantum dalam
Perda Nomor B/2}ll tentang
pajak hotel," bebernya.

Hal senada disampaikan Sek-

] retaris Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Buleleng Ni Made Susi
Adnyani. Selama ini pihak BKD
tetap melakukan penagihan se-
cara humanis namun pembayaran

LJsaha Bpl( Rl per\^/al(ilarr provinsi Bali
'.irl

Miliaran, Tunggakan
Palak Hotel di Buleleng.,

PasangSti.kelTimYustisi$ilf"f,,"#:fffi?",ff.TirTff 
I

AnCam Lalarkan PenVitaan dan Hotel Meka Lovina. reguran

s TNGARAIA - sel umrarr h o ter 5:"f".'nT:,i'*#:TTi:JJ;
berbintang di kawasan Lovina, pemasangan stiker pada bagian
Singaraja ternyata menunggak front office hotel ter;bul
pajak hingga miliar rupiah. Ini pemasangan stiker itu mer_pun membuat geram.B_1{u" upakan perlngatan kedua yang
Keuangan Daerah (BKD) Kabu- diberikan bagihotel penunggak
paten Buleleng. Pasalnya, setelah pajak. Hotel sunari sebagai wa:
diberikan teguran dan BKD tel- lib palak belum membalar sisa
ah berupaya secara persuasif tunggikanpajakdari tahun20t2
melakukan pendekatan'agar sampai 20lB--e.r.apai Rp 1,2
wajibpajakmembayartunggakan Miliar. Semenrara Hotel Melka
pajak. Namuntakkunjungdilaku- daritahun2}l2_2}l}menunggak
kan pembayaran. pajakmencapai Rp SO0 jutalebih.

BKD dengan tim yustisi akh- Kepala niai.rg ielayanan dan
irnya turun ke lapangan dengan penagihan rajak I Gede sasnita
menempel stiker kepada sejum- Ariawan mengatakan, hotel_ho_
lah hotel yang belum melunasi tel tersebut sebelumrrva telah
tunggakan pajak mereka- Dua diberikan teguran dan BKD
hotel yang didatangi tim yustisi lelah berupuyi re.uru persua-

yang dilakukan oleh wajib pajak
yang dalam hal ini Hotel Sunari
dan Melka Lovina tidak maksimal.

"Melalui surat peringatan kedua
yang dilayangkan BKD Bulelengke
hotel-hotel tersebut dapat mem-
berikan efek jera bagi wajib pajak.
Pembayaran pajakdari para wajib
pajakpenting adanya untuk dapat
dimanfaatkan sebagai pendapa-
tan daerah serta membantu pem-
bangunan daerahi' ungkapnya.

Selain dua hotel yang disam-
bangi BKD Buleleng bersama tim
yustisi dari.Pol PP Buleleng, juga
terdapat hotel lain yang tercatat
melakukan penunggakan pem-
bayaran pajak. "Di antaranya
hotel Aditya Lovina mencapai
800 juta brupiah lebih, Joe Bar
Gerokgak sebesar Rp 53 juta
rupiah lebih dan hotel lainnyai,
pungkasnya. (uli/gup)
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Agustus, DanaPurna
BalctiDewan Cair t
Lima Tahun,
Rampungkan
52 Perda

NEGARA - Anggota dewan
periode 2014-2019, akan
mendapatkan dana pur-
na bakti dewan diakhir masa
iabaran. Baik yang tidak terpi-
lih lagi maupun yang terpilih
lagi. Jumlah uang yang diter-
ima berbeda, tergantung dan
jabatan dan masa kerja. Total
anggaran yang dibutuhkan
sekitar Rp 250 juta yang akan
diberikan pada bulan Agustus
atau akhir masa bakti.

Sekretaris DPRD lembrana I
Made Sudantra mengatakan,
dana purna dewan ini sesuai
dengan peraturan pemerintah
nomor lB tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Adminis-
trasi Anggota DPRD. Dalam
aturan tersebut, sudah diten-
tukan uang jasa pengabdian
pimpinan dan anggota DpRD.
termasuk anggora DPRD yang

tr ff::u*:"*msrzin 
usaha

fr P"rA-" t""t-g p"-b"h*x atas perda tbntang BPHTP

e;";.;;::::it;':lt-
pangan berkelanjutan

W trrd" t""t*, Peby""*

meninggal dunia dan menga-
khiri masa baktinya. "Kami
sudah siapkan anggarannya,"
jelasnya, Senin (r7l6).

Berdasarkan aturan tersebut,
besaran uang jasa pengabdian
sesuai dengan masa baktinya.
Kttusus di DPRD Jembrana dari
35 anggota, hanya satu orang
yang statusnya pergantian an-
tar waktu (PAW). Bagi anggora
PAW tetap mendapat uang jasa

ffi Perda tentang perubah-
e an perda no 3 tahun

2016 lentang peng6ng-
katan dan pemberhen-
tsl !s9f 9!9!99!e__

f* Perda tentdng pemben-
b# an insentifdan/atau

kemudahan kepada
masyarakat dan/atau
penanam modal
Perda tentang bank
perkreditan desa
Perda tentang desa
wisata

rl Perda tentano

- 
Kaouparen layak anak

GilAS ddwlmlM ,MoABa^r

pengabd.ian, misalnya 2 tahun
pengabdian mendapat uang
iasa pengabdian dua bu.lanuang
representasl.

Sehingga berdasarkan ium-
lah anggota dewan yang ada di
Jembrana, dibutuhkan angg.uan
sehtar Rp 250 iuta lebih unnrk
semua anggota dewan. Pem-
bagiannya, kerua Rp 2.100.000,
dikalikan masa baki 5 tahun, dua
wakil kerua Rp 1.680.000 dikali

masa baki 5 tahun, begitu juga
dengan anggota Rp 8. 400.000
dikalikan masa bakti.

Mengenai besaran jasa peng-
abdian ini, Sudantra menga-
kui sudah ada anggota dewan
yang menanyakan. Bahkan,
ada anggota dewan yang me-
nilai jumlahnya terlaiu ke-
cil. "Tapi setelah diielaskan
bisa mengerti. Kami tidak
'akan mengeluarkan anggaran
diluar ketentuan yang ada,
pedoman tetap peraturan
pemerintahi' tegasnya.

Sementara itu, mengenai ca-
paian selama masa bakti 2014-
2019, terdapat 52 peraruran
daerah dimana sembilan dian-
taranya adalah perda inisiatif
DP$P fembrana. Hingga masa
bakti nanti berakhir, Sudantra
menyebut tidak ada tunggakan
Perda yang belum diretapkan.
"Kalau perda yang penting,
misal APBD Perubahan nan-
tinya akan ditetapkan sebelum
masa bakti berakhir, Iapi ter.
gantung kesiapan dari eksekutif
jugai' terangnya. (bas/gup)

Se(asa , 1g
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Gelar Rapat Relcomendasi

Atas Temuan BpK
SEMARAPURA - Pemkab Klunglong

raih opini Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP) dari Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) RI Perwahlan Bali atas

Iaporan Keuangan Pemerintah Daerah
(LKPD) Kabupaten Tahur Anggaran
20lt|. Namun, bukan berarti LKPD furi

bersih dari temuan BPK. Maka, atas

temuan iri, DPRD Klungkungbersanta
Eksekutil Rapat Rekomer,rdasi tindak
larrjut laporen hasil pemeriksaan IIPK
RI atas LKPD lcunghrng 20 I I di Kantor
DPRD Klungkung Senin (t716).

Kata Ketua DPRD Klungkung I

Wayan Baru, laporan keuatrgan
wajar dalam semua hal material.
Posisi keuangan per 3l Desember
20 I B, realisasi anggaran, perubahan
saldo anggaran lebih, operasional,
arus kas, dan perubahan ekuitas
untuk tahun yatrg berakltir 31

Desernber 2018, sesuai standar
akuntansi pemerintah (SAP).
Hanya, pemeriksaan sistem
pengendalian intern dan kepatuhan
pada perundangan banyak temuan
per lu ditindaklanjuti. "Terlebih,
pemahaman waiardalam semua hal
yang material mengandung makna
bahwa, ridak dijamin tidak adanya
unsur perbuatan melawan hukum
atatr penyalahgunaan wewena!18
dan suap-menyuap yang merugikan

BAHAS TEMUAN BPK: DPRD Klungkung-Eksekutit rapat di Kantor Dewan, kemarin.

keuangan negara atau daeralr,"
ujarnya. Tenruan BPK terkait
dengan Sistem Perlgendalian Intern;
pelaku pariwisata aktif beroperasi,
belum didata dan belurn ditetapkan
sebagai wajib pajak. Berdasar uji
petik, ada l3 pengusaha (2016),
delapan perrgusaha (2017), clan 23
pengusaha (20i8). Ada denda pajak
hotel belum ditetapkan terhadap
l8 pengusaha hotel. Potensi hilang
atau tertundanya pendapatan asli
daerah (PAD) Rp 4 iuta lebih.

Kemudian,kesalahan penganggaran

belanja barang dan jasa dianggarkan
dan direalisasikan untuk belanja
honorarium PNS dan non-PN$ belanja

honorarium pengelolaan daria BOS,

belanja balang dan iasa BLUB, belania
jasa tenag,t keia non-pegawai pada 3l
OPD da-ri 42 OPD; Rp Bl miliar.

Sekretaris Kabupaten (Sekkab)
Klungkung Gede Putu Winastra
menielaskan, ada dua peraturan
yang harus diikuti. Yakni, Peraturan
Bupati (Perbuh) atau Peraturan
Menteri Dalam Negeri (Permendagri)

tentang Hibah dan Bansos dan
Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Adapun dalam penganggaran hibah
dan bansos itu pihaknya mengaku
Pemkab Klungkung lebih mengacu
pada Perbup. Sementara BPK lebih
berpatokan SAP. (adv/ayu/djo)

Edisi : sQ\qs4, ft Junt gDtg
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P el a n tika n An g g o t a-D effin-t
Setwan Anggarkan Rp 1,8 Miliar

Amlapura (Bali Post) -
PelSntikan 45 anggota dewan periode 2019-2024 dianggarkan sebesar Rp

1,8 miliar. Anggaran tersebut bakal dipergunakan untuk pembelian scjumlal
fasilitas pelantikan.Sekretaris DPRD Karangasem I Wayan Ardika, Minggu (23/6)
kemarin mengungkapkan, jumlah anggaran itu nantinya bakal dipergunakan
untuk pengadaan sejumlah fasilitas pelantikan, seperti pin emas, sejumlah stel
pakain, dan yang lainnya. Kata dia, sampai saat ini proses pengadaan masih da-
lam proses tahap tender. "Anggaran itu nantinya bisa saja menyusut tergantung
pemenang tendernya," ujarnya.

Ardika mengatakan, bagi Di antaranya Pakaian Sipil Sipil Resmi (PSR) dengan
ar)ggota terpilih nantinya Harian (PSH) delgan pagu.,-_pagu senilai Rp.3.250.000,
bakal mendapatkan pakaian. senilai Rp 2.850.000. Pa.hain :" latu stel Pakain pinas Laparr.

gan (PDL) lengan panjang
pagunya senilar Rp. 2.950.000.
dan satu stel baju endek pagu.
nya sebesar Rp 2 juta. Selian
itu, mereka juga baka.l mem-
peroleh satu pin emas seberat
10 g1am. Dimana untuk pin
pagunya Rp 9 juta per orang
"Jadi. total pagunya sckitar
Rp 1.08 miliar. Dimana jum.
lah itu..dikalikan 45 anggota
dewan, l.atanva.

Dia.iibna m diii_kai:-! gbcra

pa pengadaan tersebut suda
ada pernenang tendernya. D
mencontohkan untuk pel
gaoaar) prn emas, pemenar
tendernya dari Yogyakart
Termasuk untuk pengadaz
pakain sudah ada pemenar
tendernya. Dan saat ini mas
dalam proses pengerjaan. JeL
dia, karena pengadaan melal
tender rekanan bisa menaw:
hingga bisa menyusut samp
20 persen. 0rrnb41)
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Terkait
Pembangunan
Pasar Silakarang

GIANYAR-Proyek mangkrak
tak hanya terjadi di gedung In-
dustri Kecil Menengah (IKM)
Celuk. Sebab, proyek pasar
Silakarang di Jatan Singapa-
du, Kecamatan Sukawati pun
mangkrak. Proyek pasar yang
semestinya rampung dikerja-
kan pada akhir 20lB lalu, itu
kini dilirik Kejaksaan Negeri
(Kejari) Gianyar.

Kepala Seksi Pidana Khusus
(Kasi Pidsus) Kejari Gianyar
Putu Gede Darmawan men-
gatakan, proyek pasar Silaka-
rang mendapat pengaduan
dari LSM Garda Tindak Pi-
dana Korupsi (Tipikor). "Seb-
etulnya laporannya ke Polda.
Kami hanya ditembuskan
dari LSM Garda Tipikori ujar
Darmawan, Rabu (1216).

Darmawan menambahkan
posisi Kejari sekarang sedang
menunggu hasil koordinasi
dari Aparat Pengawas Internal
Pemerintah (APIP).'hPIP ini

di Inspektorat. Kami selaku
APH (aparat penegak hukurn)
nlelurggu APIP. Karni sudaii
bersurat ke APIP bagaimana
balasannya, nanti kami telaah
lagi," sambung dia.

Nah, jika APIP rnenl,ebut itu
pidana Kejari akan bergerak.
"Kami ambil tindakan. Seka-
rang belum ada balasan, muu-
gkin karena lama iibur," uiarnya.

Sembari menanri hasil APIp,
lanjut dia, Kejari terus meman-
tau perkembangan proyek pasar
yang kini dibiarkan mangkak.
"Kami dengar ada pcngem-
balian terkait pasar. Namun
kami belum tahu, pengernbali
annya itu untuk apa?," jelasnya.
Analisa Kejari, lanjut Dar-

mawan, perlu dilihat progress
proyek itu. Seperti pembayaran .

bagaimana juga kontraknya. "
Apakah uang yang dikeluarkan
sesuai progres ya gak masalahi'
ucap Darmawan.
Menurut dia, apabila dalam

pengerjaan proyek ada se-
lisih maka terancam ke ranah
pidana. "Kalau ada selisih
baru kami masuk. Misalnya
perrgerlaalr 50 persell lapj
uangnya keluar 70 persen, itu

ada selisih," ungkapnya.
Pihaknya perlu mendalami

lagi masalah tersebut. Apakah
uang (anggaran) yang dikelu-
arkan sesuai progres atau tidak
Sedangkan kalau kontrak dipu-
rus berarti sudah selesai. fika
ada penambahan wakru kerja
pun perlu dilihar tentang den-
da. "Itu analisanya," jelasnya.

Diakui, masalah pasar Sila-
karang sama dengan proyek
gedung IKM Celuk. "Kasusnya
juga sama dengan IKM celuk.
Tapi kami belum ada surat
perintah (penanganan) untuk
itu. Baru sebatas info saja,"

tukasnya.
Sementara itu, Ketua Gar-

da Tipikor Gianyar Pande
Mangku Rata mengaduJ<an ka-
sus itu kepada Ditreskrimsus
Polda Bali. Pengaduan dalam
bentuk surat itu ditembuskan
kepada beberapa institusi. Di
antaranya Ketua Komisi III
DPR Rl, Komisi Pemberan-
tasan Korupsi (KPK), Kejak-
saanAgung RI, Kapolri, Kejari

' Bali, Kejari Gianyar, Kapolres
Gianvar dan jajaran Garda
Tipikor di dacrah. "Uarda
tipikor ntclaporkarr scsuri
indikasi. Kami hanya melapor.-

kan. Mengenai tindak lanjfi
adalah kewenangan aparat,"
ujar Mangku Rata kemarin.
Dia juga telah mendengar
jika kasus itu kini di meja
Inspektorat Pemkab Gianyar.
"Biasanya kalau ditangani ln-
spektorat kalau nggak ada pi-
dana harus kembalikan dana.
Untuk mengembalikan itu
kami harapkani' ielas sembari
berharap adanya transpar-
ansi kepada publik. 'Tujuan
kami, pembangunan pasar itu
segera dilanjutkan sehingga
masyarakat tidak dirugikan.
Itu pasar kan renovasi, dan
pedagang tidak lama menung-
gu," pintanya.
Dia meminta supaya hal

semacam ini jangan lagi ter-
ulang. Untuk diketahui, dalam
papan proyek pasar Silakarang
terpampang dua nominal an-
ggaran. Pertama :rnggaran se-
besar Rp 3,2 rniliar dari APBD
Kabupaten Gianyar tahun 20 I 8.

Kedua, anggaran sebesar Rp 4,8
miliar dari Tugas Pembantuan
(TP) APBD 2018. proyek itu
dimulai 7 Agustus 2018 dengan
waktu pengerjaan 140 hari kal-
ender. (dra/dot)

lNl, SUBATNYA: Ketua LSM Garda Tipikor pande Mangku Rara menun-
iukkan surat pengaduan ke Ditreskrimsus potda Bali yang juga ditem-
buskan ke Kejari, kemarln.

Ed isi

DibidikKeiari
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NusaPenida
SEMARAPURA - Terhitung

mulai Senin nanti ( l/7), semua
wisatawan ke Nusa Penida,
Klungkung, akan dikenakan
pungutan retribusi. Ini ses-
uai Peraturan Daerah (Perda)
5/ 2018 tentang Perubahan
Peraturan Daerah (Perdal 3/
2013 tentang Retribusi Tempat
Rekreasi dan Olahraga.

Kepala Dinas (Kadis) Pari-
wisata Kabupaten Klungkung
Nengah Sukasta menyatakan,
terkait hal ini, telah sosial-
isasi dengan mengundang
seluruh perbekel di Keca-
matan Nusa Penida. Dari
pertemuan tersebut, dan
masukan-masukan perbekel,
pada prinsipnya mendukung
pelaksanaan Perda ini.

Besaran retribusi mas-
ing-masing Rp 25 ribu per
orang dewasa dan Rp 15 per
anak-anak. Karena keter-

batasan petugas dan prasara-
na, unhrk sementara, pemung-
utan akan dilakukan di empat
lokasi. Masing-masing di Pulau
Nusa Penida di Pelabuhan
Banjar Nyuh I dan Banjar"
Nyuh 2. Sedangkan di Pulau
Lembongan, masing-masing
di Pelabuhan Tanjung Sang
Hyang dan di halaman Balai
Desa fungutbatu.

"Mengingat waktu pemu-
ngutan sudah dekat dan rer-
batasnya petugas dan prasa-
rana, untuk sementara kami
hanya melakukan pemung-
utan di empat lokasi," ujar Su-
kasta saat rapat teknis di Ru-
ang Rapat Bupati.Klungkung,
Rabu (19/6).

Sekretaris Kabupaten (Sekk-
ab) I(ungkungl Gede Putu Wi-
nastra menyebutkan, pemung-
utan retribusi bagi wisatawan
ini sudah dilakukan pemba-

hasan teknis hal-hal yang perlu
dipersiapkan terkait beberapa
tempat di Nusa Penida sebagai
p ilo t proj ect pelaksanaan Perda
tersebut. Pejabat asal Thbanan
ini mengimbau, dan berharap
semua komponen, -baik pen-
gusaha, masyarakat, dan pe-
merintah untuk bersarna-sama
berkomitmen dan bersinergi
melaksanakan Perda ini.

Sehingga, nantinya semaksi-
mal mungkin bisa digunakan
untuk terus meningkatkan
pembangunan pariwisata di
Nusa Penida. "Mari Kita bersa-
ma-sama mempunyai komit-
men yang sama, bersinergi
guna melaksanakan Perda ini.
Sehingga, nantinya semak-
simal mungkin bisa Kita gu-
nakan untqk terus meningkat-
kan pembangunan pariwisata
di Nusa Penida," ujamya.

Pendapatan pajak dan retri-

busi daerah dari sektor pari-
wisata di Kecamatan Nusa
Penida 2016 sebesar Rp 17,2
miliar (pajak hotel, pajak
restoran, pajak hiburan, pa-
jak air bawah tanah, dan
pendapatan retribusi tempat
rekreasi. Kemudian mening-
kat menjadi Rp 21,003 miliar
pada2}l7. Sedang pada 20lB
menjadi Rp 25,8 miliar.

Secara bertahap, angga-
ran yang disalurkan untuk
pembangunan infrastruktur
dan penuniang lainnya di
Nusa Penida; pada 2016
(Rp 95,a miliar), pada 2Ol7
sebesar Rp 46,8 miliaq dan
20I8 sebesarRp 38,17 miliar.
(advertorlal/ayu/djo)

\\9, 2-o iuttt Lolg
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:$fri:Y.";'.:l;",1f*:x L- '.#::f#i?,T'il::ililf:
ten Badung mulai mrll- r I sehing$a cepat bisa dilaksa-

kantenderuntukperbaikan I7 rriirrarr'.uJilrrJd'

.keretakan tebinA Uluwatu, 7 seb-elum men$erjakan

';;;l;k;;i"tu 6."" ung" Bahan yang LTl,'T,l;#X.11?":'f,1;:gsan, Kuta Selatan. Badung. - .-- 
ietang yang dibuka i7 digUnakan IYPR 

telah melakukan ana-

. Juni lalu dengan nama Be- _ ;:; 
'. - ---: 

lisis manajemen konstruksi

'.i"d;;r;d"l^3"r"rl-r.tg"ri adalah angKuf vang,melibatkanKonsultan

,'g1-x;fg:l*X"Sru baja antikorosi, f:H'#f?n* ;'*T.
';;.?,;*s""e;,6:"glf: net baja dan niln#ffi"Tffi:f}il" Penguat Tebing. Penguat-

, * Bt"aine rebing uttivatu Slinf ba ia. :e:!3T tebing vang retak

j'nittgg" t<amis (ZZIO) belum ersebut'.lkk!#jlmf;;*'*; sqs6ift;'ng ,.*Xtl1u,"T"1*:"ffiffJ
th:Jii:tteai""eea'ku" np Dalem :::'t"r"'fr11'lrx]i m*:
--K;;;il -sii;"g 

sumber Kabid sDA Dinas PUPR Badung. rosi, net baja dan sling baJa,"

..Oava Air, Dinas Pekerjaan capnya'tum.t. 
dan Penataan Ru- Dalam pengerjaannya'

;;F"tB 
-n.a""j 

ee C.a. minggu ini merupakan peng- pria yang akrab dipanggil

Agr-g Dalem tak irenampik umrlma.t lelang. Sehingga Gung.Dalem itu mengata-

.,tfiitErr"urrt. Menurutnya, minggu depan sudah jadwal kan, harus ada beberapa

pengeboran untuk Pema-
sangan angkur. Pengikat
baja, dan grouting celah ba-

tuan dengan semen Perekat.
Sehingga, menurutnYa, re-
takan tersebut sePerti dija-
rit, dan dengan adanYa lem

dari semen.
"Iya, kita kan sudah ran-

cang dari awal. Sehingga se-

mua bahan Yang digunakan
dalam tindaklanjut retakan
tersebut harus berbahan
baJa, agar kuat," tuturnYa'

Kata dia, Proses Penger-

Jaan harus tuntas tahun
2019. Namun saat ini ma-
sih menunggu Peserta le-
lang dan Juga Pemenang
lelang. "PengerJaannYa ha-
nya punya waktu emPat bu-
lan. Kami masih menunggu
hasil lelang. Kalau gagal
lelang, ya bisa takjadi' ka-
rena waktu Pengerjaan Yang
akan habis," katanYa. (gus)
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Rp 11 ,SMiliar
Itu Kecil
. GIANYAR, TRIBUN BALI
- Bupati GianYar, Made
'Mahayastra meminta Pada
masyarakat suPaYa tidak

' berpikiran subjektif terkait
..pembuatan rumah jabat-
'^an bupati. Sebab PihaknYa
]menilai anggaran Rp 11,5
'miliar tersebut masih se-
.dikit.
" Menurutnya, rumah terse-

. but, selain akan dilengkaPi

. sejumlah fasilitas, seperti
perpustakaan, garasi kenda-
raan, tetapiJuga ruang raPat.

'. Baik rapat dengan PimPinan

- Organisasi Perangkat Daerah

-(OPD), 
juga dengan masyara-

-kat.. Bupati Gianyar, Made
Mahayastra, Kamis (27 /6)

_ mengatakan, rumah jabat-
an tersebut sangat dibu-

_ tuhkan bagi dirinYa, Yang
.,saat ini pulang pergi dari

,,Gianyar, ke rumahnYa di
'Kota Denpasar. Dengan
,.cara. ini, banYak waktu
"yang dihabiskannYa di ja-
..lan. Sementara dokumen
.l..yanS harus ditandata-

ngani setiap harinYa relatif
"menggunung'. Belum lagi,
dirinya harus menghadiri

,seJumlah updangan, baik
iadat, swasta dan sebagai-

.,nya, demi kepentingan Pe-

-,merintahan GianYar.

n 'Rumah jabatan itu sesu-
'atu yang wajib, karena bu-

. pati itu tak mengenal jam

kerJa. Jarn roras (12 malam)
blsa dldogdq (digedor Pintu
kamar) bupatinya, buPati
harus siap. Jam 6 Pa$ ma-
syarakat sudah menunggu
di kantor bupati. Nah inilah
kenapa mesti ada rumah ja-
batan," ujarnya.

Selain itu, MahaYastra juga
tidak mau menandatan$ani
pekerJaannya saat berada di
dalam mobil, baik dalam Per-

Jalanan pulang alauPun saat
berangkat ke Gianyar. "Seti-
ap hari dokumen yang harus
ditantangani itu banYak. Ha-
rus dikerjakan di meJa kerJa'
biar bisa membaca secara
teliti," uJamya.

Terlidat anggaran RP ll,5
miliar, yang menJadi scnotan
masyarakat, Mahayastra me-
nilai hal besar atau kecilnYa

anggaran tersebut besifat re-
latif. Namun, kata dia, jika
masyarakat melihat dari su-
dut pandang subjektif atau
membayangkan bangunan
tersebut hanya beruPa ru-
mah, tentu RP ll,5 miliar
tersebut besar.

"Saya justru menilai RP

11,5 miliar itu kecil. Rumah
jabatan itu, mestinYa ada
ruang kerJa, PerPustakaan,
ruag tamu, ruang makan
bagi masyarakat, taman'
ruang parkir. Kalau standar
itu, nilai Rp I I miliar itu tak
cukup. Apalagi, harus ada
tempat tidur untuk keluar-

$a, besarta fasilitas. Kalau
hanya melihat uang RP I I
miliar itu hanya untuk bikin
rumah, tentu kelihatannYa
besar," ujarnya. (we$

Edisi
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Bupati Serahkan 565 Bantuan
Rumah Layak Huni J

w #fifumrapkmru FqrffiEfump?###ffi ffi*$mksa$qmm ffimmgwm ffist*mg ffi*pmarg
BUPATI Badung I Nyoman
Giri Prasta menyerahkan
dana Bantuan Rumah Layak
Huni (BRLH) kepada 565 ma-
syarakat Badung yang dilang-
sungkan di Wantilan desa
Punggul, Kecamatan Abian-
semal, Rabu (1916) kemarin.
Pada BRLH kali ini, masyara-
kat penerima masing-masing
mendapat bantuan sebesar
Rp. 55 juta, dengan total nilai
mencapai Rp. 31,57 Miliar.
Dana BRLH oun telah ditrans-
fer ke rekening penerima me-
lalui Bank BPD Bali dan tidak
dikenakan pajak.

Bupati Giri Prasta mene-
kankan, kegiatan ini merupa-
kan pelaksanaan Pola Pem-
bagunan Nasional Semesta
Berencana (PPNSB) Kabupa-
ten Badung. Sehingga dalam
poin pertama yaitu sandang,
pangafi dan papan, didalam-
nya terdapat program bedah
rumah, rehab berat dan ri-
ngan. Bupati menegaskan
yang mendapat dana BRLH,
masyarakat berpenghasilan
rendah. Dari BRLH akan ber-
lanjut ke bantuan bedah wa-
rung dan bedah WC.

"Untuk program bantu-
an bedah rumah sebanyak
3.000 bagi masyarakat ka-
tegori KK miskin sesuai data
Dinas Sosial telah kami tun-
taskan di tahun 2018. Seka-
rang berlanjut dengan pro-
gram bantuan rumah layak
huni bagi masyarakat ber-
penghasiJan rendah," terang-
nya.

Pihaknya meminta, untuk
pembangunan rumah dimin-
ta agar dibangun secara go
tong-royong dah bentuknya
juga seragam. Seperti hal
nya dilengkapi dua kamar ti-
dur, satu ruangtamu, kamar
mandi dan Eapur. "Bantu-
an ini agar dimanfaatkan de-
ngan baik, kedepanjuga
akan diberi bantuan Usaha
Ekonomi Produktif (UEP) un-
tuk meningkdtkan usaha dan
ekonomi masyarakat," tam-
bah Bupati.

Kadis Perumahan Rakyat
dan Kawasan Pemukiman
Badung, A. A. Bayu Kumara
mengatakan, dalam mewu-
judkan misi Bupati Badung
yaitu meningkatkan daya sa-
ing daerah melalui peningkat-

BUPATI BADUNG I Nyoman Giri Prasta menyerahkan
dana BRLH kepada 565 masyarakat badung di Wantilan Desa
Punggul, Kecamatan Abiansemal, Rabu (i916).

an SDM dan infrastruktur da-
erah. maka dalam rencana
kerja pemerintah daerah di-
rencanakan BRLH setiap ta-
hun. Program itu, mulai di-
gulirkan sejak tahun 2016
dan tahun ini memasuki ta-
hun ketiga. Jumlah permohon
bantuan sebanyak 6.846 KK
atau 4,80 persen darijum-
lah KK di Badung. Setelah ve
rifikasi, yang layak mendapat .

bantuan sebanyak 2.180 KK
atau 31,84 persen dari selu-

ruh permohonan. Sedangkan
menurtnya yang sudah men-
dapat bantuan sebanyak 775
KK dengan jumlah dana Rp.
42,L85M.

"Untuk tahun ini diban-
tu 565 KK dengan nilai Rp. .

31,75 M. Jadi BRLH hingga
tahun 2019 sebanyak 1.332
KK atau 0,94 persen dari
jumlah KK di Badung dengan
jumlah anggaran Rp. 73,260
M, rincian Rp. 55 juta per ru-
mah," jelasnya. (advlgus)
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DPRD Bangli
Da

Sarankan Pemda

Nolkan na PHR Baduhg v

DPRD Kabupabn Ban$i kem-

bali menggelar rapat kerja bet-

sama sejumlah OPD. RaPatYang

digelar Rabu (2616) ini menga-

gendakan tindaklanjut dari ma-

sing-masing 0PD, atas temuan

dari Badan Pemeriksa Keuang-

an (BPK).

Rapat kerja yang diPimPin Ke
tua DPRD Bangli Ngakan Kutha

Parwata sefta dihadiri sejumlah

anggota DPRD, dan delapan pim-

pinan OPD maupun Perwakilan-
nya. Wakil Ketua DPRD Ban$i, I

Komang Carles dalam rapat itu

mempertanyakan sistem pemu-

ngutan Pajak Hotel dan Restoran
(PHR) di Kabupaten Bangli yang

dinilainya masih lemah, sehingga

terus menjadi temuan BPK.

0leh sebab itu, Pihaknya me
minta kepada Badan Keuangan,

Pendaoakn, dan Aset Daerah

(BKPAD) Bangli untuk mengubah

sistem pemungutan pajak dari

manual ke sistem online. "Kalau
pihak BKPAD mau menerapkan

sistem online ini, pasti soal Peng:

anggaran kita kawal," tegAs polii-

si asal Desa Batur ini.

Dalam rapat itu pihaknya juga

sempat menyinggung terkait be
lum adarD€ kepastian nilai ba&
tuan keuangan khusus (BKK)

PHR Kabupaten Badung un-

tuk Ban$i. Apa yang diungkag
kan politisi Partai Demokrat ini

mengacu pada realisasi tahun

2018 lalu, dimana PHR KabuPa-

ten Badung hanya terealisasi se-

banyak Rp 47 miliar. Sedangkan

asumsi eksekutif saat PenYusun-
an anggaran, mencantumkan RP

80 miliar.

Pun demikian dengan tahun
ini. Carles mengungkapkan Ka-

bupaten Bangli dUanjikan bantu-

an serupa, dengan nominal RP

50 miliar. Walau demikian, ban-

tuan tersebut belum ada kePas-

tian. Dengan kondisi itu, pihak-

nya menyarankan agar eksekutif

tidak memasang anggaran Yang

bersumber dari PHR Badung,
pada penyusunan Kebijakan

TRlBUN BALI/M FREDEY MERCURY

Umum Anggaran (KUA) dan Prio
ritas Plafon Anggaran Sementa-

ra (PPAS). Baik dalam anggaran
perubahan tahun 2019, mauPun

penyusunan KUA,IPPAS anggar-

an induk tahun 2020.
"Tujuannya agar tidak ada ma-

salah di kemudian hari, lantaran

memasang anggaran terlalu ting-
gi. Karenajika sudah dipasang,

andaikan dana tersebut tidak

terealisasi, maka ada kegiatan

yangtidak bisa berjalan. Kedua,
jika kegiatan telanjur berjalan,

otomatis menjadi beban daerah

untuk membayar. Lebih baik dt-

nolkan saja. Kita memakai Pola
minimal dulu. Kalau dari awal

kita telah tahu posisi keuangan

kita rendah, kita bisa mengatur-

nya," ucapnya. (advlme0
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Badung Gelontorkan RP 19 M
Perfrak Taman Puspem J

I Tata Ulang Pintu Utama dan Bangun Kolam Renang

Badung Gelontorkan RP 19 M.'. J

UAIIIGUPUNA, TNTAUN
BALI - Pemerintah Kabu-
paten Badung terus menata
taman di lingkungan Pusat
Pemerintahan (PusPem) Ka-
bupaten Badung.

Taman di dePan Pintu uta-
ma Puspem Badung kini di-
bongkar untuk ditata ulang.
Biaya yarg digelontorkan un-
tuk itu cukup faltastis Yakni
Rp l9 miliar.

Pantauan di laPangan'
Sabtu (2916). semua Pohon
di taman depan Pintu ula
ma dihilangkan. Terlihat alat

BERSAMBUiTG O AL 7
MAKET - l\.,laket taman dan

Puspem Badung.

TRISUN SAII/AGUS ARYANTA

kolam renang di lalan masuk

Sambungan H81.1

wati mengatakan, Ptntu
masuk utama PusPem Juga
akan dihiast taman bunga.
Taman bunga akan berada
di tengahlalan menuju Ptntu
masuk.

"Sudah berproses taman-
nva. Nanti ada kolam dan
hrnan bunga," uJamYa. Ttts-
nawau Juga mengakut kawa-

san Balai Budaya luga al€n
ditata.

"Akan dibangun taman di
belakanA Balal Budaya dan
sekttamYa. Bahkan nanu di-
bangun akses jalan menuju
Balai Budaya ters€but,"Pa-
DaInYa.' 

Se-belumnYa, KePala Di-
nas Ltngkungan HiduP dan
Kebersihan {LHK) Badung I

Putu Eka Mertlawan mem-

benarkan ada Proy€k di de-

pan pintu gerbang utama
Pusp€m Badung. [3nt)

berat sedang mengemK ta-

nah dan meratd<annYa
Rumput-rumPut hUau di

tamat yang letaknya Persis
di sebelah kanan daD kiri
candi bentar Pintu utama
pun dibersihkan. Terdapat
truk yang lalu lalang memt'a-
wa tanah umkar. I(abamYa
pintu masuk al(an dlrombak
iotal untuk aksqslbilitas le-

bih luas dan nYaman.
Kepala Dinas Peke4aan

llmum dan Penataan Ru-
angan (PUPR) Kabupaten
Badung IB Surya Suamba
tak menamPlk biaya Proyek
penataan tadan ltu s€besar

Rp l9 millar.
Namun, menurutnya an8-

garan sebesar itu tak h4nya

unluk Peenataan di depan
pintu utama, melainkan ta

man di halaman Balai Bu-

dava.

''lni provek sedang b€la-
lan untuk Penataan taman
di pintu utama PusPem se-

lelah itu baru di Balai Buda-
ya. ujarnya saat dikonllrmasi
Sabtu (2916).

Surya Suamba menjelas-
kan, tak hanya taman Yang
akan clipermak Pintu utama

Puspem Badung juga akan
ditata kembali. "Gate Pintu
masukJuga," uiamya,

Suamba mengatakan akan

ada kolam di Pintu masuk
untuk menambah nuan-
sa berbeda saat memasuki
kawasan PusPem "Kalau

seperti gambar. nantt ada

kolam bagian Kanan oan
kiri. Di atas kolam nanti ada

patung banteng Yang terlihat
berlari. 'jelasnya.

Kabid CiPta Karya Dinas
PUPR KabuPaten Badung,
IGA Ngurah Arinda Trisna-

_"d
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SEUARAPURA. TN,I,
BUNBIILI - Eksekutif dan
Legislatif menggelar rapat
gabungan tentang Rencana
Pembangunan Jangka Mene-
ngah Daerah (RPMJD) tahun
2018-2023 di Kantor DPRD
Klungkung, Selasa (l l/6).
Dalam rapat gabungan ter-
sebut, dewan menyoroti ber-
bagai hal tentang program
Pemkab Klungkung.

Ketua Fraksi Gerindra
DPRD Klungkung, Anak
Agung Sayang Supartha
mengancam akan metnbawa
persoalan Dermaga Gunaksa
ke Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK). Ini karena
Dermaga Gunaksa menghi-
lang dari RPMJD. Terlebih

yang dikeluarkan untuk pro-
yek pelabuhan berstatus an-
tar provinsl ltu sangat besar
dan hingga saat ini tidak je-
las penyelesaiannya.

"Penyelesaian Pelabuhan
Gunaksa ada pada program
RPJMD tahun 2013-2018.
Anehnya dalam RPJMD kali
ini, Dermaga Gunaksa Jus-
tru tidak muncul dan malah
menghilang, " ungkap Agung
Sayang.

Rapat gabungan diha-
diri Sekda Klungkung, Gede
Putu Winastra dan Jajar-
annya di OPD Pemkab. Di
hadapan Sekda, Agung Sa-
yang sempat menyinggung
tentang Pelabuhan Gunaksa
yang dtbangun saat pemerin-

tahan Bupati I Wayan Can-
dra. Namun entah mengapa
Dermaga Gunaksa yang di-
nanti-nantikan masyarakat
ini tidak masuk dalam pro-
gram prioritas RPJMD tahun
2018-2023.

Berdasarkan catatan Trt-
bun Bali. Pelabuhan Gu-
naksa mulai direncanakan
sejak tahun 2006 dan sele-
sai dibangun selcitar tahun
2008. Namun hingga saat
ini pelabuhan antar pu-
lau tersebut tidak kunjung
dapat dioperasikan. Pela-
buhan Gunaksa dibangun
menggunakan anggaran
pusat, provinsi dan kabu-
paten. Tahun 2014 saja.
Pelabuhan Gunaksa telah

menelan anggaran hingga
Rp 230 miliar.

Sementara di tahun 2015.
Pemerintah Pusat kemba-
li mengucurkan anggaran
sebesar Rp 40 miliar untuk
mempercepal penyelesaian.
Pelabuhan Gunaksa sudah
tiga kali dilakukan uji coba
sandar kapal.

Namun ketiganya gagal ka-
rena kondisi gelombang yang
sangat tidak memungkinkan
kapal berlabuh di dermaga.
Saat ini kondisi Pelabuhan
Gunaksa mangkrak. Sejum-
lah komponen pelabuhan
seperti breakwater hancur
dan beberapa bangunan pe-
nunjangjuga telah roboh di-
terjang air bah. (mtt)
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t Dugaan KoruPsi
APBDes Dauh Puri

Lima Peiabat Pemkot...

Kepala BPKAD (Badan Pe- aliran uang ini'- ucapnya

nAelola Keuangan dan Aset

ii.tJl, a* .i*tan camat B'f,d'xrltr! LEP xhtrto3

Denpasar Barat yang nama Awal mula perkara int dila'

fi'il;"ik"; iu"i"Rd""" porkan karena 
-berdasarkanf<.:JO."p"""t. LaDoran Hasil Pemeriksaan

Namun Astawa enggan (LHP) Kht"ttt dari ln-spekto

u"lf.".*t^i lebih bailak rat Kota Denpasar'r\ilengacu

t..t"it *ut.r, pemeriksaan pada LHP Khusus lnspeklo-

kemarin. la hanya mengung- iat Kota Denpasar ditemu-

lk;il; ;il,1Gvu i"tE- kan selisih sisa t€bih Perhi-

t;'kil J- iir#"r.i" t" tungan Anggaran (Silpa) ta-
i il;;;"fil fiabat Desa tt"t' zotz di Desa Dauh Pun

, 

-ri"rrrizuri 
Kelod. 

- Kelod Nilainya mencapai Rp

I ferUit Demeriksaan man- I millar lebih'

it ""ffiIiii."i,-n- 
ra"a' Diceritakan Madika (pela-

' ; fi"tiffi; wN' pihaknva por) kala itu',pada bulan Mei

u,r-ti*tt-*"*,"xtp"" iOtz ail"k'k"tt monitoring

"f<a";frf"f.rf*" 
*"erit *'"' dan evaluasi oleh Diras Pem-*T;;;;!kutan 

(man; berdavaan Masvarakat Desa

tan Perbekel) sudah sempat topUb) I(ot" DenpasarJer-

[*rtt^i fO".ifif.asi saat pe- masuk monitoring di Desa

il;til;ata. rapi ttniux Dauh Puri Kelod untuk ang-

;ffi;i6;il;op.tit""," garan tahun 2012 sampai

f,ilffi;;l;;ii x"it'i loto "ou'i hasil monitoring

Gianvarhi. DPMD lapotan tatr11 zO.tz

"i"iitij"g"-enyebutkan' ditemukan selisih SilPa ta-

dari keru$an negara yang or- hun 2016 Rp I '8 miliar' Dari

ti.ii-t"Jt."pt"Rp i.os mi silpa Rp I '8 miliar itu tidak

ffiil;;;-tctmbalian ada uangnya kisaran Rp 9oo

;;;;;*h ."r,iLt np eOo juta lebih'" ungkapnva 
'

i""taLutrt.Gt"darimantan Selanjutnyadesamemben-
';;;;i Dauh Puri Kelod tuktimpenelusuan:Ttlt"-

"""s 
;i"it"tptlih menjadi riselisih Dariauditintemal'

.'rrd"i;";pRii rot" o"ttp"- kata Mardlka' setelah me-

#iOttt r,,l"aeWNsebesar lalui proses SPJ y*q1d'
no S,S i,rt^, Kaur Keuangan memang terindikasi adanya

iil ;b;t"; 
-a- 

Bendahirra penvrmpangan' ryyi^?"'
iil iili,uta. Glsanya sekitar pada waktu itu' tim bcrum

il 
,z}o;* 

iitij.ttt t"t"t berani menyampaikan finali-

dilaml iagi. Ke mana saja sasi hasil temuan'

Kelod RP 1
DENTPASIIR, TnIBT'I{ BALI
- Lima Peiabat Pemerintah

Kota fPemkot) DenPasar di-

minta keterangan oleh Penyi-
dik Pidana Khusus (Pidsus)

Kelaksaan Negeri (Kejari)

Denpasar, 5s1352 (18/6)'
Para Peiabat itu diPeriksa

terkaii perkara dugaan ko-

ruDsi APBDes Desa Dauh
Puri Kelod, DenPasar Barat'
yang nilainya lebih dari RP I
miliar.

Kasi Pidsus Kejari DenPa-

sar. NenAah Astawa' mem-

benarkarn- Pemeriksaan lima

Deiabat Pemkot Denpasar
it" aa"rn rangka PenYidikan
perkara dugaan koruPsi AP-

bDes Dauh Puri Kelod'

tVl Lebih
'Jadi Derkara ini sudah

naik status dari tingkat
Denvelidikan ke PenYidikan'
Untuk PenYrdikan. lma saksi

ini yang pertama k TiPty
sa," tegasnya saat dlKonllr-

masi, kemarin.
Lima Deiabat Pemkot Den-

o"ru Y*g diPcriksa adalah

i.t.p.ito.it. Ida Bagus Gde

Sia'trarta, KePala Dinas PMD

(PemberdaYaan MasYarakat
' Desa), lda Bagus Alit Wira-

dana, KePala BPBD (Badan

Penanggulangan Bencana

Daerah) Yang juga manran

Camat Denpasar Barat' lda

BagusUoni Wiratamd' serta

BERSAilIBU]IG O HAI 7
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Dipimpin Wabup, Peserta
Diklatpim Kabupaten /

Joneponto Kunjungi Jembrana
SEBANYAK 70 peserta Dik-
latpim Tingkat lV Kabupaten
Joneponto Provinsi Sulawesi
Selatan, melaksanakan kun-
jungan study banding ke Ka- '
bupaten Jembrana, Selasa
(1816). Rombongan dipimpin
Wakil Bupati Kabupaten Jone
ponto, Paris Yasir diterima Wa-
kil Bupati Jembrana, I Made
Kembang Hartawan.

D ihadapan Wabup I Made
Kembang Hartawan serta Asig
ten lSetda lGbupaten Jembra-
na I Nengah Ledangdan sege
nap pimpinan OPD Kabupaten
Jembrana, Paris Yasir menga-
takan, l€giatan benchmarking
(study banding) ini sangat stra
tegs bag pemerintah daerah
dalam mendorong al€elerasi
pembangunan. Khususnya pe
ngembagan pariwisata, sesu-
ai dengan visi pemerintah Jone
ponto yiakni Joneponto Smart
2023 (berdEa saing maju, reli-

$us dan berkelanjutan) .

"Karena Bali telah dike
nal luas pariwisatanya, maka
kami berharap bisa belajar,
terutama langkahJangkah pe
ngembangan pariwisata yang

ada di Kabupaten Jembrana.
Nantinya hasil selama kun-
jungan," ujarYasir.

lSelain seKor pariwisata, be
berapa OPD terkait juga ikn
menjadi obyek kunjungan. OPD
itu antara lain BKPSDM, Dinas
Penanaman Modal, Pelalitanan

Terpadu Satu Pintu dan Tenaga
Kerja, Kantor Camat Jembrana,
termasuk beberapa kantor kelu-
rahan yang berada dekat Kan-
tor BupatiJembrana.

WabupJembrana lMade

Kembang Hartawan mengata-
kan, dilihatdari PAD, lGbupa-
ten Jembrdna bukan tergolong
kabupaten kap jika dibanding
kan kabupaten lainnya di Bali.
Tahun ini PADJembrana hanya
di kisaran Rp 128 M dengan
total APBD sebesar Rp 1.1trili-
un. "Namun demjkian kamite
tap optimistis untuk mening-
katkan dan menggerakkan
sektorsektor pembangunan,
khususnya sektor pariwisata,"
ujamla.(adv)
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Ashari Aiukan Dua TambahanSaksi
o Dugaan Korupsi yans Jerat Ferbekel Celukan Bawang y'

SINGANAJA. TRIBUN
BALI - Perbekel Celukan
Bawang, Muhammad Ashari
kernbali diperiksa Kejaksaan
Negeri (Kejari) Buleleng un-
tuk kali kedua, Selasa (18/6).
Meski telah menyandang sta-
tus seba.gai tersangka atas
kasus dugaan korupsi sejak
Januari lalu, ia tak kunjung
ditahan.

Ashari bersama kuasa hu-'
kumnya mendatangi kan-
tor kejaksaan sekira pukul
14.00 Wita. Pemeriksaan di-
lakukan selama sekitar dua
jam di.ruang Kasi Pidana
Khusus (Pidsus). Sekira pu-
kul 16.00 Wita, Ashari pun
bergegas meninggalkan kan-
tor kejaksaan dan enggan
memberikan keterangan ke-
pada awak media.

Sementara kuasa hukum-
nya, I Putu Arta menjelas-
kan, selama proses peme-
riksaan, kliennya itu dicecar
delapan pertanyaan. Ashari
pun sebut Arta, hanya mem-
berikan keterangan-kete-
rangan tambahan seputar
pembangunan Kantor Desa
Celukan Bawang.

Selain itu, Ashari juga

mengajukan dua saksi tam-
bahan, sebagai upaya untuli
meringankan kasus dugaan
korupsi yang menimpanya.
"Dalam hal penganggaran
pembangunan ada miss se-
dikit. Ihmi juga akan ajukan-
saksi untuk meringankan,"
ujarnya kemudian mening-
galkan kantor kejaksaan.

Kasi Pidsus Kejari Bule-
leng. Wayan Genip menga-
takan, Ashari dipanggil ke
kantor kejaksaan untuk di-
mintai keterangan tambahan
oleh tim dari penyidik seba-
gai upaya untuk melengkapi
berkas perkara.

"Keterangan akan dikait-
kan dengan keterangan-kete-
rangan sebelumnya, serta
keterangan dari saksi-saksi
sebelumnya. Yang bersang-
kutan juga rencananya akan
mengajukan dua saksi yang
menguntungkan bag dirinya
sendiri dan itu memang hak-
nya," jelas Genip.

Jumlah saksi yang dipe-
riksa sejauh ini diakui genip
sudah ll orang di luar dari
saksi yang akan diajukan oleh
Ashari nanti. Sebanyak ll
saksi yang diperiksa itu untuk

mengungkapkan atau mem-
buktikan Ashari telah melaku-
kan tindakan korupsi atas
pembanguan kantor Desa Ce-
lukan Bawang. Namun Genip
enggan membeberkan terkait
keterangan apa saja yang di-
berikan oleh para saksi kepa-
da pihak penyidik.

"Materi pemeriksaan belum
bisa dijelaskan. Intinya saksi-
saksi itu untuk menjelaskan
proses dari pencarian dana
dari pemberi dana, pelalcsa-
naan pembangunan sehingga
pembayaran kepada pelak-
sana pembangunan. Kete-
rangan yang tadi diminta juga
seputaran pembangunan dan
pembayaran karena menurut
Um penldik masih ada yang
perlu dilengkapi, " jelasnya.

Genip tidak memungkiri ha-
sil audit sudah diterima. Ter-
catat keru$an negara atas du-
gaan korupsi pembangunan
kantor Desa Celukan Bawang
yang dilakukan oleh Ashari
sebesar Rp I94 juta. Kendati
demikian, upaya penahanan
belum dapat dilakukan.

"Kami meminta keterangan .

tambahan saya rasa sudah
cukup. Jadi kami saat ini

sedang mempersiapkan un-
tuk pemberkasan, sehingga
bisa diserahkan ke penuntut
umum. Upaya penahanan
memang belum dilakukan,
nanti kami lihat perkem-
bangannya. Kami akan sege-
ra menyelesaikan perkara ini
secepatnya," tutup Genip.

Ashari disebut menerima
uang sebesar Rp 1,2 miliar
dari PT General Energr Bali
(GEP) PLTU Celukan Bawang
pada 2014. Uang itu diberikan
sebagai bentuk tukar guling
lahan kantor Desa Celukan
Bawang yang dulunya berlo-
kasi di Baqjar Dinas Pundu-
kan. l,ahan kantor desa itu
terkena relokasi pembangun-
an PLTU Celukan Bawang.

Berdasarkan hasil penyeli-
dikan, dana itu masuk ke re-
kening pribadi Ashari, bukan
ke rekening pemerintah desa.
SelanJutnya, kantor desa ber-
pindah tempat dan dibangun
di Banjar Dinas Celukan Ba-
wang dengan anggaran seki-
tar Rp I miliar. Pengerjaannya
dilakukan oleh CV Hikmah
Lagas tanpa melalui proses
tender,alias ditunJuk secara
pribadi oleh Ashari. (rtu)

'PabJ , tO ttn\ ?o\9
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Menunggu PHR Badung
BERDASARKAT{ data dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang dan Kawasan Pemukiman Klungkung, pemerintah telah
mengalokasikan anggaran untuk perbaikan beberapa ruas jalan
di Klungkung daratan dan Nusa Penida. Namun hal tersebut sa-
ngat tergantung dengan bantuan PHR dari Kabupaten Badung.

Pemkab tahun ini hanya memgalokasikan anggaran dari
APBD Klungkung sebesar Rp 19 miliar untuk perbaikan ja-
lan di wilayah Klungkung daratan. Anggaran sebesar ini di-
gunakan untuk mendanat 11 paket proyekjalan di Klung-
kung daratan.

Sedangkan usulan bantuan keuangan PHR dari Kabu-
paten Badung senilai Rp 15,2 miliar, dialokasikan untuk
lima paket proyek jalan di Nusa Penida plus 2 paket di
Klungkung daratan. Paket jalan di Nusa Penida yang diu-
sulkan dananya dari PHR seperti paket Batumadeg-Sebu-
lu h, Ambengan-Pelilit, Bunga Mekar-Sompang, Semaya-
Pejukutan dan satu paket di Klungkung daratan yakni
Selisihan-Timuhun-Getaka n-Bakas. (mlt)
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Perkimta lampu Hijau
x tllperbolehk*n Fenunjukan Langsung Rekanan

S Buntut Mangkraknya Pengeriaan Fatung Bung Karno

SINGARA'A TRIBI'N BALI
- Setelah semPat molor sela-

ma beberaPa bulan lantaran
oiha.k rekanan tidak mamPu
menyelesaikan PekerjaannYa
tepat waktu, Pembangunan
Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Taman Bung Karno tahaP
lll akhirnya mulai ada titik
terang. kmbaga Kebijakan
Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerinta} (LKPP) memPer-

bolehkan Dinas Perkimta
Buleleng selaku leading sec-

tor .melakukan PenunJukan
langsung {PL) rekanan Pe-
maiun{ untuk melanjutkan
kembali Pembuatan Patung
Bung Karno Yang semPat
manekrak.

r"!rU niau"g (I{abid) RiH
Dinas Perkimta Buleleng,
Putu SetYawati dikonfirma-
si Jumat (7/6) mengatakan'
kebiiakan LKPP itu muncul
seteiah PihaknYa melaku-
kan koordinasi dengan Pihak
LKPP di Jakarta beberaPa
waktu lalu. Dari hasil koor-
dinasi yang dilakukan' Pi-
hak LKPP telah memberikan

petunjuk untuk melakukan
PL terhadap rekanan untuk
melanJutkan pembuatan Pa-
tung Bung Kamo hingga 100

persen tersebut
'Dari hasil koordinasi,

memang LKPP memberikan
petunjuk'kepada kami (Di-

nas Perklmta, red) untuk
'langsung melakukan PL
(penunjukan langsung, red)

terutama untuk Pembuatan
patung Bung Karno,' kata
Setyawati.

-Kendati mendaPat lamPu
hijau dari LI{PP. namun Pi-
hak Perkimta sebut SetYata-
U, tidak mau gegabdr untuk
langsung menYikaPi Petun-
juk tersebut. PihaknYa me-

rasa maslh Perlu berkoordi'
nasi dengan instansi terkait
di lingkup Pemkab Buleleng
rintuk menemukan rumus
dan mencari PaYung hukum-
nya sebelum langsung dila-
kukan PL.

'Kami masih koordinasl
dengan Bil.P dan lnsPektorat,
apakah PL untuk rekanan
atau langsung ke Pematung

karena spesifikasinya khu-
sus. Banyak hal Yang hams
kami koordinasikan agar U-'
dak te{adi Persoalan hukum
nantinya. HasilnYa nanti se-

telah kami lakukan koordi-
nasi dengan instansi terkait,"
pungkas SetYawaU.

Seoerti diketahui, rekanan
Ft ihandra DwiPa berhasil
memenangkan tender Pe-
ngerjaan RTH Bung Ihrno
tahap ke III dengan rillai kon-
tri* Rp 5,49 miliar. ProYek

dengan paket Pekerjaan me-

liputi pembanggnan patung
Bung Ibmo, pembangunan
open stoge Singa Ambara
Raja, wantilan, termasuk be-
berapa landscape di sekitar
taman tersebut, dikerjakan
selama 120 hari kalenderter-
hitung 24 Agustus hingga 2l
Desember 2018la]u.

Rupanya, dalam waktu
120 hari plhak mereka be-
lum mampu menuntaskan
pengerjaan proyek. Pihak
Perkimta pun memberikan
perpanjangan pengerjaan

kepada rekanan selama 5o
hari, terhitung 22 Desem-
ber 2018 hingga I Februari
20 I 9. Meski sudah. diberikan
waldu tambahan, namun Pe-
ngerjaan tak kLuljung usai.

_ Pasalnya, seniman Pa-
tung dari Yogyakarta ini
baru mampu menYelesai-
kan bagian kaki, kePala'
dan bagian badan bawah
dari patung Bung Karno.
Sedangkan, bagian badan
atas dan tangannYa belum
tuntas. (ttu)
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Anggarkan Rp 5 Miliar Bangun Gedung

Akses Data lintas Dinas.
tt"CO*tO, fnfnUf.f fungsikan untuk *en;"- -U"t"f. ninentukan siapa

BALI - Pembangunan,ge- di tempat mengakses data pemenangtr/a. dibutuhkan
dung Bulelettg bo*-.ttd lintas Organisasi Perangkat waktu selama satu bulan'

cenf,e FCCI ol.tt Pemerin- Daerah (oPD) ling;kup Pem- Sehingga diperkirakan pem-

tah Kabupaten Buleleng, kab Buleleng. bangunan BCC dapat dila-

ditargetkan mulai dilaku- Kepala Dinas Komunikasi kukan pada Agustus 2019

kan 6ulan Agustus 2019 Informasi dan Persandian mendatang'

mendatang. Pemerintah (Kominfo sandi) Buleleng, "Pagunya Rp 4,6 miliar.

sudah menyiapkan anggar- Ketut Suweca men$atakan; Kemudian ditamtah biaya

an sebesar ifp 5 miliar yang saat ini pihaknya masih untuk membuatDetailEngi-

bangunan itu nantinya di- melakukan proses tender. neenng Destgn (DED) dan

p*g"*""- sehingga total- elekionik sehingga berfung- baggunan bekas koperasi.

i'.-*p 5 miliar," I-"t^rry., si sebagal pusit komando Bangunannya akan dibuat

Jumat (14/6)' parapimpinanuntukmeng- berlantaj dua dengan luas

Imbuh Suweca, pemba- ambii sebuah keputusan' kurang lebih 4'5 are' Dari

ngunan BCC ini airan di- BCC sudah dapat diguna- bangunan berlantai dua itu,

lakukan dua tahap. Tahap kan pada 2020 mendatang' sebagian akan digunakan

Dertamadimulaia.''g."..Nanuitulaaitempat.sum-sebagaiBCC,sebagianlagi
;;il;"; t.it. s.4"."- ber informasi yang sifatnya akan.menjadi ruang rapat

tara pembang,rnu.t t"h"p elektronik," t'ciptty"' pimpinan' serta digunakan

kedua, memasang i,,t.'i* BCC dibangun di sebelah sebagai perkantoran Dinas

J"n met.ngtapi ieralatan barat kantor bupati atau di- Kominfo Sandi' (rtu)

Edisi : }ab+Y, 'u f11' so'e
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Ketua Dewan Sebut Festival

Kurang Efektif v
* Usarlkmnr Anggeran S$aff;hkam ke lnfrartruktur

SEU/TRAPUNA, TRIBUN
BALI - Pemkab.Klungkung
beberapa tahun terakhir, ru-
tin melaksanakan festival. Hal
tnitemyata disorod oleh Ketua
DPRD Klungkung, I WaYan
Baru saat rapat kgrja dengan
eksekutif beberapa hari lalu.
Politikus Partai Gerindra ini
menilai, festivd tidak efektif
dan lebih baik arggaranYa di-
alokasikan ke ke$atan skala
prioritas.

Kepala Dinas Pariwisata
Kh:nglung, I Nengah Sukasta
menjelaskan, selama iru ter-
dapat beberapa festlval Yang
rufrn digelar di Kltuglcung se-

tiap tahurmya. Seperti Fesilval
Semarapura pada bulan APril
dan Festival Nusa Penlda Pada
bulan Oktober. Festival ini
bam ruttr digelar dimasa Pe-
medntahan Bupati I NYoman
Suwirta.

Dua fesflval ini menurutrYa
sangat efekHf turtuk prombsi
patrtsata litrsususnya festival
Nusa Penida yang selalu men-

GEMERLAP FESTIVAL
Festival ke lV belum lama int,

dapatkan animo positif dari wi-
satawan. 'Festival cara Promosi
pariwisata I'ang efektif.': ungkap
Sukasta, Jumat (1416).

I{ata dia, festival juga mem-
berikan ruang UMKM untuk
menjual dan memperke4al-
kan produknya. Memberikan
panggung dalam pelestarian
seni dan budaya, serta men-
jadi hiburan ba$ masYarakat
Klungkung.

Saat ini juga ada festival

Suasana helatan SemaraPura

layang-layang dan festival
surfing. Total keemPat festi-
val tersebut menghabiskan
anggaran Rp 5 miliar settaP
tahunnya. "Festival harus te-
tap dilaksanakan," jelasnYa.

Sebelumnya, Wayan Baru
mengungkapkan, kritikan
festival merupakan asPirasi
masyarakat yang harus di-
sampaikan. Masalah infras-
tukhlr memrrubrya jauh lebih
penting daripada festival. (mtt)

TRIEUN BALUEKA MITA SUPUTRA
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sekitar perbatasan I{ranga-
sem-Klungung.

Ketut Latra, warga asal
Desa Antiga mengatakan,
penataan Pantai Yeh Malet
berdampak signifikan. Pantai
yang dulunya kotor dan tdak
terurus kini menjadi tempat
berswafoto. Setiap sore hari,
kata Latra, di area Yeh Ma-
let ramai dijadikan tempat
nongkrong.

Penataan Pantai Yeh Malet
dilakukan Oktober 2018, dan
kembali dilanjutkan akhir

20 19. Penataan awal memakai
APBD Induk 2018 sekitar Rp
2,2 rni\iaL Pengerjaan meliputi
pembangunan gazebo, lapak,
jalan setepak, dan parkiran.

Pantai Yeh Malet ditata un-
tuk mempercantik wisata di
Karangasem. Apalagi pantai
pasir hitam ini berada di per-
batasan serta mtmiliki potensi
berkembang. Awalnya Pantai
Yeh Malet tak terums. Sam-
pah plastik dan dedaunan
berserakan. Warung pun tak
terahrdankumuh. (fuI)
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Karangasem Tunggu Kucuran PHR Badung
r Akam #ipakai untuk Mpmper{antik Fantai Yeh Malet

AIilLAPT'NA TRIBT'N BIILI
- Penataan Pantai Yeh Ma-
let, Desa Antiga, Kecamatan
Manggis rencana dilanjutkan
akhf 2019. Anggannnya dari
dana Pajak Hotel dan Resto-
ran (PHR) Badung. Sejumlah
perbaikan dilakukan pada
area parkir, lapak pedagang,
dan akan dibangun rumah
petdni garam.

Kepala Dinas Pariwisata
Karangasem, Wayan Astika
mengungkapkan, saat ini Pe-

kab Karangasem sedang me-

nunggu dana PHR Badung
cair untuk bisa melanjutkan
penataan. Harapannya, pe-
dagang dan masymakat yang
istirahat merasa nyaman,

"Kalau dokumen penger-
jaan dan tender sudah ada.
Mau bulan sekarang diten-
derkaan, tapi kami tunda
karena dana bantuan (PHR)

dari Badung belum cair. Se-
moga anggaran segera dica-
irkan." kata Astika. Jumat
,(r4/6).

Ditambahkan. dana PHR

Badung rencana digunakan
untuk memperluas areal par-
kir, dan menambah lapak pe-
dagang, Jumlah lapak peda+
gangyang ada enam unit dan
rencand ditambah tuJuh unit
[agi. "Satu unit bisa tampuirg
sekitar empat hingga enam
pedagang," ungkapnya.

Penataan- lanjutan Pantai
Yeh Malet dilakukan meng-
ingat banyak warga yang isti-
rahat terutama peengendara
tujuan Klungkung dan Den-
pasar, di Pantai yang berada
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DuaHotelhggak

SINGARAIA, TRIBUN BALI
- Badan Keuangan Daerah
(BKD) Kabupaten Buleleng
memberikan surat peringat-
an kedua (SP2) terhadap
dua hotel penunggak Pajak
di kawasan Lovina. Hotel
tersebut yakni Hotel Sunari
dan Hotel Melka.

Tim Yustisi dari BKD Bule-
leng bersama Pol PP Buleleng
pun mendatan$ dua hotel ter-
sebut, Jumat (2116) kemarin.
Petugas sejurusnYa ryelaku-
kan pemasangan stiker di
Iiont office hotel.

Pemasangan stiker itu me-

rupakan peringatan iang di-
berikan ba$ hotel Penunggak
pajak. Hotel Sunari sebagai
wajib pajak belum membaYar
sisa tunggakan dari tahun
2012 sampai 2018 yang nilai-
nya mencapai RP 1,2 miliar.
Sementara Hotel Melka dari
tahun 2012 sampai 2018 de-

ngan tunggakan Pajak men-
capai Rp 500 juta.

Kepala Bidang PelaYanan

tan administrasi' juga ada

seorang tukang kebun, dan

penjaga malam.
"Pagi tadi (kemarinJ saYa

dihubungi oleh akrrntan Pub-
lik yang ditujuk manajemen

PojakRp 1,7 Miliar'
dan Penagihan Pajak, I Gede

Sasnita Ariawan mengata-
kan, hotel-hotel tersebut se-

belumnya telah diberikan
teguran dan pihaknYa telah
berupaya secara persuasif.

"Namun pembayaran Yang
dilakukan oleh wajib Pajak
tersebut tidak sesuai hara-
pan," ujamya.

Pihak BKD dengan terPaksa
melayangkan SF2 sesuai de-

ngan Perbup. nomor 18/201 8
pasal I I ayat (5), tentang Per-
ubahan atas PerbuP Nomor
9/2017 tentang tata cara Pe-
mungutan pajak hotel.

Bila dalam rentang wak-
tu tujuh hari, SP2 tersebut
tidak digubris oleh kedua
hotel. maka akan dikenakan
sanski berupa Penyitaan'
pemberhentian oPerasional
hotel hingga pidana Yang ter-
cantum dalam Perda Nomor
8 / 2011 tentang paJak hotel.

Sekretaris BKD Buleleng'
Ni Made Susi AdnYani menga-

takan, selama ini Pihak BKD

hotel. SaYa diminta kalau
ada yang Perlu ditandata-
ngani. tandatangani saja. Su-

rit pernYataan dari tim BKD

itu ya saYa tandatangani
saja,"jelasnYa' (rtu)

tetap melakukan Penagihan
secara humanis namun Pem-
bayaran yang dilakukan oleh
wajib pajakyang dalam hal ini
Hotel Sunari dan Melka Ilvina
Udak maksimal.

Melalui surat peringatan
kedua yang dilayangkan BKD
Buleleng dengan melabeli
hotel-hotel tersebut daPat
memberikan efek jera bagi
wajib pajak. PembaYaran
pajak dari para wajib Pajak
penting adanya untuk daPat
dimanfaatkan sebagai Penda-
patan daerah serta memban-
tu pembangunan daerah.

Pegawai Hotel Sunari, Ko-

mang Sri Seniantari dalam
pertemuan dengan Pihak
BKD Buleleng mengatakan
hotel tersebut sudah resmi ti-
dak beroperasi sejak Januari
2019. Namun ia tidak men$e-

tahui persis alasan Pengheti-
an operasional hotel terse-
but. Pun Seniantari mengaku
pegawai yang bekerJa saat ini
selain dirinya sebagai man-
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Siswa D{atah
[Jang Jahit

Rp ll0 Rihu,
E $ermgfirr? $ffi-SfuIF Negeri Ditender

ffip $,S ffififiH$mr

TANGUPURA, TRIBUN
BALI - Tahun aJaran
'2019/2020 slswa baru se-
luruh sekolah tingkat Se-
kolah Dasar (SD) dan Se-
kolah Menengah Pertama
(SMP) dt Badung diJatah

'seragam gratis. Seragam
gratis ini rencananya akan
dibagkan pada bulan Sep-
tember mendatang. Siswa
akan diberikan dalam ben-
tuk kaln, sedangkan biaya
Jahitnya dianggarkan Rp
110 ribu per stel per siswa.

Setelan pakaian yang
akan dibedkan kepada para

. siswa yakni, setelan me-
rah-putih (SD), biru-putih
(SMP), setelan endek, pra-
muka dan pakaian olahra-
ga. Beberapa seragam ini
sudah masuk tahap tender
di Layanan Pengadaan Se-
cara Elektronik (LPSE) Ka-
bupaten Badung. Proyek
pengadaan seragam ini ber-
ada di bawah Dinas Pendi-
dikan Pemuda dan Olahra-
ga (Disdikpora) Kabupaten
Badung.

Jenis seragam yang su-

dah masuk tahap tender
yakni, pengadaan seragam
siswa kelas I SMP Negeri di
Badung khusus untuk ba-
han seragam endek seko-
lah dengan nilai Pagu Paket
sebesar Rp 3.1I 1.955.000,
dan Harga Perkiraan Sen-
diri : Rp 3.031.124.191,70.
Sedangkan untuk siswa
SD Negeri seragam endek
dianggarkan dengan Ni-
lai Pagu Paket sebesar Rp
2.805.000.000,00 dan HPS
Rp 2.664.750.000,00. To-
tal pagu anggaran untuk
seragam kedua jenjang se-
kolah tersebut adalah Rp
5,9 miliar. Semua seragam
ini pun anggarannya ber-
sumber dari APBD Badung
Tahun Anggaran 2019.

Kepala Bidang Gedung
dan Sarana Disdikpora
Badung, Putu Roby Widya
Harsana mengatakan, se-
ragam sudah masuk tender
untuk siswa baru tingkat
SD dan SMP negeri di Ba-
dung. "Iya, ada pengadaan
seragam gratis untuk siswa
baru tingkat SD dan SMP

negeri," ujarnya, Jumat
(28/6).

Seragam ini, kata dia,
akan diberikan secara gratis
khusus untuk siswa baru
yang bersekolah di SD dan
SMP Negeri. Adapun bebe-
rapa setelan seragam yang
akan diberikan, seperti se-
ragam pramuka, seragam
endek, seragam olahraga
dan seragam merah putih
untuk SD dan seragam pu-
tih biru untuk SMP.

Dalam pembagiannya,
para siswa baru akan di-
berikan dalam bentuk
kain. Kemudian siswa yang
akan menjahit sesuai de-
ngan ukurannya. Namun,
ongkos jahit akan tetap
dibayar oleh pemerintah.
"Ongkosnya ditanggung
pemerintah. Jadi ongkos
jahit akan diberikan sebe-
sar Rp I l0 ribu per stel,"
jelasnya.

Pihaknya mengaku, jika
tender Udak ada halangan,
seragam akan dibagikan
pada bulan Maret menda-
tang; (gus)
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PDNKK
* K€fruarkan Reksmendasi Tflndak Lanjut L#p ffipK mg

DPRD Klungkung Soroti '
Laporan Keuangan

DPRD Klungkung memberi-
kah rekomendasi umum dan
khusus, perihal tindak lanjut
laporan hasil pemeriksaan
Badan Pemeriksaan Keuang-
an (BPK) Rl atas laporan ke-
uangan Pemkab Klungkung
tahun anggaran 2018. Re-

komendasi ini disampaikan
saat sidang paripurna yang
dihadiri Wakil Bupati, Made
Kasta, di Gedung DPRD
Klungkung, Senin (17/6).

Dalam rekomendasi khu-
susnya, Ketua DPRD Klung
kung lWayan Baru me
nyinggung perihal laporan
keuangan Perusahaan Dae
rah Nusa Kertha Kosala (PD
NKK) Klungkung yang kurang
diyakini andal, karena tidak
menyajikan informasi aku rat
dan belum pernah diaudit oleh
kantor akuntan publik. Pada-
hal tahun 2108, operasional
PDNKK dihentikan karena di-
reksi mengundurkan diri.

"Walapun direksi mengun-
durkan diri, PDNKK masih di-
wajibkan menyusun laporan
keuangan berupa neraca dan
laporan rugi laba per 31 D+
sember 2018 dengan posisi
tidak balance," ujar Bar_u.

Ada pula beberapa hal
yang menjadi penekan-
an DPRD Klungkung, terka-
it kondisi PDNKK yang opera-
sionalnya dihentikan. Salah
satunya pengakuan penam-
bahan investasi permanen
berupa penyertaan modal ta-
nah 72.880 meter persegi
di Desa Jumpai dengan nilai
akun sebesar Rp 9,5 miliar
dari Pemkab Klungkung.

"Hal ini perlu diperjelas sta-
tusnya, sebagai upaya penga-

manan aset daerah ketika op
rasionbal PDNKK dihentikan.
Apalagi penyertaan modal ta-
nah tersebuttidak didasari de
ngan peraturan dearah tersen-
diri," jelas Baru.

Politisi Partai Gerindra
ini bahkan menyingung jan-
ji Bupati Suwirta yang me-
nyatakan PDNKK akan se-
hat dalam tenggang waktu
secepatnya setelah dila ntik
atau jika terpilih sebagai bu-
pati. Hal ini sesuai janji Su-
wirta pada saat debat publik
Pilkada tahun 2013 di Balai
Budaya Klungkung. "Namun
kenyataannya saat ini justru
PDNKK dihentikan ooerasio-
nalnnya karena bisnisnya ti-
dak sehat," kritiknya.

Baru juga menyoroti pe-

nataan aset tetap Pemkab
Klungkung yang belum me-
madai. Misalnya aset tetap
yang berada dalam pengua-
saan pihak lll berupa 16 unit
sepeda dan 42 unitsepeda
motor pada dua OPD yang
tersebar di tingkat Desa Adat
dan Desa Dinas, yang belum
didukung dengan berita aca-
ra pinjam pakai.

Disamping itu ada aset te

tap yang perolehannya dari
bantuan pusat non APBD
pada satu OPD belum ditam-

, bahkan. Meskipun sudah ada
berita acara serah terima an-
tara pusat dan Pemkab de
ngan total Rp 190,60 juta dan
Rp 465,57 juta. Yang menghe
rankan lagi kontruksi fisik yang
statusnya penyelesa ian nya !e
lum jelas sehingga dimasuk-
kan dalam kontruksi dalam
pengerjaan yakni pembangun-
an gedungSD 2 Semarapura
Tengah Rp 937,26juta. Pa-
dahal dibanguna pada tahun
angaran2OLS.

"lni tentu berpotensi terha-
dap kehilangan aset tetap,
karena tidak didukung de
ngan berita acara pinjam pa-
kai. Termasuk terjadi keti-
dakpastian status kelanjutan
KDP, kapan dapat dilakukan
dalam aset tetap," jelasnya.

Terkait rekomendasi umum,
DPRD memberikan apresia-
si kepada Bupati Klungkung
beserta seluruh jaJ'ara n nya
yangtelah berhasil meraih Opi-
ni Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP) atas laporan keuangan
pemerintah daerah (LKPD) ta-
hurl anggaran 2018. (advlmlt)
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Khawatir Pembiayaan Pilkel Picu Gugatan
NEGARA TRIBUN BALI -
Pemilihan Perbekel (Pilkel) di
35 desa di seluruh Jembra-
na diJadwalkan akan digelar
September 2019 mendatang.
Bulan lalu sudah masuk ta-
hapan penjaringan pencalon-
an. Bahkan sudah ada desa
yang menetapkan calo.n per-
bekelnya. Hanya saJa, pelak-
sanaan ini dinilai ada keca-
catan hukum. Terutama soal
skoring syarat seorang calon
dan anggaranyang tidak me-
madai.

Anggota Komisi A DPRD
Jembrana, Putu Dwita me-

ngatakan, pelaksanaan pemi-
lihan perbekel Jembrana ca-
cat hukum. etasannya adalah
tidak ada dasarhukum sesuai
dengan putusan Mahkamah
Konstitusi (l\,IIq. Itu menyang-
kut beberapa pasal mengenai
Undang-undang Nomor 6 Ta-
hun 2014 tentang desa.

Dalam pilkel ini juga dia-
tur dalam peraturan menteri
dalam negeri (Permendagri)
nomor 65 tentang pemilihan
kepala desa perubahan dari
Permen Nomor ll2 Tahun
2014 tentang pemilihan ke-
pala desa. Di mana persoalan

arggaran dan skoring menjadi
sangat tidak relwan.

'Yang dtkhawatj*an adalah
nantinya akan ada gugatan
persoalan pembtayaan pilkel.
Sebab pembiayaan pilkel itu
APBD bukan kemudian dibe-
bankan dari APBDes," ucap-
nya, Senin (1716).

Pembiayaan pilkel kali ini
mengalami penurunan dari
kebutuhan pilkel awal. Mula
nya pembiayaan Rp 2,8 mili-
ar kemudian disetuJui Rp 1,8
miliar. Kemudian sisa dari ke-
kurangan itu dlardbil dari AP-
BDes trnhjk mencukupinya.

Assisten I Pemkab Jemb-.
rana, N'engah lrdang men-'
Jelaskan, Pemkab Jembrana
itu sudah meminta pendapat
dari Kemendagri, apakah de-
ngan anggaran desa diper-
bolehkan.'Apa rekomendasi
itu, baru karni al€n bersikap..
Soal anggaran dana memang
APBD yang digunakan. Tapi
karena yang bisa turun hanya
Rp 1,8 miliar maka kami me,
mlrta fatwa dari Kemendagri.
Arahannya memang diper-
bolehkan," tegasnya sembari
menuJuliJra4 rekomendasi su-
rat Kemendagri. (angf
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Dewan Pertanyakan Langkah L

Eksekutif Terkait Temuan BPK
SEIUMIAH fralsi dalam DPRD

Bangli mempertanyakan langkah
pemerintah daerah dalam rne-

nindaklanjuti temuan BPK Rl. Hal

tersebut lerungkap dalam raPat
paripurna tentang Laporan Per
tanggunjawaban Pemerintah l(a-

bupaten Ban$i tahun anggaran

2018, Senin (2416).

Rapat yang dipimpin Ketua

DPRD Ban$i, Ngakan Made

Kutha Pa rwata tersebut dihadiri
Bupati Bangli, I Made Gianyar,

serta anggota DPRD Bangli dari

seluruh fraksi. Dalam agenda-

nya, digelar penyampaian ran-

cangan peraturan daerah (ran-

perda) tentang LPJ anggarar.

tahun 2018, serta, pandangan

umum fraksi-fraksi terhadap s+
luruh ranperda itu.

Melalui pembicaranya I Wa-

yan Wedana, Fraksi PKPI Bang-

li mempertanyakan alasan pen-

dapatan daerah tidak mampu
tercapai sesuai target. Selain
itu, Fraksi PKPIjuga memperta-
nyakan langkahlangkah peme
rintah untuk menindaklanjuti
temuan yang telah dituangkan
dalam Laporan Hasil Pemeliha-

ra6-n (LHP) BPK Rt Bali.

Hal yang sama juga diung-
kaokan oleh Fraksi Golkar.

mengapa target pendapatan

tersebut tidak terealisasi? Ser-

ta apa faKor-faKor penyebatr

ni/a? Selain itu, mohon dijelas-
kan pula apa yang dimaksud
pengelolaan pendapatan cla+
rah oleh BKPAD Bangli tidak se
suai ketentuan, sesuai dengan
temuan BPK,' ungkaPnya.

Fraksi Demokrat melalui
pembicaranya I Made Krisna-
wa, memberikan apresiasi ter-
hadap perolehan opini Wajar

Tanpa Pengecualian (WTP), ter-
hadap laporan keuangan Bang-

li tahun 2018. Pihaknya juga

mendorong 6gar pemerintah

bisa memaksimalkan Poten-
si d.aerah, untuk meningkatkan
pendapatan daerah.

Selain itu, Demokratjuga me

rah maupun BKPAD.

Langkah yang bisa diambil di-

antaranya melakukan pendata-

an kepada penyelenggara usa-

ha, yang belum terdata sebagai

wajib pajak. Disamping itu juga

memperketat pengawasan, ser-

ta monitoring secara berkelanjut'
an terhadap WP. Pihaknya juga

meminta BPMD untuk meme
rintahkan 27 walib pajak yang

memanfaatkan air bawah tanah
agar memasang meteran sefta
mengurus izinnya.

"BMPD perlu kmrdinasi de
ngan intansi lain uluk melaukan

tindakan sesuai dengan ketentuan
peraturan yang berlaku. Dengn
demikian tahun depan pererima

an pajak bisa lebih ditingkatkan,"

ungkapOn. Fdvlmer)

wrw::m
TRIBUN BALI/M FREDEY MERCURY

;..ffi
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' -- Doionq Pertumbuhin ll

I rtonomi, Pitu UID Bali Berhasil 
ll

r Tingkatkan Penjualan Sebesar ;l

I 6,430/odi l(u'artal | 201 $ 'r 
ll

| 
"tn 

ur, Induk Distsibusi belumnya. yang fluktuatif di Bali, As- ll
I gali Uerhasil meningkat- General Manager PLN tawamenyampaikanbahwa ll
I kan peniualan sebesar se- UID Bali Nyoman S Astawa PLN telah siap meningkat- ll
I U.""t 8,43o/o pada Kuartal menyampaikan pertum- kan pelayanan dan kean- ll
I I ZOtg. Hal ini tidak lepas buhan positif pada pema- dalan jaringan. "Rencan. ll
I d"ri up.y" pLN untuk me- kaian tenaga listrik di Bali penguatan sistem sudah ll
I mudahkan masyarakat da- menjadi pertanda positif dibuat dalam RUPTL, semo- ll
I lam mendapatkan listrik pertumbuhan ekonomi ma- ga semua berjalan sesuai ll
il Oan meningkatkan kinerja syarakat Bali. "Pertumbuh- rencana," harapnya. PLN Il
ll operasi. an tertinggi'terjadi Maret menargetkan pembangun- ll
ll 

'p"Ou 
kuartal I tahun 2019, kami harap akan te- an jaringan penambahan ll

ll zo t g pertumbuhan me- rus bergerak positif hingga pembangkit berbasis ener- ll
ll ningkit sebesar 145,0 akhir tahun," ujar Astawa. g terbarukan dan jaringan ll
ll MWH dibanding tahun se- Ia menambahkan bahwa transmisi untuk memper- ll
ll U"t,r-.ryu. Ha'i tersebut peningkatan kebutuhan te- kuat sistem kelistrikan. ll
ll menuniut<kan bahwa PLN naga listrik Bali diprediksi Saat ini Bali dipasok lis- ll
ll *^.p" mencapai realisasi mencapai 6,4 persen. trik dengan total kapasita. ll
ll Xi".ti" yang tebih baik di- Menyikapi pertumbuhan 1274ll|trV,l dan beban pun- ll

ll 
U-ai"e t"Jttal I t^h,rn ..- kebutuhan tenaga listrik cak 900,1 MW. (adv) 

llllrlillliltlil|ll'illfrl
llrlillill
tlillill
tl
tl

ti

il
tl

tl

il
llll-'-
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P0 tPD di Badung Tembus Rp 735 Juta,
DENPASAR, TRIBITN BALI - Ketua Ba-
dan Kerjasama (BKS) kmbaga perkre-
ditan Desa (LPD) Bali, I Nyoman Cen-
dikiawan, mengatakan dari 1.494 LpD,
aset LPD di Bali mencapaiRp 22 triliun.
Beberapa LPD bahkan berkembang pe-
sat, khususnya yang berada di wilayah
Badung.

Berdasarkan laporan laba rug, kon.
solidasi periode Desember 2018 di se-
luruh Bali, tercatat bahwa pendapatan
operasional (PO) di Badung mencapai
Rp 735 juta lebih. Disusul Kabupaten
Gianyar dengan pendapatan operasio-
nal mencapai Rp 555Juta lebih, kemu-'

dian Buleleng Rp 276 juta lebih, Den-
pasar Rp 263 juta lebih, Tabanan Rp
215 juta lebih, Karangasem Rp 176 juta
lebih, Bangli Rp 132 juta lebih, Klung-
kung Rp I 13 juta lebih, Jembrana Rp
88 juta lebih.

Totalnya seluruh Bali Rp 2 miliar le-
bih," sebutnya, kepada ?|ibun Balq Se-
nn(24/5).

Hal ini sejalan dengan biaya operasi-
onal yang dikeluarkan, terbesar di Ka-
bupaten Badung mencapai Rp SZZ juta,
kemudian Gianyar Rp 436 juta, disusul
kabupaten lain. "sementara jumlah bi-
aya operasional paling kecil adalah di

Kabupaten Jembrana Rp 66 juta lebih,"
katanya.

Begitu juga jumlah laba rugi tahun
berjalan, paling besar disumbang Ka-
bupaten Badung hingga Rp lb8 juta
lebih dan paling sedikit Jembrana Rp
2 I juta lebih. Cendikiawan mengata-
kan, tingginya pendapatan operasional
di Badung karena potensi daerahnya
dan kepercayaan masyarakat yang
tinggi.

"Banyak LPD besar di Badung, seperti
LPD Kuta, LPD Pecatu, LPD Kerobokan,
LPD Bualu, dan LPD Kedonganan," se-
butnya. (aek)

Edisi

Hal

Sgtaga , 2q Xld\ &^9

9



Sub Bagian Humas

'l

dan Tata Usaha BPK Rl Perwal<ilan Provinsi Bali

ffifrhulnr-ffi;u$fr

RpB,fiM'
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IIENPASAR, TRIBT'I{ BALI - Di-
nas Lingkungan HiduP dan Ke.
bersihan (DLHK) Kota Denpasar
mengan€garkan Rp 8,6 miliar un-
tuk pengadaan alat PengPrai sam-

pah di Denpasar. Anggarar ter-
sebut nantinya meliPuti I Paket
peralatan pengurai samPah, Yakni
truk weloader,-tnrk samPah, alat
penyapu jalan, truk tangga hingga
alat Tempat Pembuangan SamPah
Sementara [IPS'S) underground.

Kepata DLHK Kota DenPasar, I
Ketut Wisada mengatalian, Penga-

daan alat ini dirasa penting meng-
ingat pihaknya mulai kewalahan
dalam proses mengur2i samPah.
Jumlahnya pun terus melo'?rjak.

Data ?Hbun Bali, dalam seha-
.ri, Kota Denpasar hasilkan 3.500
kubik atau 1.200 ton samPah Per
hari. i

Volunre sampah ini sama dengan
pengangkutan sebanyak 530 kali
angkutkeTPA.-

Hal ini ditambah dengan kondisi
fasilitas alat yang belum mencu-
kupi. Pengadaan alat tersebut, kata

dia,'sebagai upaya mempercepat,
proses pengangkutan samPah agar

tidak menumpuk.
'Dengan adanya Penambahan alat

tersebut, diharapkan petugas di Ia-

pangan blsa lebih cepat memproses
pengangkutan sampah yang ada'"je-
lasnya. Untuksementarahingga saat 

.

ini kata dia t.rnhrk fruk weloader se-

nilai Rp 1,6 miliar. "Sekarang sudah

datang berada dt TPA" tinggal me-

mrnggu pengoperasian. Pengopera-

sian akan dilalmlran setelah petugas

DLHK mendapat arahan Pemakaian

dad pebrgas pengadaan," kata dia.

Untuk alat lain masih dalam
proses pengiriman seperti alat pe-

nyapu senilai Rp 1,6 miliar' truk
tanEfla Rp 1,7 miliar, alat TPSS Un-
dergpound Rp 3,5 miliar, dan truk
pengangkut sampah doulie cubin
senilai Rp 420juta.

'Diharapkan dengan keleng]<aPan

alat ini bisa mempercepat pen€iurai-

an sampah. Nanti di TPSS Kreneng
juga akan dibangunTPSS mdergro
und, jadi kasus sampah meluber ti-
dakbisa terjadi lagi," katanya. (azm)
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Carles Minta PU Tegur
Kontraktor v

r Minta Tagih lanji Perbaikan Jalur Culali
KUAIITAS jalan hotmix di jalur Culali, Dusun
Yeh Mampeh, Desa BaturSelatan, Kintamani
telah mengalami kerusakan di sejumlah titlk.
Padahal dari segi usia, usia jalan itu masih
berumur jagung pasca serah terima perbaik-
an Desember 2018 lalu.

Kerusakan jalan dijalur Culall sejatinya te-
lah diketahui sejak bulan Januari lalu. Mes-
ki saat ini masih masuk dalam masa pemeli-
haraan, namun hingga kini belum ada tindak
lanjut dari pihak rekanan. Hal ini diungkap
kan Wakil Ketua DPRD Bangli, I Komang Car-
les, Minggu (1616). Dikatakan, kerusakan ,

jalan diantaranya berupa ambles pada ping-
giran jalan, rabat beton rusak dan mengelu-
pas, serta badan jalan yang berlubang, CaF
les menambahkan, kerusakan ini terjadi di
beberapa titik serta sudah terjadi sejak se-
bulan pasca serah terima.

. Kerusakan jalur sepanjang 2,5 kilometer
ini tidak dipungkiri mendatangkan banyak
keluhan masyarakat. Pihaknya sudah sem-
pat meminta rekanan untuk melakukan per-

baikan. Walaupun disanggupi, namun rekan-
an meminta tenggang waKu pengerjaannya
dimulai setelah musim hujan. Alasan terse.
but dinilainya cukup logis. Sebab perbaikan
jalan saat musim penghujan cenderung mu-
bazir, lantaran jalan akan cepat mengalami
kerusakan. "Untuk itu saya beri toleransi. Na-
mun hingga kini belum ada tindak lanjut be-
rupa perbaikan. Padahal sudah masuk mu-

KONDISI kerusakan dijalur culali

sifn kemarau," katanya.
Mengenai hal ini, Politisi asal Desa Batur

tersebut meminta Dinas PUPRK|m Bangli tu-
rut bertanggun$awab dengan memerintah-
kdn pihak rekanan agarsegera melakukan
perbaikan. Upaya ini dilakukan, mengingat
jalur tersebut masih dalam masa pemeliha-
raan dari pihak rekanan selama 180 hari.
"Saya minta Dinas PU menegur rekanan agar
segera melaksanakan janjinya, sebelum ke-
rusakan kian parah. Terlebih s?at ini masih
dalam masa pemeliharaan. Jadijangan sam-
pai masa pemeliaraan habis, maka nanti
pemborong lepas tangan," tandasnya. (adv)
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Penghasilan Pemkab dari
Pura-Besakih Turun Drastis

r Layangkan Surat Kaiian Revisi Fergub Pengelolaan

AMLAPUNA, TRIBUN
BALI - Pemerintah Kabu-
paten (Pemkab) Karangasem
melayangkan surat kajian
revisi Peraturan Gubernur
(Pergub) Nomor 5l Tahun
2016 terkait Pengelolaan
kawasan Pura Besakih ke

Gubemur BaIi.
Surat dilaYangkan 25

Maret lalu. Ini karena Pen-
dapatan yang diPeroleh
Pemkab Karangasem lebih
sedikit dibanding sebelum
dibentuk badan Pengelola.
Sekarang Pemkab hanYa
mendapat RP 525juta. Se-

dangkan sebelum dibentuk
badan pengelola PendaPat-
an pemkab mencaPai RP 1,3

hingga 1,5 miliar'
'Tlrrun drastis. PendaPat-

an retribusi setelah diPotong
biaya operasional dibagi
tiga. Pemkab Karangasem
dengan badan Pengelola ma-
sing-mastng daPat 25 Per-
sen. Sedangkan Desa Adat

IWAYAN ASTIKA

Besakih daPat 50 Perben,"
kata Astika, Karnis (13/6)'

Karena kondisi ini Pem-
kab mengaJukan revlsi ter-
hadap badan pengelola ka-
wasan Pura Agung Besakih
yang dibentuk PemProv Bali
dengan dasar Pergub No 5l
Tahun 2016. "Padahal Pem-
kab rniliki wewenang memu-
ngut retribusi," kata dia.

Pemerintah Karangasem
memberikan beberaPa ma-

sukan terkait Pengelolaan
Pura Besaldh dalam surat
tersebut. Satu di antara-
nya meminta PemProv agar
delegasikan Pembentukan.
badan pengelola ke buPati
sebagai kepala Pemerintah
daerah.

Unsur penasehat dan
pengawas badan Pengelo-
la pan$sian dart Provinsi'
Pen$sian unsur badan Pe-
ngelola diserahkan ke Pe-
merintah kabuPaten, selan-
jutnya pemkab dimiretakan
persetujuan Penasehat dan
pangawas sebagai wakil Pe-
inedntah provinsl'

Selain itu, kataAstika' ba-

dan pengelola melaPorkan
seluruh kegiatan kerJa ke

Gubemur Bali melalui buPa-
ti dan bertanggun$awab ke
.Aubemur. SetiaP satu tahun
iekali gubernur melakukan
evaluasl dan saat evaluasi
gubemur mePertirnbangkan
masukan buPati.

Penyusunan Pedoman
dan manual PenYelengga-
raan pengelolaan kawasan
Pura Agung Besakih dise-
rahkan ke manaJemen oPe-

rasional. SelanjubrYa disah-
kan oleh badan Pengelola
setelah daPat PersetuJuan
pemerinth kabuPaten dan
pemerinth Provinsi.

Badan Pengelola daPat
diketuai buPati dengan me-

nunjuk pelaksana harian'
bidang-bidang di bawahnYa
terdiri atas organisasi Pe-
merintah daerah kabuPaten
dan organisasi sosial' Pengi-

sian manajemen oPerasional

didasarkan atas asas Profe-
sionalisme.

Masukan terakhir Yakni
desa adat maupun Pemerin-
tah, desa daPat bekeriasama
membentuk unit usaha ber-

sama untuk Patner badan
pengelola dengan Pola Per-
sentase bagi hasil Yang dia-
tur,' ujamYa. (fuI)

Edisi

Hal

: furn'at , t4 Juni sotg
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Tntjangall'
RumahDelvan

m Fernkqb $lmpkan Fasilfitas untuk SS BPRD Terpilih

SEMARAPURA, TRIBUN
BALI - Pelantikan 30 anggo-

ta dewan terPilih akan dlla-
kukan bulan Agustus men-
datang, Pernkab Klungkung
telah mengalokasikan ang-
garan untuk membiayai be-

iagam fasilitas Yang akan dl'
nilcnail para wakil ralcYat ini.

Tak tanggung-tanggung'
oara dewan akan menda-
patkan beragam fasllitas
mulai dari Pin emas hing-
ga tunjangan Perumahan
yang nominalnya mencaPai
hingga Rp 35 Juta setlap
bulannya.

Kabag Umum Sekretariat
Dewan Ketut Sukla mem-
beberkan beberaPa fasilitas
yang akan dlterima oleh
-SO 

attggota dewan terPillh
Pemkab telah menYiaPkan
pin berbahan emas dengan
Lerat 7-8 gram Yang akan
dlberikan kePada setiaP
anggota dewan terPilih'
Anggaran pln emas ini se-

nilai Rp 240juta.
"setetah dilakukan sur-

vei lapangan, anggaran Pln
emas tidak sanpai RP 240

iuta. Jika nanti dibawah RP
-200 

i,rta, maka akan dilaku-
19n penunjukan langsung,"
ujar Ketut Sukla, Kamis
(13/6).

Sementara untuk sera-
gam, setiap axggota dewan
dialokaslkan baj u Pelantik-
an (pakaian seragan leng-
kap), lengkaP dengan Peci
minus sepatu RP 5 Juta Per
orang. Untuk Pakaian sera-
gam lengkaP dialokasikan
dua kali selama masa Ja-
batan (lima tahun).

Selaln ltu, anggoJa dewan

iuAa dtalokasikan Pakaian
diias hartan seharga RP

1,5 Juta per qrang, Pakai-
an seragam harian seharga

Rp 1,5 Juta pqr orang. Para

anggota dew4n juga men-
dapatkan Jatah Pakaian
seraqam resmi seharga RP

t,S i"tu per drang dan Pa-
kaian ciri khas daerah RP

I,5 juta per orang.
"selain pakaian, arggota

dewan juga menerlma tun-

Jangan lainnya. SePerti tun-

Jangan Perumahan' trans-
Dortasi, dan komunikasl"
ungkap dia.

TunJangan Perunlanan
nomlnalnya berbeda anta-
ra unsur.pimpinan dengan

anggota. untuk ketua DPRD

dijatah tunjangan Peru-
mahan Rp 35.294.118 seU-

ap bulan. Sedangkan wakll
ketua mendapat tunjangal
perumahan Rp 29.41 1'765
setiap bulannYa, Sementa-
ra anggota dewan menerlma
tunjangan perumahan RP

25.882.353 setiaP bulan.
Selain itu, setiap anggota

dewarr juga dimanjakan de-

ngan tunjangan transPorta -

si, Setiap anggota menerlma

Jatah tunJangan transPortasi
Rp 4.192.941 setiaP bulan.
Sementara unsur PimPlnan
(ketua dan wakil ketua), tl-
dak lagt menerima tunjang-
an transportast karena su-

, dah mendapatkan fasllitas
kendaraan mewah

T:idak hanya ttu. SetiaP
anggota dewan pun dtJatah

tunjangan belanja P€nunjang
komunikasl RP 6.300.000
setiap bulannYa' Saat men-

Jalankan reses, watrdl ralryat
tni Juga diberlkan tunjangan
reses RP 6.300.000 P€r ang-

Aota, Yang dtberikan setlaP

L"tl tis.". Dewan diJadwal-

kan menJalankan reses 3 kali
dalam setahun. (mlt)

WAKIL RAKYAT - Anggota dewan saai rapat paripLrrna di

Kdntor DPRD Klungkung belum lama int.
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Tender Pasar Petang

Rp 1,8M.,
r Proyek Hanya Mengerjakan Bagian Belakang Pasar

UAITCUPT'RA, TRIBI'N BALI

-Tahun 2019 ini Pemerintah
Pusat mengucurkan anggar-
an untuk revitalisasi Pasar
Petang di Kecamatan Petang'

Badung. Pasar Yang dikelola
Perumda Pasar Mangu Giri
Sedana lni pekan dePan mu-
lai ditender dengan nilai RP

1,8 miliar.
Anggaran ini berasal dari

bantuan revitalisasi Pasar
tradisional oleh Kementerian
Perdagangan (Kemendag) Rl
Selaku leading sektor lang-
sung dibawah Dinas KoPe-

rasi; UKM, dan Perdagangan
Kabupaten Badung.

"lya tahun ini Pasar Petang

yang mendapat bantuan revi-
talisasi. SebelumnYa adalah
Pasar Adat Tegal, Darmasa-
ba, Kecamatan Abiansemal
(20I7), dan Pasar Sembung.
Kecamatan Mengwi (201 5)''
ungkap Kepala Dinas KoPe

rasi, UKM, dan Perdagangan
Kabupaten Badung I Ketut
Karpiana, Kamis (2015)'

Niiai bantuan revitalisa-
si Pasar Petang sudah di-
tentukan yakni sebesar RP

1.808.675.550. Bahkan Pro-
ses tender samPli 26 Juni
2019.. TargetnYa dalam satu
tahun anggaran (2019) revi-
talisasi pasar sudah selesai.
Sernoga tidali ada hantbatan,-

harapnya.
Birolrat asal Desa Cemagi'

Kecamatan Mengwi-ini men-
ielaskan bahwa revitalisasi
oasar tradisional di seluruh
indonesia sedang digenjot
oleh pemerintah Pusat. Untuk
itu, bantuan Yang merupakan
Dana Alokasi Khusus (DAK)

tersebut dimanfaatkan betul
oleh pengelola Pasar tradisio'
nal di Gumi Keris. "Dalam hal
ini yang penung ajukan pro-
posal dulu, kita akan bantu
memfasilitasi," katanya.

Direktur Utama Perumda
pasar I Made Sukantra meng'
aku bantuan Yang diberikan
oleh Kementerian Perdagang-

an untuk revitalisasi Pasar
Petang di bagian belakang
pasar. 'Dengan dana Yang
diterima akan di revitalisasi
bagian di belakang saja dulu
termasuk untuk kios Peda-
gang," ucaP Sukantra.

Lanjut dia, PihaknYa juga
berencana mengajukan revi-

tallsasi untuk Pasar lainnya.
Seperti pasar beringkit se-

cara umum. 'Pasar Hewan
Beringkit juga Perlu dlrevi-
talisasi. Sebagaimana Yang
diarahkan oleh BaPak Bu-
Dali. Pasar Hewan bering-
i<it itu k^.t meruPakan ikon
satu-satunya Pasar hewan di
Bali,' katanYa. (gus)


